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PENDAHULUAN

BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.

Tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang
diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 adalah melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka menjamin
tercapainya tujuan nasional tersebut, diperlukan upaya-upaya antara
lain, upaya pertahanan dan keamanan negara yang merupakan
tanggungjawab bersamabangsa Indonesia (Nuriyanto, 2014).

Negara sebagai badan publik otonom memiliki tugas
menciptakan dan mempertahankan tertib sosial serta meningkatkan
kesejahteraan hidup penduduk yang tinggal di area kekuasaan negara
bersangkutan (Wicaksana, 2016). Sebagai negara pantai (coastal
state), wilayah negara Indonesia terdiri dari tiga komponen, yakni:
daratan (land territory), perairan (water territory), dan udara (air space
territory). Berbicara mengenai negara maka tidak akan lepas dari
kedaulatan. Negara yang berdaulat diartikan sebagai negara yang
mempunyai kekuasaan tertinggi (supreme authority) yang berarti
bebas dari kekuasaan negara lain. Kedaulatan merupakan isu yang
sentral dalam diskursus kenegaraan. Hal ini dikarenakan, kedaulatan
yang dimiliki oleh negara terkandung hal-hal yang berhubungan
dengan kedaulatan dan tanggung jawab negara terhadap wilayahnya.

Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan
faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara
tersebut, tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dari
luar negeri dan atau dari dalam negeri, suatu negara tidak akan dapat
mempertahankan keberadaannya. Bangsa Indonesia yang
memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945




telah bertekad bulat untuk membela, mempertahankan, dan
menegakkan kemerdekaan, serta kedaulatan negara dan bangsa
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Nuriyanto,
2014).

Pertahanan negara merupakan segala usaha untuk
mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari
ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan
negara (Kemenhan, 2015). Pertahanan negara diselenggarakan oleh
pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan
negara melalui usaha membangun dan membina kemampuan dan daya
tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman
(UU-RI, 2002). Pada hakikatnya pertahanan negara merupakan segala
upaya pertahanan yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya
didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban bagi seluruh
warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk
mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia
yang merdeka, berdaulat dan bersatu.

Selaras dengan hakikat tujuan nasional tersebut, dalam Pasal 30
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun
1945 dan produk perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem
pertahanan negara sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang
RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang
RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI,
ditetapkan bahwa peran TNI adalah sebagai alat pertahanan negara
(Perpang-TNI, 2010).

Dalam organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdapat
prajurit TNI sebagai pengawak yang mengelola organisasi. Prajurit
TNI merupakan warga negara yang memenuhi persyaratan yang
ditentukan dalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat
yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.
Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat (AD),
Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).

TNI memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan negara,
mempertahankan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD

1945 (Samego, 2015). Tugas pokok tersebut dilaksanakan melalui
Operasi Militer Untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang
(OMSP) (Pasal 7 ayat (2) UU No 34 tahun 2004 tentang TNI).
TNIdirancang (to design), diorganisasikan (to organize), dilengkapi (to
equipped), dilatih kesiap siagaannya (to train), dan diberi tugas
operasi (to assign) (Wicaksono, 2014).

Berdasarkan peran TNI sebagaialatnegara di bidang pertahanan,
maka menjadikan TNI menempati posisi strategis sebagai komponen
utama dalam sistem pertahanan negara, sehingga dalam menjalankan
perannya tersebut terdapat beberapa fungsi yang dimiliki oleh TNI,
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004, yaitu: (1) Penangkal terhadap setiap bentuk
ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri
terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; (2)
Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 huruf a; dan (3) Pemulih terhadap kondisi keamanan
negarayang terganggu akibat kekacauan keamanan (Andrizal, 2014).

Fungsi penangkalan merupakan keterpaduan usaha pertahanan
untuk mencegah atau meniadakan niat dari pihak tertentu yang ingin
menyerang Indonesia, yang bertumpu pada instrumen politik,
ekonomi, psikologi, teknologi, dan militer (Chalim & Farhan, 2015).
Fungsi penindakan merupakan keterpaduan usaha pertahanan untuk
mempertahankan, melawan, dan mengatasi setiap tindakan militer
suatu negara yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjamin keselamatan
bangsa dari segala ancaman, yang dilaksanakan melalui tindakan
perlawanan, sampai dengan mengusir musuh keluar dari wilayah
Indonesia (Chalim & Farhan, 2015).

Fungsi Pemulihan merupakan keterpaduan usaha pertahanan
negara yang dilaksanakan baik secara militer maupun nirmiliter,
untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang telah terganggu
sebagai akibat kekacauan keamanan karena perang, pemberontakan,
atau serangan separatis, konflik vertikal atau horizontal, huru-hara,
serangan teroris, atau bencana alam. Tentara Nasional Indonesia
bersama dengan instansi pemerintahan lainnya serta masyarakat
melaksanakan fungsi pemulihan sebagai wujud pertahanan semesta
yang utuh(Chalim & Farhan, 2015).
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Dalam rangka melaksanakan fungsi tugas pokok tersebut, faktor
dukungan logistik menjadi sangat penting serta menjadi faktor kunci
keberhasilan dan kemenangan (Otieno & Noor, 2014). Kebutuhan
spesifik terhadap perencanaan logistik didasarkan pada rincian misi,
antara lain: lamanya misi, pembagian usaha logistik yang ada dengan
jumlah personil yang terlibat, dan teknologi yang digunakan (Pinzaru,
2012). Selama pelaksanaan proses pembinaan, pengembangan
maupun penggunaan kekuatan TNI, logistik memegang peranan yang
tidak boleh diremehkan (Wicaksono, 2014). Dalam rangka menjamin
keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok TNI maka diperlukan
perencanaan dan pengendalian logistik yang mampu menyediakan
personel, material, danjasa sesuai kebutuhan operasi (Muthmainnah,
2011).

Logistik merupakan bagian penting dalam mendukung kesiap
siagaan satuan operasional TNI agar mampu melaksanakan tugas
pokoknya. Logistik didefinisikan sebagai perencanaan pengembangan
terpadu, pengorganisasian dan pengendalian semua arus barang dan
bahan serta arus informasi terkait, mulai dari pemasok hingga
pengiriman produk ke pelanggan, termasuk daur ulang dan
pembuangan limbah (Kumar & Shirisha, 2014). Sistem logistik terdiri
dari beberapa komponen, yakni: layanan pelanggan, manajemen
persediaan, penanganan transportasi, penyimpanan dan material,
pengemasan, pemrosesan informasi, peramalan permintaan,
perencanaan produksi, pembelian, lokasi fasilitas dan kegiatan
lainnya.

Pada organisasi tertentu dapat mencakup tugas-tugas sebagai
bagian dari layanan purna jual kegiatan logistik, fungsi perawatan,
penanganan barang bekas dan operasi daur ulang (Vlad & Pavel, 2012).
Dengan demikian peran dan fungsi logistik pembekalan mulai dari
penentuan perencanaan kebutuhan sampai dengan pendistribusian
ke user sangat menentukan dan harus didukung oleh organisasi yang
solid dan ditunjang dengan struktur organisasi yang kokoh, kondisi
personel yang berkualitas, hubungan dan lingkungan kerja yang
kondusif sehingga jalur distribusilogistik dapat dipastikan berjalan
dengan baik danlancar.

Pentingnya logistik dalam suatu operasi, dapat digambarkan
pada sejarah masa lalu. Dalam beberapa sejarah perang yang terjadi,
operasi militer sangat tergantung pada logistik dalam memenangkan
suatu pertempuran. Sejarah militer menorehkan catatan panjang
tentang betapa pentingnya peran logistik perbekalan. Salah satu
gambaran tentang peran perbekalan dapat dilihat dalam perang
pertama di masa kuno, yakni perang antara Persia menghadapi
negara tetangganya, Yunani. Raja Persia Xerxesl pergi bertempur pada
tahun 480 SM dengan membawa sekitar 100.000 pasukan bersamanya
menuju beberapa kota-kotadi Yunani. Mengingat pasukan Persia yang
begitu banyak, maka pasokan logistik hanya bisa dilakukan melalui
laut. Pasukan Xerxes maju bertempur dengan dikawal oleh armada
kapal perang dan kapal barang. Namun dalam perang laut di
pertempuran Salamis mengalami kekalahan, sehingg asang raja harus
mundur karena khawatir akan hilangnya koneksi antara rantai suplai
perbekalan dari laut ke darat dimana pasukannya bergerak didepan
(Ober, 1993).

Begitu pentingnya peranan logistik dalam mendukung
tercapainya suatu tugas operasi. Namun demikian, dukungan logistik
saja tidak akan dapat berjalan secara efektif dan efisien, jika tanpa
ditopang oleh keberadaan SDM dengan kompetensi logistik yang
handal. Kinerja SDM sangat berpengaruh terhadap kualitas kinerja
organisasi. Agar kinerja SDM dalam suatu organisasi dapat meningkat
secara dinamis, maka dibutuhkan kemampuan dan kekuatan SDM yang
memadai (Wicaksono, 2014). Organisasi apapun bentuknya, pegawai
selalu ditempatkan pada kedudukan yang strategis. Jika pegawai
berhasil maka akan membawa kemajuan bagi organisasi. Keuntungan
yang diperoleh dapat dipetik oleh kedua belah pihak, yakni organisasi
maupun pegawai itu sendiri. Bagi pegawai, keberhasilan merupakan
aktualisasi potensi diri sekaligus peluang untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya. Sedangkan bagi organisasi keberhasilan merupakan sarana
menuju pertumbuhan dan perkembangan organisasi itu sendiri (Sayd,
etal., 2016).

Di lingkungan organisasi militer;, SDM merupakan aset dan
berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) yang dapat
diwujudkan menjadi potensi nyata (real), secara fisik maupun non fisik




dalam mempertahankan eksistensi organisasi. Faktor SDM merupakan
bagian yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi,
bagaimana pun sebuah organisasi memiliki peralatan yang sangat
canggih dan modern dengan teknologi tinggi, namun manusia tetap
merupakan faktor penggerak utama, karena tanpa manusia suatu
organisasi tidak akan berfungsi (Zaenuri, 2015). Disamping itu
produktifitas yang maksimal tidak terlepas dari peran manusia,
dimana hidup manusia dapat tercukupi dengan cara bekerja
mengerahkan kemampuan fisik dan non fisik manusia itu sendiri
(Hamsinah, 2016).

SDM memiliki potensi yang besar untuk menjalankan aktivitas
organisasi. Agar kinerja SDM dalam suatu organisasi dapat meningkat
secara dinamis, maka dibutuhkan penilaian yang dilakukan secara
sistematis, bertahap dan berkelanjutan. Potensi setiap SDM yang ada
dalam organisasi harus dapat didayagunakan sebaik-baiknya sehingga
mampu memberikan hasil yang maksimal (Wahyudi, 2014).

TNI telah melakukan serangkaian penilaian terhadap kinerja
SDM atau personelnya, dalam hal ini terhadap prajurit. Saat ini, TNI
telah memiliki dasar kebijakan tentang penilaian kinerja individu bagi
prajurit TNI sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Panglima
TNI Nomor KEP/1081/XI1/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang
Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Individu. Hasil survei awal yang
dilakukan selama rentang waktu bulan September sampai dengan
Nopember pada tahun 2017, diperoleh temuan bahwa sejak
dikeluarkannya Keputusan Panglima tersebut, pada tataran aplikasi
masih terdapat beberapa Potensi Permasalahan, sebagaiberikut:

1.  Indikator pada instrumen penilaian kinerja perwira TNI,

khususnya perwira staf logistik mempunyai ruanglingkup masih

bersifat umum yang berlaku bagi semua golongan prajurit,
sehingga diperlukan spesifikasi tertentu pada instrumen
instalasi kebijakan. Instrumen yang ada masih terbatas pada
penilaian dari atasan langsung, sehingga diperlukan metode
penilaian baru yang melibatkan penilaian pejabat sejawat yang
sejajar. Implementasi kebijakan masih belum menyeluruh
sebagai akibat dari kurangnya sosialisasi. Pemanfaatan sarana
dan prasarana masih sangat terbatas dan sebagian besar masih

belum menggunakan sistem informasi digital yang mempunyai
sistem penyimpanan analisis data.

2.  Perspektif penilaian masih terkendala pada subyektifitas
dalam penilaian, sehingga masih memiliki kecenderungan
dimana persepsi penilaian dari atasan lebih dominan dan
menonjol. Disamping itu, yang menilai juga masih banyak yang
belum memahami tentang mekanisme penilaian dengan benar,
sehingga nilai yang dibuat seakan-akan hanya sekedar sebagai
formalitas kelengkapan administrasi penilaian.

3. Hasil pengamatan penilai terhadap yang dinilai dalam
rangka penilaian kinerja masih belum dilakukan secara kontinyu
dan berkelanjutan. Metode penilaian yang digunakan masih
menggunakan satu jenis alat penilaian saja, yaitu, rating skala,
dan tidak ditriangulasi dengan alat atau metode penilaian
lainnya, juga tidak terdapat pembobotan pada masing-masing
kriteria.

4.  Terbitnya Permenpan RB Nomor: 10 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM), mengisyaratkan untuk perubahan perilaku kinerja bagi
aparatur negara yang berintegritas, sehingga penilaian kinerja
harus dilaksanakan secara komprehensif guna tercapainya
organisasi yang efektif, efisien dan produktif.

Fenomena permasalahan tersebut, semakin mendasari peneliti
untuk melakukan penelitian evaluasi secara lebih mendalam sekaligus
melakukan pengembangan terhadap program penilaian kinerja yang
telah diterapkan di lingkungan Mabes TNI. Temuan dalam hasil survei
awal menunjukkan bahwa, penilaian kinerja yang ada belum
merepresentasikan secara tepat seluruh aktivitas satuan Kkerja
organisasi Mabes TNI dan tidak berkelanjutan. Padahal proses
penilaian kinerja harus bersifat kontinyu dalam bentuk siklus yang
saling terkait dan tidak ada putus-putusnya, sehingga paradigma
peningkatan kinerja dapat berkelanjutan (continuous improvement)
(Anita, etal., 2013).




Penilaian kinerja yang berkelanjutan akan membawa pada
pencapaian kinerja SDM yang semakin baik dan berkualitas. Bagi yang
kinerjanya baik dan berkualitas sebagai konsekuensi akan
mendapatkan penghargaan berupa: pengangkatan jabatan, kenaikan
pangkat, tunjangan, promosi dan pendidikan. Sedangkan yang
kinerjanya menurun dapat dikenai sanksi atau di-nonjob-kan. Apabila
penilaian kinerja dapat dijalankan dengan baik maka manajemen
sumber daya manusia dalam organisasi tersebut juga dapat berjalan
dengan baik pula (Sugiono, 2015).

Didasarkan pada hasil pemetaan terhadap kompleksitas
permasalahan yang ada, maka penelitian yang dilaporkan dalam
bentuk buku ini difokuskan untuk membuat suatu pengembangan
model instrumen pada evaluasi penilaian kinerja bagi perwira staf
logistik di lingkungan Mabes TNI, khususnya instrumen penilaian
kinerja perwira staf di lingkungan satuan kerja Staf Logistik TNI.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada satuan
kerja dan khasanah keilmuan yang baru, serta pengembangan ilmu
manajemen sumber daya manusia, khususnya terhadap pengem-
bangan metode-metode evaluasi kinerjayang telah ada.

B.  FokusPenelitian.

Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah untuk menyusun
Evaluasi Kebijakan Penilaian Kinerja Perwira Staf Logistik di
lingkungan TNI, dengan case study adalah Instrumen penilaian kinerja
perwira staf logistik TNI sesuai kebijakan Keputusan Panglima TNI
Nomor KEP/1081/XI1/2015 tanggal 21 Desember 2015, yang sesuai
latar belakang dan dijelaskan sebelumnya, dimana dalam
penerapannya masih mempunyai banyak kendala ketika
diimplementasikan. Buku ini dengan judul Evaluasi Kebijakan
Penilaian Kinerja Perwira Staf Logistik di Lingkungan TNI akan
berujung pada sebuah rekomendasi yang berkaitan dengan
pemutakhiran mekanisme, Prosedur dan modifikasi penentuan
parameter utama (key performance Indikator), dan Instrumen
penilaian sebagai tolok ukur penilaian kinerja yang dapat
merepresentasikan dengan tepat seluruh penilaian aktivitas perwira,
khususnya perwira staf logistik TNI.

Secara rinci fokus penelitian ini dapat ditinjau dari enam aspek
evaluasi, meliputi: aspek penyusunan desain, aspek instalasi program
kebijakan, aspek proses implementasi, aspek analisis hasil program,
aspek manfaat program, aspek keberlanjutan program. Tahap tersebut
dijabarkan sebagai berikut:

1. Aspek Penyusunan Desain kebijakan penilaian kinerja

perwira staf logistik TNI. Tahap ini terdiri dari visi dan misi

organisasi, tujuan yang dicapai, dasar hukum yang dipakai,
penyusunan waktu, obyek evaluasi, SDM yang terlibat, dan
finansial.

2. Aspek Instalasi Program kebijakan penilaian kinerja

perwira staf logistik TNI. Tahap ini terdiri dari instrumen yang

digunakan, metode penilaian, sarana/prasarana terkait,
prosedur pencapaian, dan sistem pelaporan.

3. Aspek Proses Implementasi kebijakan penilaian kinerja

perwira staf logistik TNI. Tahap ini terdiri dari sosialisasi

program, pelaksanaan program, Kemampuan SDM,
pemanfaatan teknologi sarana dan prasarana, serta
pengumpulan data evaluasi.

4. Aspek Analisis Hasil program terkait dengan aplikasi

kebijakan penilaian kinerja perwira staf logistik TNI. Tahap ini

terdiri dari ketercapaian tujuan/hasil program, Kkinerja
organisasi, tingkatkepuasaan, aspek evaluasiyang digunakan.

5. Aspek manfaat kebijakan penilaian kinerja perwira staf

logistik TNI. Tahap ini terdiri dari dampak kebijakan penilaian

kinerja terhadap organisasi dan personel prajurit, keberlanjutan
danrekomendasi program kebijakan penilaian kinerja.

6. Aspek keberlanjutan program penilaian kinerja

didasarkan kepada kondisi hasil evaluasi implementasi

kebijakan penilaian kinerja dilingkungan staf logistik TNI.

C. PerumusanMasalah.

Dari fokus penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya maka
dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan berupa pertanyaan
penelitian, sebagai berikut:

1.  Bagaimanaanalisis Discrepancy evaluasi pada aspek Desain

Kebijakan penilaian kinerja Perwira staf logistik TNI?




2. Bagaimana analisis Discrepancy evaluasi pada aspek
Instalasi Program kebijakan penilaian kinerja Perwira staf
logistik TNI?

3.  Bagaimana analisis Discrepancy evaluasi pada aspek Proses
Implementasi kebijakan penilaian kinerja Perwira staf logistik
TNI??

4.  Bagaimana analisis Discrepancy evaluasi pada aspek Hasil
Program pada aplikasi kebijakan penilaian kinerja Perwira staf
logistik TNI?

5.  Bagaimana analisis evaluasi Discrepancy dan evaluasi
manfaat pada kebijakan penilaian kinerja Perwira staf logistik
TNI?

6. Bagaimana keberlanjutan program penilaian kinerja
tersebut didasarkan kepada kondisi hasil evaluasi implementasi
kebijakan penilaian kinerja Perwira staf logistik TNI?

D. TujuanPenelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun Evaluasi implementasi
Kebijakan Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/1081/XI1/2015
tentang Penilaian kinerja perwira staf di lingkungan Mabes TNI.
Secara operasional tujuan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1.  Memberikan hasil analisis Discrepancy evaluasipadaaspek

desain kebijakan penilaian kinerja Perwira staf logistik TNI.

2. Memberikan hasil analisis Discrepancy evaluasipadaaspek

instalasi kebijakan penilaian kinerja Perwira staf logistik TNI.

3. Memberikan hasil analisis Discrepancy evaluasi pada aspek

proses/implementasi aplikasi kebijakan penilaian Kkinerja

Perwira staflogistik TNI.

4.  Memberikan hasil analisis Discrepancy evaluasi hasil pada

aplikasi kebijakan penilaian kinerja perwira staflogistik TNI.

5. Memberikan hasil analisis Discrepancy, analisis manfaat

dan rekomendasi program kebijakan penilaian kinerja Perwira

staflogistik TNI.

6. Memberikan hasil analisis keberlanjutan program kerja

yang didasarkan kepada kondisi hasil evaluasi implementasi

kebijakan penilaian kinerja Perwira staf logistik TNI.

E. Noveltydan SignifikansiPenelitian.

Dalam penentuan keterbaruan dan originalitas, penelitian ini
terdapatbeberapa pendekatan yang dilakukan yakni obyek/case study
penelitian, metode yang digunakan serta output yang dihasilkan.

Dari aspek obyek/case study belum pernah dilakukan
penelitian tentang evaluasi penilaian kinerja beserta instrumen
penilaiannya terhadap personel perwira staf TNI, khususnya staf
logistik TNI. Saat ini dalam melaksanakan penilaian kinerja, institusi
TNI masih menggunakan metode yang sifatnya masih umum sehingga
terdapat beberapa kekurangan yang telah diidentifikasi, sehingga
menghasilkan penilaian kinerja yang kurang optimal dan belum
merepresentasikan kondisi yang sesungguhnya.

Dari aspek pengembangan metode, penelitian ini
memberikan kebaharuan tentang pengembangan metode evaluasi
penilaian kinerja dilembaga nirlaba seperti TNI yakni melaksanakan
evaluasi kebijakan menggunakan integrasi metode analisis model
Discrepancy Evaluation Model (DEM) sebagai metode utama, yang
diintegrasikan dengan Analytical Hierarchy Process (AHP) dan
dipadukan dengan Key Performance Indicator (KPI) sebagai metode
pendukung. Metode DEM digunakan untuk identifikasi kriteria dan
analisis gap antara kondisi yang relevan dengan kondisi yang
diharapkan. Metode AHP digunakan untuk memberikan bobot pada
kriteria dan penentuan rekomendasi hasil evaluasi. Sedangkan
metode KPI digunakan untuk identifikasi indikator kunci pada
pengembangan instrumen kebijakan, sehingga dapat memberikan
gambaran secara menyeluruh terhadap proses evaluasi kebijakan
penilaian kinerja dalam rangka pengambilan keputusan dan
pengembangan/revisi kebijakan oleh pemimpin TNI.

Integrasi dari beberapa metode tersebut menjadi sebuah
keunggulan dari model penilaian kinerja mengingat didalamnya
terdapat kebaruan prosedur penilaian kinerja yang sangat berbeda
dengan prosedur yang ada pada saat ini. Meskipun secara parsial
model dan metode tersebut sudah pernah bahkan sering banyak
dilakukan oleh para praktisi dan peneliti sebelumnya, namun
penggunaan model dan metode penilaian kinerja secara terintegrasi
belum pernah dilakukan.




Dari aspek output atau keluaran, penelitian ini mampu
memberikan novelty hal keterbaruan berupa rekonstruksi instrumen
penilaian yang baru dari stuktur materi penilaian kinerja perwira staf
logistik TNI. Selanjutnya metode analisis evaluasi kebijakan ini
diharapkan dapat memberikan manfaat yang terbaik dalam
melaksanakan evaluasi penilaian kinerja Perwira staf logistik di
lingkungan TNI secara komprehensif serta manfaat yang besar bagi
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
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PERSPEKTIF AKADEMIS

BAB 2

PERSPEKTIF AKADEMIS

Pengukuran, Penilaian dan Evaluasi.
1. Pengukuran.

Sebelum evaluator menilai tentang proses Kkinerja
organisasi maupun individu, maka langkah awal yang dilakukan
adalah melakukan sebuah pengukuran. Dalam menilai kinerja,
evaluator harus mengetahui standar penilaian yang telah
ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan sebagai acuan dasar
dalam melakukan pengukuran sesuai dengan apa yang
seharusnya diukur dibidang kinerja. Pengukuran dapat diartikan
sebagai suatu proses kuantifikasi dan tindakan yang berkorelasi
dengankinerja (Kasie & Belay, 2013).

Pengukuran merupakan proses eksperimental untuk
mendapatkan nilai suatu kuantitas, sedangkan perbedaan antara
nilai yang terukur dan nilai sebenarnya disebut error (Leito, etal,
2016). Roberts (1985) mengemukakan bahwa pengukuran
terdiri atas aturan-aturan untuk mengenakan bilangan-bilangan
kepada sesuatu obyek dalam rangka mempresentasikan
kuantitas atribut pada obyek tersebut. Weiner (2007)
menegaskan pengukuran merupakan proses yang sistematis dan
dapat ditiru, dimana objek atau kejadian diukur dan
diklasifikasikan terhadap dimensi tertentu. Lavela dan Gallan
(2014 menyatakan bahwa waktu pengukuran juga harus
disesuaikan dengan kebutuhan dan sesuai dengan intepretasi
waktu yang ada.

Menurut American Association for Laboratory
Accreditation, tujuan dari pengukuran adalah menentukan nilai
untuk suatu jumlah bunga. Pengukuran merupakan proses yang
menentukan nilai kuantitas (A2LA, 2014). Wright (1997)
menyatakan bahwa sebuah bilangan membuat standar ukuran
dan pemetaan sehingga memungkinkan seseorang untuk




mengetahui dimana dia berada, apa yang milikinya dan
bagaimana kelayakannya. Menurut Brakel (1984), pengukuran
didefinisikan sebagai penggeneralisasian pemberian nama.
Menurut Ebel dan Friesbie (1986), pengukuran dinyatakan
sebagai proses penetapan angka terhadap individu atau
karakteristiknya menurutaturan tertentu.

Menurut teori pengukuran, pengukuran dapat
didefinisikan sebagai homomorfisma antara struktur empiris
dan numerik. Definisi klasik dari pengukuran adalah
menentukan Kkriteria seleksi yang lebih ketat untuk apa yang
disebut konstitutif sebagai sistem relasional empiris (Trendler,
2009).

Dari pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan
bahwa pengukuran adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk
menentukan fakta kuantitatif yang berdasarkan kriteria-kriteria
tertentu sesuai dengan objek yang akan diukur. Pengukuran
merupakan suatu prosedur yang sistematis untuk memperoleh
informasi data kuantitatif baik data yang dinyatakan dalam
bentuk angka maupun uraian yang akurat, relevan, dan dapat

dipercaya terhadap atribut yang diukur dengan alat ukur yang
baik dan prosedur pengukuran yangjelas dan benar.

2. Penilaian.

Istilah penilaian banyak digunakan dalam kegiatan
pembelajaran siswa. Guru mengomunikasikan kepada siswa
tentang kemampuan mereka, prioritas dan harapannya melalui
suatu proses penilaian. Penilaian merupakan suatu proses untuk
mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang
diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik menggunakan
tes dannon tes (Spiller, 2000). Penilaian dapat diartikan sebagai
sebuah proses sistematis yang memberikan evaluasi terhadap
kinerjaseseorang (Biiytlikkarci, 2014).

Wiliam (2013) memberikan definisi penilaian sebagai
jembatan antara kinerja yang ada dengan Kkinerja yang
diharapkan. Ini adalah realitas sederhana dan mendalam yang
berarti bahwa penilaian merupakan proses utama dalam kinerja

yang efektif. Menurut Johnston (2003), penilaian merupakan
sebuah tindakan dalam mengumpulkan dan menafsirkan data
untuk menginformasikan tindakan. Dalam prakteknya,
interpretasi data dibatasi oleh pandangan tentang keaksaraan,
percakapan penilaian dan rentang tindakan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan
penilaian adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan
berbagai alat untuk memperoleh informasi guna melakukan
pertimbangan sebelum mengambil suatu keputusan. Proses
penilaian dilakukan melalui prosedur pengukuran terlebih
dahulu.

3. Evaluasi.

Pengertian evaluasi dapat berbeda-beda sesuai dengan
tingkat pemahaman dan pengalaman dari para ahli evaluasi.
Evaluasi merupakan proses dimana prosedur pendidikan dan
pelatihan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan
untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tersebut (Jahanian,
2012). Evaluasi memegang peranan penting dalam menentukan
efektivitas, efisiensi, benefit, akselerasi dan keberlanjutan suatu
program atau kebijakan. Evaluasi memberikan gambaran
terhadap sebuah pembelajaran yang difokuskan pada sebuah
aktivitas atau penyampaian suatu penekanan. Evaluasi
terkadang juga digunakan untuk merujuk pada studi sebuah
perilaku (Coimbra, 2013).

Performa program evaluasi adalah bagian sebuah kunci
dari strategi pemerintahan untuk menata tujuan akhir. Menurut
Coimbra (2013), dalam dunia pendidikan, evaluasi digunakan
untuk memastikan bahwa setiap kinerja guru dalam sistem
menunjukkan tingkat kompetensi minimum dengan
mempertimbangkan keberhasilan siswa. Dari definisi di atas
dapat dimaknai bahwa evaluasi merupakan penyelidikan
sistematis terhadap beberapa objek. Secara operasional, evaluasi
merupakan proses menggambarkan, memperoleh, melaporkan,
dan menerapkan informasi deskriptif dan evaluatif tentang
manfaat beberapa obyek, nilai, makna, dan kejujuran untuk




memandu pengambilan keputusan, akuntabilitas, dukungan,
menyebarkan praktek-praktek efektif, dan meningkatkan
pemahaman tentang pelibatan fenomena.

Misi utama evaluasi program di bidang pelayanan dan
pendidikan adalah untuk membantu meningkatkan kualitas
program sosial. Namun, dikarenakan beberapa sebab, evaluasi
program telah sampai pada fokus (baik secara implisit maupun
eksplisit) lebih banyak membuktikan apakah sebuah program
atau inisiatif bekerja, bukan pada peningkatan program (Kellog,
2004). Kersty Hobson et al (2014), mendefinisikan evaluasi
sebagai “evaluation is the periodic, retrospective assessment of an
organization, project or programme that might be conducted
internally or by external independent evaluators’.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan, evaluasi program diartikan sebagai
rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input),
keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan
standar. Evaluasi program merupakan proses untuk mengetahui
apakah tujuan kegiatan telah dapat terealisasikan. Dalam
pandangan lain, evaluasi program adalah penggunaan sebuah
prosedur penelitian sosial untuk menyelidiki secara sistematis
tentang efektivitas program intervensi sosial seperti pendidikan
dan kepelatihan (McNamara & O'hara, 2010).

Evaluasi program juga dapat didefinisikan sebagai suatu
proses yang menggambarkan, mengumpulkan, dan menyajikan
informasi deskriptif dan bersifat memutuskan tentang kelayakan
dan kebermanfaatan suatu tujuan, rancangan, implementasi, dan
dampak dari suatu program untuk memberi masukan bagi
pembuat keputusan, melayani kebutuhan-kebutuhan
akuntabilitas dan mempromosikan pemahaman terhadap
fenomena yang terlibat (Stufflebeam, 2001). Dengan evaluasi
program, penyelenggara mendapatberbagai informasi mengenai
sejumlah alternatif keputusan yang berkaitan dengan program
pendidikan. Dengan sumbangan berbagai informasi ini dapat
memilih berbagai alternatif keputusan secara bijaksana dan
tepat.

Evaluasi dapat juga diartikan sebagai formatif, sumatif atau
prospektif. Evaluasi formatif merupakan langkah sebuah
evaluasi yang diimplementasikan terhadap program, kebijakan
atau proyek. Evaluasi sumatif merupakan evaluasi yang
dilakukan pada akhir intervensi untuk menentukan sejauh mana
hasil yang diharapkan. Evaluasi prospektif merupakan evaluasi
yang berdasarkan pada kemungkinan hasil proyek, program atau
sebuah kebijakan yang diusulkan (Imas & Rist, 2009).

Dengan demikian, maka informasi yang dikumpulkan
tersebut harus memenuhi metode dan prinsip riset secara benar,
agar pengambilan keputusan oleh pembuat keputusan dapat
dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya Roberts dan Greene
menyatakan bahwa evaluasi program pada dasarnya berperan
sebagai metode riset sosial ilmiah untuk mengakses
perencanaan, pelaksanaan, hasil program dan intervensi sosial
(Roberts & Greene, 2009).

Evaluasi dilakukan dengan suatu tujuan. Dalam pandangan
umum, evaluasi memiliki empat tujuan yang berbeda, antara lain:
(1) Tujuan etis, (2) Tujuan manajerial, (3) Tujuan keputusan, (4)
Tujuan pendidikan dan motivasi. Selain tujuan, terdapat
beberapa keuntungan dalam menjalankan sebuah evaluasi.
Evaluasi membantu menjawab beberapa pertanyaan tentang
intervensi, yakni: (1) Apa dampak dari intervensi tersebut, (2)
Apakah intervensi berjalan sesuai rencana, (3) Adakah
perbedaan di seluruh lokasi ketika intervensi dilakukan, (4)
Siapakah yang mendapat manfaatdariintervensiini (Imas &Rist,
2009).

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, dapat
disimpulkan bahwa evaluasi program merupakan suatu upaya
untuk mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisis
fakta, data dan informasi mengenai suatu program, kantor,
sekolah, organisasi atau lembaga dan sebagainya sebagai
landasan dalam pengambilan suatu keputusan tentang program
tersebut, apakah dilanjutkan atau dihentikan.




Kinerja.
1. Pengertian Kinerja.

Kinerja merupakan sebuah konsep yang didefinisikan
dalam kualitas dan kuantitas aktivitas usaha, faktor kepribadian,
ketrampilan, dan kemampuan yang diperlukan dalam
memprediksi atau mengevaluasi kinerja karyawan (Iacob, 2010).
Kinerja individu merupakan indikator kunci dari perusahaan,
dan berkontribusi pada produktivitas dan kemampuan bersaing
perusahaan (Koopmans, 2014). Kinerja adalah konstruksi
intrinsik dalam literatur strategi. Kinerja dapat didekati sebagai
tujuan akhir manajemen, tujuannya sendiri dapat disorot pada
tingkat manajer individual, tim, bisnis dan perusahaan (Anwar; et
al, 2016). Pengertian kinerja merupakan salah satu ukuran
kriteria terpenting dalam penelitian psikologi industri dan
organisasi (Johari, etal., 2015).

Dalam pandangan lain, kinerja sebagai bentuk upaya
individu yang tidak terkait langsung dengan fungsi tugas
utamanya. Kinerja sangat tergantung pada persepsi, nilai dan
sikap (Jankingthong & Rurkkhum, 2012). Kinerja itu sendiri
dapat dinilai oleh kesan subjektif dari petugas pelapor yang
menilai kinerja dalam hal kualitas eksekutif yang tidak berwujud
(Joseph, 2014). Kinerja sangat penting bagi organisasi dan
terdapat saling keterkaitan antara kinerja karyawan yang
mengarah pada kesuksesan dan kinerja bisnis yang penting bagi
setiap individu karena menyelesaikan tugas merupakan sumber
kepuasan (Thushel, 2015).

Dari beberapa ahli tersebut maka dapat disimpulkan
bahwa yang dimaksud dengan kinerja adalah hasil yang dicapai
oleh seorang karyawan atau pegawai baik yang bersifat kuantitas
maupun kualitas sesuai dengan tanggungjawab yang dibebankan
kepadanya. Ketika seorang karyawan atau pegawai tersebut
dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, maka pada
beberapa organisasi diberikan penghargaan atau reward atas
prestasi kerja yang telah dicapainya.

2. Pengertian Penilaian Kinerja.

Penilaian kinerja (performance appraisal) adalah proses
mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan
mereka dibandingkan dengan seperangkat standar, dan
kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut kepada
karyawan. Penilaian kinerja juga disebut pemeringkatan
karyawan, evaluasi karyawan, tinjauan kerja, evaluasi kinerja,
dan penilaian hasil. Terdapat empat faktor utama yang
mempengaruhi bagaimana individu bekerja, yaitu : (1) Jumlah
produk yang dihasilkan, (2) Kualitas produk yang dihasilkan, (3)
Ketepatan waktu dalam menghasilkan sebuah produk, (4)
Kehadiran ditempatkerja (Mathis & Jackson, 2006).

Penilaian kinerja berfungsi sebagai sistem informasi
manajemen untuk organisasi. Penilaian kinerja memberikan
umpan balik kepada karyawan tentang kinerjanya oleh karena itu
dapat dikatakan secara umum sebagai sarana untuk
mengevaluasi, menganalisis dan memanfaatkan secara efektif
kemampuan dan pengetahuan karyawan disemua tingkat
organisasi.

Penilaian kinerja merupakan proses dimana organisasi
memonitor aspek penting dari program, sistem dan prosesnya.
Dalam hal ini mencakup proses operasional yang digunakan
untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna menilai kinerja
(DHHS, 2012). Penilaian kinerja dapat diartikan sebagai sebuah
proses evaluasi dimana seorang manager atau pimpinan
memberikan evaluasi, membandingkan dan memberikan umpan
balik mengenai kinerja karyawannya (Katefina, et al., 2013).
Dalam pandangan lain, penilaian kinerja merupakan sebuah
evaluasi sistematis perorangan berkaitan dengan kinerjanya
pada pekerjaan dan potensi pengembangannya (Toppo & Prusty,
2012). Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka dapat
disimpulkan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu proses
memberikan penilaian kepada pegawai atau karyawan guna
dapat ditetapkan reward (penghargaan) dan punishment
(hukuman) hasil kerjanya.




Hal mendasar yang dapatdireview pada teori dan pendapat
paraahli tentang pengertian penilaian kinerja yang berhubungan
dengan penelitian ini adalah adanya gap atau perbedaan bahwa
pengertian penilaian kinerja secara umum menurut pendapat
para ahli di atas merupakan proses evaluasi kinerja personel baik
penilaian secara umum, khusus dan pribadi yang berkaitan
dengan kemampuan pekerjaan personel atau karyawan.

3. Tujuan Penilaian Kinerja.

Penilaian kinerja merupakan proses dimana organisasi
memonitor aspek penting dari program, sistem dan prosesnya.
Dalam hal ini terdapat kegiatan pengukuran kinerja yang
mencakup proses operasional yang digunakan untuk
mengumpulkan data yang diperlukan dalam menilai
kinerja(DHHS, 2012). Penilaian kinerja memiliki peranan yang
sangat penting bagi setiap organisasi dalam memberikan
evaluasi terhadap hasil kerja para karyawan. Penilaian kinerja
mempunyai tujuan pokok yaitu untuk memotivasi karyawan
dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi
standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar
membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan.

Penilaian kinerja memungkinkan organisasi untuk melihat
ke belakang dan mengevaluasi aktivitas masa lalu dengan
melihat ke depan dan mempersiapkan kinerja yang akan datang.
Sedangkan tujuan pada tataran bawah yakni memotivasi dan
memberi kompensasi. Setiap individu dapat mengevaluasi
kinerja pribadi dan memberi kompensasi. Pada saat yang sama,
pengukuran Kkinerja dapat memotivasi individu untuk masa
depan.

Pada organisasi yang lebih besar dan rumit, langkah-
langkah juga diharapkan bergulir dari bawah ke puncak
organisasi, turun dari atas ke bawah, dan untuk memudahkan
perbandingan kinerja di seluruh unit organisasi dan fungsional
(Meyer, 2002). Penilaian kinerja mempunyai tujuan terhadap
institusi dan profesional individu, yaitu : (1) sebagai ukuran
kelulusan atau kegagalan, (2) sebagai seleksi masuk, (3) untuk

memilih kursus dan pemrograman di masa depan, (4) untuk
menunjukkan standar kelembagaan, (5) untuk memilih sebuah
pekerjaan, (6) untuk mendapatkan sebuah lisensi, (7) untuk
memberikan akreditasi pada sebuah pekerjaan. Terdapat
beberapa tujuan dan kegunaan penilaian kinerja, antara lain: (1)
membantu organisasi untuk memastikan pencapaian tujuan, dan
memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sebaik mungkin, (2)
membantu peningkatan perbaikan dalam penilaian dan
pelaporankinerja (NAO, 2016).

Berdasarkan pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan
bahwa penilaian kinerja memiliki tujuan yaitu mengukur,
menilai dan mengevaluasi kinerja pegawai atau karyawan dalam
rangka meningkatkan Kkinerja organisasi. Kinerja pegawai
meningkat makakinerja organisasi pasti juga meningkat.

4. Faktor dan indikator yang Mempengaruhi Kinerja.
Menurut Mathis dan Jackson (2006), terdapat 6 kriteria
untuk menilai kinerja karyawan, antaralain:
a.  Quality. Tingkatan dimana proses atau penyesuaian
pada cara yang ideal didalam melakukan aktivitas atau
memenuhi aktivitas yang sesuai harapan.
b.  Quantity. Jumlah yang dihasilkan melalui nilai mata
uang, jumlah unit, jumlah dari siklus aktivitas yang telah
diselesaikan.
c.  Lenght of Service. Tingkatan dimana aktivitas telah
diselesaikan dengan waktu yang lebih cepat dari yang
ditentukan dan memaksimalkan waktu yang ada untuk
aktivitaslainnya.
d.  Prensence at work. Kedisiplinan seorang karyawan
dalam suatu perusahaan dapat dilihat dan diukur dari
tingkat kehadiran mereka dalam melakukan suatu
pekerjaan, karena tingkat kehadiran adalah salah satu
faktor yang menentukan produktivitas perusahaan.
e.  Flexibility. Kemampuan untuk beradaptasi dan
bekerja dengan efektif dalam situasi yang berbeda, dan
dengan berbagai individu atau kelompok. Fleksibilitas
membutuhkan kemampuan memahami dan menghargai
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pandangan yang berbeda dan bertentangan mengenai
suatu isu, menyesuaikan pendekatannya karena suatu
perubahan situasi, dan dapat menerima dengan mudah
perubahan dalam organisasinya.

f Compatibility with other. Tingkatan dimana seorang
karyawan merasa percaya diri, punya keinginan yang baik
dan bekerjasama diantara rekan kerja.

5. Manajemen Kebijakan.

Seseorang perlu memahami konsep-konsep seperti
'kebijakan' dan '‘perumusan kebijakan' untuk melakukan analisis
kebijakan publik. Sebelum mendefinisikan kebijakan, hal yang
perlu dipahami bahwa tidak ada tindakan administratif yang
dapat dilakukan jika tujuan dan sasaran spesifik belum
ditetapkan. Dalam prakteknya, ini mengisyaratkan bahwa tujuan
akan ditetapkan untuk setiap lembaga pemerintah. Penentuan
sasaran dan tujuan, serta 'pedoman’, atau kebijakan, untuk
mengikuti untuk mencapai tujuan tertentu, harus didasarkan
padakebutuhan aktual masyarakat (Roux, 2002).

Menurut Roux (2002), pejabat publik dan pemegang
jabatan politik menjadi sadar akan kekurangan dalam
masyarakat. Mereka juga akan menyadari daerah-daerah dimana
pemerintah tidak memberikan layanan yang seharusnya
diberikan. Setelah para pejabat mengumpulkan informasi
menyeluruh, menjadi mungkin bagi mereka untuk
mengidentifikasi tujuan. Pejabat publik, harus dapat
menunjukkan maksud, bagaimana cara mencapai tujuan dan
dengan cara apa (yaitu strategi pendayagunaan sumber daya dan
modal yang diperlukan) tujuan akan tercapai.

Definisi kebijakan sebagai suatu fungsi harus
dipertimbangkan dalam istilah yang lebih konkrit. Menurut Dye
dalam Roux (2002), "kebijakan publik adalah apa pun yang
dipilih atau dilakukan oleh pemerintah". Menurut Roux (2002),
kebijakan harus dinamis, termasuk faktor-faktor yang
mempengaruhi seperti berikut: (1) Keadaan, yang mencakup
lingkungan total, sebagaimana ditentukan oleh waktu dan
tempat; (2) Perkembangan teknologi; (3) Peningkatan populasi
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dan efek urbanisasi; (4) Bencana alam; (5) Hubungan
internasional dan tren, serta efek dari globalisasi; (6)
Pembangunan ekonomi dan industri; (7) Kebutuhan dan aspirasi
publik; (8) Dinamika politik partai; (9) Pandangan kelompok
minat dan tekanan; (10) Penelitian dan investigasi oleh komisi
dan komite; (11) Pandangan pribadi pejabat publik dan pemain
peran politik.

Meskipun kebijakan adalah fenomena dinamis, harus
dicatat bahwa tujuan, dengan sendirinya, bersifat statis. Ini
menyiratkan bahwa kebijakan yang berisi pedoman luas atau
program tindakan pemerintah harus berubah sesuai dengan
kebutuhan, sementara tujuan akan diperbaiki atau statis dalam
hal waktu. Untuk memahami pemikiran kebijakan publik abstrak
diperlukan. Kebijakan, dengan sendirinya, tidak dapat dilihat
kecuali ditulis atau dimuat dalam dokumen. Bahkan kemudian,
dapat dikatakan bahwa itu bukan kebijakan, yang dapat dilihat
atau dievaluasi, tetapi hanya kata-kata tertulis atau dokumen
(Roux,2002).

Terdapat berbagai pendekatan dalam manajemen
terutama di hari-hari yang bergejolak saat ini. Karena lingkungan
banyak berubah sehingga kebijakan dan strategi pembuatan
kebijakan selalu berubah dan menjadi lebih rumit dan canggih.
Saat ini manajemen berbasis kebijakan adalah salah satu dari
strategi ini. Manajemen berbasis kebijakan adalah pendekatan
administratif yang digunakan untuk menyederhanakan
manajemen dari upaya yang diberikan dengan menetapkan
kebijakan untuk menghadapi situasi yang mungkin terjadi.
Kebijakan merupakan aturan operasi yang dapat disebut sebagai
cara untuk menjaga ketertiban, keamanan, konsistensi, atau
sebaliknya, menjabarkan tujuan atau misi. Dalam pembuatan
kebijakan, terdapat siklus kebijakan sebagai alat yang digunakan
untuk menganalisis pengembangan item kebijakan. Siklus
kebijakan memiliki beberapa tahapan sebagai berikut
(Hernandez, et al., 2011): (1) Pengaturan agenda (Identifikasi
masalah); (2) Perumusan Kebijakan; (3) Adopsi; (4)
Implementasi; (5) Evaluasi.




Teori manajemen kebijakan sangat diperlukan dalam
penelitian ini sebagai teori dasar dan teori pendukung dalam
melakukan pengembangan model evaluasi kebijakan penilaian
kinerja perwira staf logistik TNI. Beberapa hal yang
mendasarinya adalah bahwa evaluasi kebijakan penilaian kinerja
di organisasi TNI merupakan wujud manajemen atau pengaturan
kebijakan organisasi TNI yang bersifat dinamis yang sesuai
dengan pendapat Roux (2002) dan manajemen kebijakan
dilingkungan TNI harus berkembang sesuai siklus kebijakan
dengan beberapa tahapan baik secara khusus maupun umum, hal
ini senada dengan pendapat Hernandez et al (2011). Sehingga
hal tersebut mendasari adanya evaluasi yang dinamis dan
berkembang sesuai siklus pada Kebijakan Penilaian Kinerja di
lingkungan TNI.

C. KebijakanPenilaian Kinerja di Lingkungan TNI.
Penataan sistem manajemen SDM Aparatur merupakan salah
satu program reforma birokrasi dilingkungan TNI yang ditujukan

untuk mendorong perbaikan pembinaan personel dan tenaga manusia
dilingkungan TNI. Salah satu tolok ukur reformasi birokrasiini adalah
adanya penerapan penilaian kinerja individu, sehingga kinerja setiap
personel TNI secara berkala dapat dinilai, diukur dan dianalisa serta
dievaluasi.

Sistem penilaian personel di lingkungan TNI sebenarnya telah
dilaksanakan secara baik dan terukur, baik berupa Daftar Penilaian
untuk Prajurit maupun Daftar Penilaian Prestasi Kerja bagi PNS.
Namun sistem penilaian yang selama ini dilaksanakan belum sesuai
dengan tuntutan dari reformasi birokrasi, baik dari segi format
maupun materi penilaian khususnya yang berkaitan dengan penilaian
terhadap pencapaian kinerja dan kompetensi individu dalam setiap
jabatan.

Dalam rangka memenuhi tuntutan dan kriteria penilaian yang
dikehendaki tersebut maka telah disusun suatu petunjuk teknis
tentang penilaian kinerja individu yang mampu menggambarkan
sistem penilaian kinerja individu yang lebih lengkap dan komprehensif

bagi setiap personel TNI (khususnya Staf di lingkungan Mabes TNI).
Penilaian kinerja tersebut diatur dalam Keputusan Panglima TNI
Nomor KEP/1081/XI11/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang
Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Individu.

Tujuan penilaian kinerja individu sebagaimana diatur dalam
Keputusan Panglima TNI adalah untuk menilai dan mengukur kinerja
setiap personel TNI sehingga dapat menentukan tingkat pencapaian
kinerja individu yang berkaitan langsung dengan pemberian
tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sasaran penilaian kinerja individu, meliputi: (1) Terwujudnya
penilaian kinerja individu yang objektif dan menyeluruh dan
memenuhi ketentuan dari reformasi birokrasi, (2) Terwujudnya
penyaluran tunjangan kinerja yang sesuai dengan pencapaian kinerja
dan kompetensi personel, (3) Terwujudnya personel TNI yang
profesional yang didukung tingkat kesejahteraan yang memadai.

Manajemen penilaian kinerja dapat dilaksanakan dengan baik
jika ditopang dengan struktur organisasi yang efektif. Struktur
organisasi penilaian kinerja yang efektif, di lingkungan TNI dapat
digambarkan sebagai berikut:

SPERS TNI

SPERS ANGKATAN SATKER/BALAKPUS

PABAN II/BINKAR| [KADISMINPERSAL KADISMINPERSAU

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Personel TNI.
Sumber: (Perpang-TNI, 2015)




1. Susunan Organisasi.
Susunan organisasi penilaian kinerja di lingkungan TN],
dapatdijelaskan sebagai berikut:

a.

Tingkat Mabes TNI. Organisasi penilaian kinerja
individu di tingkat Mabes TNI diselenggarakan oleh
Spers TNI dalam hal ini Paban VII/Dalpers untuk
melaksanakan tugas pembinaan dan supervisi
terhadap pelaksanaan penilaian kinerja Individu
dilingkungan TNI.

Tingkat Mabes Angkatan. Organisasi penilaian
kinerja Individu di tingkat Mabes Angkatan
diselenggarakan oleh Spers Angkatan (TNI AD oleh
Paban I1I/Binkar dan TNI AL/AU oleh Kadisminpers)
untuk melaksanakan tugas pembinaan dan supervisi
terhadap penilaian kinerja individu di lingkungan
Mabes Angkatan.

Tingkat Satuan Kerja. Pada tingkat Satuan Kerja yang
bertanggung jawab adalah Komandan/Kasatker.
Selaku sekretaris ditunjuk pejabat personel satker.
Selaku atasan penilai ditunjuk pejabat satu tingkat
diatas pejabat penilai. Sedangkan sebagai penilai
ditunjuk atasan langsung yang dinilai.

2. Tugas dan TanggungJawab.
Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan penilaian kinerja
individu diatur sebagaiberikut:

a.

Tingkat Mabes TNI. Aspers Panglima TNI bertugas

dan bertanggungjawab:

1) Menyelenggarakan pembinaan dan
menetapkan kebijakan umum pelaksanaan
penilaian kinerjaindividu dilingkungan TNI;

2) Menyusun program kerja pelaksanaan
penilaian kinerja individu dilingkungan TNI;

3) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan
penilaian kinerja individu kepada Panglima
TNI; dan

4) Dalam pelaksanaan tugas penilaian kinerja
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individu ini Aspers Panglima TNI dibantu oleh

PabanVII/Dalpers.

Tingkat Mabes Angkatan. Aspers Kas Angkatan

bertugas dan bertanggungjawab:

1) Menyelenggarakan pembinaan dan
menetapkan kebijakan umum pelaksanaan
penilaian kinerjaindividu ditingkat Angkatan;

2) Menyusun program kerja pelaksanaan
penilaian kinerjaindividu di tingkat Angkatan;

3) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan
penilaian kinerja individu kepada Kas
Angkatan; dan

4) Dalam pelaksanaan tugas penilaian kinerja
individu ini Aspers Kas Angkatan dibantu oleh
Paban IlI/Binkar Spersad dan Kadisminpers
AL/AU.

Tingkat Satuan Kerja.

1)  Kasatker:

a) Menyusun program kerja pelaksanaan
penilaian kinerja individu disatuannya.

b) Mengesahkan hasil penilaian individu
disatuannya.

c) Memutuskan personel yang menerima
atau tidak menerima tunjangan kinerja
berdasarkan syarat kinerja yang
ditentukan.

Pejabat Personel:

a) Membantu Kasatker menyusun program
kerja pelaksanaan penilaian kinerja
individu disatuannya;

b) Mengatur secara teknis pelaksanaan
penilaian kinerjaindividu;

c) Mengoordinir dan menyusun hasil
penilaian kinerjaindividu; dan

d) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan
penilaian kinerja individu kepada
Kasatker.
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Atasan Penilai:

a) Melaksanakan pengamatan dan
pengawasan secara terus menerus
terhadap personel yang dinilainya;

b) Memberikan penilaian kinerja individu
kepada personel sampai dengan dua
tingkatdibawahnya;

c) Melaksanakan konfirmasi dan klarifikasi
terhadap hasil penilaian penilai;

d) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan
penilaian kinerja individu kepada
Kasatker melalui pejabat personel.

Penilai:

a) Melaksanakan pengamatan dan
pengawasan secara terus menerus
terhadap personel yang dinilainya;

b) Memberikan penilaian Kkinerja individu
kepada personel sampai dengan satu
tingkat dibawahnya/bawahanlangsung;

c) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan
penilaian kinerja individu kepada atasan
penilai.

3. Syarat Personel.

Dalam kebijakan Panglima TNI telah ditetapkan beberapa
persyaratan personel yang terlibat dalam penilaian, meliputi:
persyaratan penilai, dan personel yang dinilai. Kedua
persyaratan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a.  Persyaratan penilai, meliputi:

1

Tim penilai terdiri dari dua orang Perwira yang
menduduki jabatan sesuai TOP/DSPP yaitu
atasanlangsung dan atasan penilai;

Memiliki integritas moral yang baik, jujur,
adildan terbuka;

Menguasai tata cara penilaian;

Sehat jasmani dan rohani;

Tidak sedang menjalani proses hukum
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6)

dan/atau sedang menjalani hukuman sesuai
putusan pengadilan militer dan pengadilan
umum; dan

Tidak sedang melaksanakan skorsing/
dinonaktifkan.

Persyaratan personel yang dinilai, meliputi:

iy

2)
3)

4)
5)
6)

7)

Personel yang menduduki jabatan sesuai
TOP/DSPP;

Sehat jasmani dan rohani;

Tidak sedang menjalani proses hukum
dan/atau sedang menjalani hukuman sesuai
putusan pengadilan militer dan pengadilan
umum;

Tidak sedang melaksanakan skorsing/
dinonaktifkan;

Personel yang tidak sedang menjalani
pendidikan selama 6 bulan atau lebih;
Personel yang sedang menunggu
jabatan/LF;dan

Personel yang tidak bisa melaksanakan tugas
karena sakit menahun.

4. Materi Penilaian.

Menurut Keputusan Panglima TNI Nomor
Kep/1081/XI11/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang
Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Individu, untuk menentukan
hasil penilaian kinerja individu personel TNI maka ditetapkan
indikator/parameter utama yang dapat digunakan sebagai acuan
dalam pelaksanaan perhitungan kinerja individu seseorang,

yaitu:

a. Pencapaian Kinerja

1y

Pelaksanaan Program/Kegiatan, yaitu
pencapaian, konsistensi dalam pelaksanaan
serta relevansi dengan visi, misi dan tujuan
organisasi terhadap program/kegiatan yang
merupakan tanggung jawabnya.

Pelaksanaan Kegiatan Individu, yaitu
penyelesaian pekerjaan individu secara tepat
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waktu dengan kualitas hasil yang dapat
dipertanggungjawabkan terhadap satuan.
Kualitas Penugasan, yaitu penguasaan tugas
yang merupakan tanggung jawabnya,
dilaksanakan sesuai prosedur, disiplin,
bertanggung jawab, cepat, adil, penggunaan
anggaran secara akun tabel serta berintegritas
tinggi sertabebas dari KKN.

Kompetensi yang diperlukan, diukur berdasarkan
tigaindikator/parameter, yaitu:

1

Pengetahuan, adalah penguasaan tentang tugas
pokok dan fungsi, visi, misi dan tujuan
organisasi, konsep, ketentuan/peraturan yang
digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan
tugas serta didukung oleh pendidikan umum,
pendidikan militer serta kursus-kursus yang
memadai sesuaijabatan.
Keahlian/Ketarampilan, adalah keahlian/
keterampilan dalam menemukan,
menyelesaikan permasalahan, kemampuan
menyusun dokumen berupa kajian, apresiasi
maupun telaahan staf dan mampu
mengoperasikan peralatan yang mendukung
tugasnya.

Perilaku, diukur dengan indikator sebagai

berikut:

a) Kepemimpinan, yaitu kemampuan
memahami tugas dan fungsi dan
kedudukan sebagai atasan, kemampuan
mengawasi dan mengendalikan
pekerjaan, memotivasi, memberi contoh
kepada bawahan. Mengkoordinir
pekerjaan dengan baik, memberikan
kesejahteraan dan memberi tanggung
jawab serta berlaku adil kepada bawahan.
Dapat mengambil keputusan dan berani

mengambil resiko untuk kemajuan
organisasi serta membangun network
dengan satuan terkait.

Komitmen terhadap pelaksanaan
pekerjaan, yaitu loyal terhadap organisasi,
mampu menggunakan sumber daya
secara efektif dan efisien dengan hasil
kerja yang maksimal. Kemampuan
mengambil tanggung jawab dari resiko
yang ditimbulkan, menegakkan aturan,
konsisten dengan nilai-nilai organisasi,
mematuhiaturan hukum.

Orientasi terhadap pelayanan, yaitu sikap
empati, kepedulian dan memberikan
kemudahan terhadap kesulitan bahawan,
rekan, atasan dan masyarakat serta satuan
sendiri maupun satuan lainnya dalam
lingkup tugas dan wewenangnya.
Pengembangan diri, yaitu menyukai
tantangan, meingkatkan kemampuan
dengan belajar dan berlatih secara
mandiri, mengevaluasi dan
mengembangkan cara kerja untuk
efektivitas dan efisiensi, mampu
mengajarkan pengetahuan dan
keterampilan yang dimiliki.

Kerjasama, yaitu kemauan membantu
teman kerja, kemapuan membina
hubungan kerja, toleransi serta
kemampuan bekerja dalam team work.
Disiplin, yaitu bekerja sesuai aturan yang
berlaku, tepat waktu, tidak menyalah
gunakan wewenang, patuh terhadap
semua aturan yang berlaku.
Kesamaptaan Jasmani, yaitu kondisi
postur tubuh yang ideal, mampu menjaga




kesegaran dan ketangkasan dalam
mendukung pelaksanaan tugas.

Mekanisme Penilaian
a. Modelpenilaian.

Penilaian menggunakan formulir kuesioner dengan
model skala likert dengan nilai kategori jawaban sebagai
berikut:

1)  BaikSekali (BS) dengan skor 5.

2) Baik(B)denganskor4.

3)  Cukup (C)dengan skor 3.

4)  Kurang(K)dengan skor 2.

5)  KurangSekali (KS) dengan skor 1.

b.  Tim Penilai.

Tim penilai kinerja individu terdiri dari 2 orang
perwira yang merupakan atasan langsung yang dinilai dan
pejabat di atas penilai dalam satu Satker atau pejabat yang
ditunjuk.

c.  Waktu Penilaian.

Penilaian kinerja individu dilakukan setiap 1 (satu)
bulan.

d. IndeksPenilaian.
Indeks penilaian kinerja individu diperoleh
berdasarkan hasil perhitungan dari pengisian kuesioner
oleh tim penilai. Indeks penilaian hanya untuk personel
Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS yang menduduki
jabatan definitif, dengan ketentuan pengaturan indeks
penilaian dengan rentang nilai sebagai berikut:
1) Rentang nilai antara 91,00 sampai dengan
100,00 dalam kategori Baik Sekali (BS).

2)  Rentangnilaiantara 80,00 sampaidengan 90,00
dalam kategori Baik (B)

3) Rentangnilaiantara 60,00 sampaidengan 79,99
dalam kategori Cukup (C).

4) Rentangnilaiantara 40,00 sampai dengan 59,99
dalam kategori Kurang (K).

5) Rentangnilaiantara 20,00 sampai dengan 39,99
dalamka tegori Kurang Sekali (KS).
e.  Sanksi.

Personel yang hasil penilaian kinerja individunya
dalam kategori kurang (rentang nilai antara 40,00 sampai
dengan 59,99) dan kurang sekali (rentang nilai antara
20,00 sampai dengan 39,99) maka pemberian tunjangan
kinerjanya dihentikan dan dicabut dan dilaporkan secara
berjenjang untuk mendapatkan tindak lanjut secara resmi.

Sedangkan Personel yang hasil penilaian kinerja
individunya dalam kategori cukup maka akan dibina dan
diusulkan untuk mengikuti pendidikan, latihan, kursus, dan
pembekalan yang sesuai bidang profesinya sehingga akan
dapat meningkatkan kompetensi individunya yang
berimplikasilangsung terhadap peningkatan kinerjanya

Tahapan Kegiatan
a.  TahapPerencanaan.

1) Merencanakan dan merumuskan kebijakan
umum mengenai penilai kinerja individu
dilingkungan TNI sesuai tingkatannya.

2) Setiap Satker membuat kalender kegiatan
penilaian kinerja individu di Satkernya masing-
masing.

3) Menyusun dan menvalidasi susunan atau daftar
personel yang eligibel untuk dinilai di
Satkermasing-masing.

4)  Menyusun mekanisme penilaian di Satker untuk
semua strata jabatan.

Tahap Persiapan.

1) memberikan pembekalan/ pelatihan kepada
para pejabat personel Satker tentang materi
penilaian kinerjaindividu.

2) memberikan sosialisasi/pengarahan kepada
seluruh pejabat penilai dan personel yang akan
dinilai tentang mekanisme penilaian kinerja
individu.




3)

mempersiapkan Instrumen penilaian Kinerja
Individu yaitu format penilaian kinerja individu
sesuai pangkat/golongan.

Tahap Pelaksanaan.
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5)

6)

7)

melaksanakan penilaian kinerja individu
terhadap seluruh personel di Satker masing-
masing oleh tim penilai sesuai format dan
mekanisme yang telah ditentukan.

pejabat personel Satker melaksanakan asistensi
dan supervisi tentang mekanisme penilaian.
pejabat personel Satker melaksanakan
pengumpulan data hasil pengisian kuesioner
yang dinilai oleh timpenilai.

pejabat personel Satker melaksanakan
perhitungan dilakukan berdasarkan rumusan
yang memuat hasil perhitungan Indeks kinerja
individu.

pejabat personel Satker melaksanakan analisa
terhadap hasil penilaian yang telah dihitung.
pejabat personel Satker melaporkan hasil
perhitungan penilaian kinerja individu dan
analisanya kepada Kasatker.

Kasatker memutuskan dan mensahkan hasil
penilaian kinerja individu di Satkernya masing-
masing.

Tahap Pengakhiran.

1)

2)

Kasatker melaksanakan analisa dan evaluasi
tentang penyelenggaraan penilaian kinerja
individu.

Kasatker melaporkan hasil putusan penilaian
kinerja individu secara berjenjang dari tingkat
Kotama, angkatan dan diteruskan ke Aspers
Panglima TNI dengan tembusan Kapusku dan
Kapusinfolahta TNI.

Pengawasan dan Pengendalian.
a. Pengawasan.

Pengawasan kegiatan penilaian kinerja individu
dilaksanakan sesuai dengan tataran kewenangan dengan
ketentuan sebagai berikut:

1)

Panglima TNI memiliki wewenang dan
tanggung jawab dalam melaksanakan
pengawasan secara keseluruhan
penyelenggaraan penilaian kinerja individu
dilingkungan TNI dibantu oleh Aspers Panglima
TNI.

Kepala Staf Angkatan memiliki wewenang dan
tanggung jawab dalam melaksanakan
pengawasan terhadap penyelenggaraan
penilaian kinerja individu di Angkatan masing-
masing dibantu oleh Aspers Kas Angkatan.
Kasatker memiliki wewenang dan tanggung
jawab dalam melaksanakan pengawasan
terhadap penyelenggaraan penilaian kinerja
individu di Satker masing-masing dibantu oleh
Pejabat Personel Satker.

b. Pengendalian.

Pengendalian terhadap kegiatan penilaian kinerja
individu dilakukan agar pelaksanaan kegiatan penilaian
dapat berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang

berlaku:
1)

Panglima TNI melaksanakan pengendalian
terhadap keseluruhan penyelenggaraan
kegiatan penilaian kinerja individu di
lingkungan TNI yang dilaksanakan oleh Aspers
PanglimaTNI;

Kepala Staf Angkatan melaksanakan
pengendalian terhadap penyelenggaraan
kegiatan penilaian kinerja individu di
Angkatan masing- masing yang dilaksanakan
oleh Aspers Kas Angkatan; dan Kasatker
memiliki melaksanakan pengendalian

35 —




terhadap penyelenggaraan kegiatan penilaian
kinerja individu di Satker masing-masing yang
dibantu oleh Pejabat Personel Satker.

D. Metode Discrepancy Evaluation Model (DEM).

Model evaluasi kesenjangan pertama kali dikembangkan oleh
Malcom Provus. Model evaluasi ini memfokuskan pada pembandingan
hasil evaluasi dengan standar Kkinerja yang telah ditentukan.
Selanjutnya, hasil dari evaluasi tersebut dimanfaatkan dalam rangka
pengambilan kebijakan tentang program yang telah dilaksanakan.
Model evaluasi kesenjangan ini terdiri dari 4 tahap kegiatan dimana
tahapan tersebut sesuai dengan tahapan dari program yang akan
dievaluasi, keempat tahapan tersebut antara lain (Rahman, et al,
2018):

1. Identifikasi program. Pada tahap ini evaluasi berfokus pada

penentuan dan rumusan tujuan.

2. Penyusunan program. Pada tahap ini evaluasi berfokus

pada isi atau subtansi dalam program, cara-cara, metode,
mekanisme dalam pencapaian tujuan program.
Implementasi program. Pada tahap ini difokuskan unutk
mengetahui sejauh mana perbedaan antara hasil yang
dicapai dengan tujuan yang telah ditentukan.
Hasil pencapaian program. Pada tahap ini difokuskan untuk
menginteprestasikan hasil temuan yang ada serta
memberikan laporan terhadap pemangku kebijakan.
Kebijakan tersebut dapat berupa revisi program atau
kelanjutan dari program kegiatan.

Menurut Popham (1974), terdapat lima tahap pelaksanaan
model evaluasi kesenjangan, yaitu: tahap desain (design), instalasi
(installation), proses (process), hasil (product), dan tahap
perbandingan dengan program lain. Penjelasan dari kelima tahap
tersebut didiskripsikan sebagaiberikut (Popham, 1974):

1.  Desain. Tahap pertama dari model kesenjangan adalah
tahap desain. Kegiatan pada tahap ini difokuskan pada
penyediaan input program termasuk (1) tujuan program,
(2) personil, staf, dan sumber-sumber lain yang seharusnya
disediakan sebelum tujuan program dapat direalisasikan,
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dan (3) aktivitas penilaian kinerja untuk mendukung
pencapaian tujuan tersebut.

Instalasi. Tahap kedua dari model kesenjangan adalah
pelibatan usaha untuk melihat apakah sebuah program
yang terinstal sesuai dengan rencana instalasi. Desain
program yang dibangun pada tahap I mewakili standar-
standar (S) dan kinerja program (P) dibandingkan (C)
untuk mendeteksi ada tidaknya kesenjangan (D). terdapat
empat pilihan yang dapat diambil bagi pengambil
keputusan, yaitu: dihentikan, diproses, menyesuaikan
Kinerja, atau menyesuaikan standar.

Process. Pada tahap ketiga dari model kesenjangan,
evaluator mempelajari pertanyaan “apakah tujuan atau
standar dapat dicapai”. Lazimnya paradigma model
kesenjangan adalah menggunakan pelibatan perbandingan
antara standar dan kinerja dengan informasi hasil
kesenjangan yang menuntun pengambil keputusan.
Product. Tahap keempat dari model kesenjangan
difokuskan pada pertanyaan” apakah program itu telah
mencapai tujuan akhir?” Standar (tujuan) ditujuan selama
tahap I diperjelas dengan kinerja program akhir untuk
mendeteksi adanya kesenjangan. Tahap ini melibatkan
kegiatan-kegiatan yang dapat diperbandingkan dengan
tahap akhir darimodel CIPP.

Program Comparison. Tahap terakhir dari model
kesenjangan adalah perbandingan program yang
difokuskan pada analisis manfaat (cost-benefit analysis).
Pada tahap ini pengambil keputusan bertanggung jawab
memberikan informasi kepada audiens tentang manfaat
dari program.

Senada dengan pendapat di atas, Provus menetapkan bahwa
sebuah program yang sedang dikembangkan perlu empat langkah
pengembangan dan satu langkah tambahan. Uraian dari langkah-
langkah tersebut yaitu sebagai berikut (Provus, 1972):

1.  Definisi.

Fokus dari langkah ini adalah menentukan sasaran dan
tujuan, proses atau kegiatan dan menggambarkan sumber
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penting bagi peserta untuk melaksanakan aktivitas dalam
mencapai sasaran. Standar-standar ini merupakan tujuan atau
kriteria yang menjadi tolok ukur keseluruhan kerja evaluasi
selanjutnya. Tugas evaluator pada tahap ini adalah: (a)
menemukan kriteria terthentu untuk menguatkan secara teori
dan struktural, dan (b) membuat sebuah perangkat lengkap
tentang spesifikasi desain.

2. Instalasi.

Fokus pada tahap kedua ini adalah menggunakan desain
program atau definisi sebagai standar untuk menilai
pelaksanaan program. Tugas penting evaluator pada tahap ini
adalah melakukan serangkaian pengujian kongruensi untuk
mengidentifikasi ketidak cocokan antara yang diharapkan dan
pelaksanaan nyata program atau aktivitas. Maksud dari kegiatan
ini adalah untuk memastikan bahwa program telah terpasang
atau dilaksanakan sesuai dengan rancangan. Metode yang efektif
digunakan adalah observasilangsung.

3.  Proses.

Fokus pada tahap ini adalah pengumpulan data untuk
menentukan kemajuan para peserta, apakah perilaku mereka
berubah sebagaimana yang diharapkan. Tugas terpenting dari
evaluator pada tahap ini adalah mengukur tujuan jangka pendek
(anabling objective) atau hasil sementara jika tujuan tersebut
tidak dicapai, aktifitas-aktifitas yang mendorong pada tujuan
tersebut harus direvisi atau didefinisikan ulang, pilihan yang lain
adalah menghentikan program jika kesenjangan yang muncul
tidak dapat diatasi.

4. Produk.

Fokus dari tahap keempat ini adalah: (a) menentukan
apakah tujuan akhir program telah tercapai, dan (b) membuat
kajian tindak lanjut berdasarkan pencapaian tujuan paling akhir
dari keseluruhan evaluasi program.

5. CostBenefit Analysis (CBA)

Cost-benefit analysis didefinisikan sebagai alternatif
analisis yang baik dalam membandingkan antara biaya dan
manfaat ketika diukur dengan uang. Manfaatnya tidak selalu
dapatdiproyeksikan pada keuntungan jumlah uang tertentuyang
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harus dibayar. Kelemahan dalam CBA adalah bahwa pengukuran
manfaat tidak selalu dapat diterjemahkan ke dalam istilah
moneter. Berbeda dengan Cost-effectiveness analysis, yakni
analisis yang meliputi penilaian terhadap biaya dan beberapa
pengaruhnya secaraumum (Worthen & Sanders, 1987).

CBA berguna dalam menganalisis suatu program atau
kebijakan untuk menentukan apakah besarnya manfaat program
yang dirasakan oleh masyarakat melebihi biaya yang
dikeluarkan, atau untuk membandingkan program alternatif
guna melihat mana yang mencapai manfaat terbesar bagi
masyarakat. Kesulitan utama CBA adalah dalam menentukan
hargauang terhadap biaya dan manfaatnya(Wholey, etal., 2010).
Langkah analisis ini merupakan langkah tambahan dari model
kesenjangan, artinya bahwa analisis manfaat/biaya tidak mesti
dilakukan dalam penggunaan model evaluasi kesenjangan ini.

Namun demikian dapat menjadi nilai tambah, karena lebih
melengkapi informasi yang diperlukan dalam kegiatan evaluasi,
sehingga menjadi lebih lengkap bila dbandingkan dengan model
CIPP. Fokus dari tahap ini adalah membandingkan hasil yang
diperoleh pada sebuah program dengan analisis manfaat pada
program yang sedang dievaluasi atau program-program lain
yang sejenis. Dengan demikian dapat dianalisis besarnya biaya
yang telah dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh (bersifat
intangible) untuk membantu pengambilan keputusan. Untuk
merangkum penjelasan dari setiap tahapan-tahapan tersebut
dapatdilihat Tabel 2.1 berikutini.

Tabel 2.1. Tahapan Evaluasi Kesenjangan.

Tahap Kinerja (Performance) Standart

Desain Program (Dimensi

I input, Proses dan output) Kriteria Desain

Desain Program

II Pelaksanaan Program (Dimensi Input dan Proses)

Desain Program

I Hasil Sementara Program (Dimensi Input dan Proses)

Desain Program

IV Hasil Akhir Program (Dimensi Output)

Manfaat bagi Program lain

\Y Manfaat Program yang produknya sama

Sumber: (Provus, 1969); (Ozudogru, 2016); (Nurcahyati, 2017); (Rahman, et al., 2018)
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Terdapat 5 (lima) tahap evaluasi dalam DEM, meliputi:
desain program (Tahap I), instalasi program (Tahap II), proses
program (Tahap IlI), produk program (Tahap IV) dan analisis
biaya-manfaat (Tahap V). Pada Tahap I, informasi tentang desain
program dikumpulkan yang kemudian berubah menjadi standar
program. Ada tiga kriteria utama program pada Tahap I yang
terdiri dari input, proses, dan output. Perbandingan pertama
antara kinerja program dan standar program terjadi. Tahap II
yang dikenal sebagai input program. Perbandingan dibuat untuk
mengevaluasi instalasi program, dan untuk mengidentifikasi
perbedaan yang muncul. Tahap III, proses program, menilai
apakah proses dapat mengubah input menjadi output.Hal ini
untuk memastikan bahwa sumber daya dan teknik yang
diterapkan sesuai dengan tujuan program. Tahap [V, evaluasi
dilakukan untuk menetapkan apakah tujuan program telah
dicapai dengan mengevaluasi output program. Tahap V,
membandingkan program dengan program serupa lainnya
secara finansial untuk memutuskan program mana yang lebih
baik dalam mengelola alokasi program secara efektif (Provus,
1969). Singkatnya, Tahap [ adalah standar program sedangkan
Tahapan I, I1I, dan IV adalah kinerja program.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan di atas,
komponen utama dari model kesenjangan dapat disarikan
menjadi 3 bagian, yaitu: Standar (standard), kinerja
(performance),dan kesenjangan (Discrepancy ) (Provus, 1972).

1.  Standar (Kriteria).

Pada setiap kegiatan evaluasi, selalu membuat
perbandingan atau komparasi. Secara khusus dapat dikatakan
bahwa untuk mengevaluasi sebuah program atau objek, maka
program tersebut dibandingkan kepada sebuah standar.
Menurut Steinmetz dalam Madaus, sebuah standar dapat
dimaknai sebagai sebuah daftar, deskripsi atau representasi dari
kualitas atau karakteristik objek yang seharusnya diajukan.
Dengan kata lain sebuah standar adalah deskripsi bagaimana
sesuatu hal seharusnya dinamakan standar (S) (Madaus, et al,,
1992).

Worthen dan Sanders (1987), mengemukakan bahwa
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standar atau harapan diperlukan pada setiap komponen input,
proses dan hasil. Standar ini berisi tujuan-tujuan pada seluruh
kerja evaluasi selanjutnya bergantung. Kerja evaluator pada
tahap desain adalah melihat bahwa sejumlah penyelesaian
kegiatan sebagai hasil yang dikaitkan dengan tujuan atau kriteria.
Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan evaluasi selalu mengacu
kepada standar yang telah ditetapkan. Standar tersebut dapat
berupa kriteria, acuan, tujuan atau tolok ukur (benchmarking)
keberhasilan pelaksanaan program. Standar yang telah
ditetapkan harus bisa diukur ketercapaiannya melalui data
pelaksanaan program. Sedangkan data pelaksanaan program
merupakan cerminan performansi atau kinerja aktual yang
dihasilkan berdasarkan inputdan proses program.

2. Kinerja (Performance).

Pada saat evaluator menjelaskan bagaimana sesuatu itu
harus dilakukan, dapat melakukan proses untuk mendapatkan
kenyataan yang terjadi. Ketika terlibat dalam pencarian
karakteristik yang nyata sebagai objek evaluasi, dapat dilakukan
pengukuran kinerja (P), sehingga evaluasi merupakan kegiatan
membandingkan antara standar (S) dengan performance atau
kinerja (P).

3.  Kesenjangan (Discrepancy ).

Istilah lain yang meliputi kegiatan membandingkan antara
(S) dengan (P), merupakan hasil berupa informasi
kesenjangan/Discrepancy (D). Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa evaluasi adalah suatu keputusan terkait baik
buruknya atau tinggi rendahnya pencapaian tujuan berdasarkan
kesenjangan antara (S) dan (P). Konsep (S), (P), dan (D)
tampaknya merupakan sesuatu yang biasa terjadi di banyak
kegiatan dan merupakan hasil dari evaluasi program, sebagai
salah satu yang ingin diputuskan tentang baik buruknya sebuah
program.

Dalam mengevaluasi program menggunakan model evaluasi
Discrepancy pertama-tama harus mengumpulkan data melalui
wawancara, observasi dan dokumentasi yang divalidasi melalui
kegiatan Focus Group Discussion (FGD), mencakup pada 5 aspek yaitu;




(1) Aspek Desain; (2) Aspek Instalasi terdiri dari Organisasi, Sumber
Pemodalan, Program, Pengelolaan Profit, Pembukuan dan
Pertanggungjawaban Keuangan; (3) Aspek Proses; (4) Aspek Hasil;
dan (5) Aspek Analisis Manfaat (Sujoko & Ismanto, 2017) (Rahman, et
al,, 2018).

Gambar 2.2. Langkah Proses Evaluasi pada DEM.
Sumber: (Nurcahyati, 2017); (Provus, 1969)

Tabel 2.2. Langkah Arah Evaluasi DEM.

Fase Evaluasi Perbandingan Discrepancy

. Evaluasi desain
. Evaluasi Instalasi

S= Standar
P= Performansi

T=pemutusan
Program

. Evaluasi Proses
. Evaluasi dampak
. Biaya dan Manfaat

C= Perbandingan S
dan P
D= Discrepancy

*D= Perbaikan
Program atau

perubahan standar

Sumber: (Nurcahyati, 2017); (Ozudogru, 2016);
(Rahman, et al., 2018)

Standar; (2) Pengukuran Kinerja; (3) Pengukuran Perbedaan; (4)
Pengambilan keputusan; (5) Mengurangi Nilai Perbedaan; (6) Kembali
ke evaluasi langkah pertama. Berdasarkan aliran pada gambar di atas,
dapat dijelaskan bahwa pada setiap tahap evaluasi, dari evaluasi
desain, instalasi, implementasi, dan hasil selalu melakukan analisis
komparatif antara Standar (S) dan Performansi/Kinerja (P), yang
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hasilnya dalam nilai Perbedaan (D).

Pada penelitian ini, pengembangan model evaluasi kinerja
berdasarkan evaluasi Discrepancy Evaluation Model (DEM)
dikembangkan lagi dengan mengintegrasikannya pada model
Analytical Hierarchy Proess (AHP) dan Key Performance Indicator (KPI),
Model evaluasi DEM memiliki keterbatasan yaitu belum
merepresentasikan penilaian secara kuantitatif tingkat kepentingan
dari variabel dan Kkriteria-kriteria yang disusun, sehingga untuk
mendapatkan hasil yang robust dari sebuah evaluasi kinerja, maka
metode DEM perlu diintegrasikan dengan model pembobotan AHP
yang bisa merepresentasikan model penilaian kuantitatif. Integrasi
kedua model tersebut mendapatkan hasil evaluasi yang lebih tajam
dan terstuktur serta sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk
melakukan evaluasi kebijakan penilaian kinerja perwira staf logistik di
lingkungan TNL

Selanjutnya dilaksanakan perumusan instrumen penilaian
kinerja baru dengan pendekatan key Performance Indicator (KPI),
sehingga hasil yang didapat mampu memecahkan permasalahan
kompleks secara sistemik, lebih komprehensif, efektif dan efisien. Hal
selanjutnya adalah penyusunan Kriteria Evaluasi yang merupakan
teori dasar dalam penilaian kinerja prajurit TNI dengan pendekatan
DEM, AHP dan KPI, sesuai pengembangan metode pada penelitian ini.

1. Kriteria Evaluasi.

Kriteria dalam model evaluasi Discrepancy dapat juga
dikatakan sebagai standar (S). Standar meliputi sasaran dan
tujuan program serta beberapa persyaratan ataupun ketentuan
yang terkait dengan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan
sebuah program. Untuk mendapatkan besarnya kesenjangan
sebagai hasil perbandingan antara kinerja program dengan
standar, maka perlu dipedomani beberapa kriteria evaluasi
seperti tampak dalam berikut.




Tabel 2.3. Kriteria Evaluasi DEM Kinerja Perwira TNI.

No

Komponen
Evaluasi

Aspek

Kriteria/
Standar

Referensi

1

Desain

e Tujuan.

e kebijakan dasar
dan
dasar hukum.

e Sumber
daya manusia
yang terlibat

e Waktu pelaksa
naan.

e Ruang lingkup

e Sumber daya

e finansial

¢ Adanya dasar
hukum
pembuatan
kebijakan

e Tujuan
kebijakan

¢ SDM evaluator

e SDM partisipan

e Waktu penilaian
evaluasi

¢ Objek evaluasi

e Ketersediaan
sarana/prasara
na

e Menentukan
sumber daya
yang diperlukan

¢ (Nurcahyati,
2017)

¢ (Rahman &
Ahmad,
2015)

¢ (Widyastuti,
2017)

¢ (Ozudogru,
2016)

o (Lestari, et
al,, 2018)

Proses

e Jumlah tatap
muka

e Proses
Penilaian

e Teknologi

e Fase atau
proses

e Penilaian
yang
dilaksanakan

o Aktivitas
program

e Jumlah
penilaian pada
personel

e Standarisasi

proses evaluasi

e Pemanfaatan
Teknilogi

e Jumlah data
evakuasi yang
terkumpul

¢ Ketepatan
waktu
pelaksanaan

¢ (Rahman &
Ahmad,
2015)

e (Saputra
2015)

e (Widyastuti,
2017)

¢ (Ozudogru,
2016)

¢ (Nurcahyati,
2017)

e (Hardito, et,
al,, 2018)

Instalasi

e Sarana/prasa
rana

e Instrumen

o Metode
penilaian

e Pembuatan
agenda

® Pedoman,
produser
kebijakan

e Ketersediaan
sarana/prasara
na

* Tempat
pelatihan

e Tempat
pengujian

* Metode
penilaian
evaluasi

®* Pembuatan
jadwal agenda
evaluasi
kebijakan

* Sistem
pelaporan
Startegi
pelatihan

* (Rahman &
Ahmad,
2015)

e (Saputra,
2015)

o (Widyastuti,
2017)

¢ (Ozudogru
2016)

¢ (Nurcahyati,
2017)

¢ (Rahman, et
al,, 2018)

o (Lestari, et
al, 2018)

o Implementasi
kebijakan/pro
gram

e Jumlah
pencapaian

e Jumlah
partisipan

¢ Kepuasan
Stakeholder

¢ Kualitas
pencapaian
kebijakan

e Jumlah evaluasi

pencapaian
penilaian

e Jumlah unit
kerja yang
melaksanakan

o Tingkat
kepuasan
Stakeholder

o Efektifitas
program
kebijakan

¢ (Rahman &
Ahmad,
2015)

e (Sofyan,
2012)

¢ (Widyastuti,
2017)

¢ (Ozudogru,
2016)

¢ (Nurcahyati,

2017)
o (Lestari, et

al, 2018)

Analisis
Manfaat
(Outcome)

e Dampak
kebijakan

¢ Berkelanjutan
kebijakan

¢ Kualitas
kebijakan

¢ Presentase
Keberlanjutan
Program

¢ (Sofyan,
2012)

¢ (Rahman &
Ahmad,
2015)

o (Widyastuti,
2017)

¢ (Ozudogru,
2016)

¢ (Nurcahyati,

2017)
o (Lestari, et

al, 2018)




2.  Analytical Hierarchy Process (AHP).

AHP menguraikan masalah multifaktor atau multi kriteria
yang komplek menjadi suatu hirarki, menurut Saaty hirarki
didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah
permasalahan yang komplek dalam suatu struktur multi level,
dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor,
kriteria, sub kriteria dan seterusnya kebawah hingga level terakir
dari alternatif dengan hirarki suatu masalah yang komplek dapat
diuraikan dalam kelompok-kelompok yang kemudian diatur
menjadi suatu hirarki sebagai permasalahan akan tampak lebih
terstuktur dengan sistematis. Salah satu keuntungan utama AHP
yang membedakan dengan model pengambilan keputusan
lainnya adalah tidak ada syarat konsistensi mutlak. Sehingga
permasalahan yang ada dapat dirasakan dan dicermati, namun
kelengkapan data numerik tidak menunjang untuk memodelkan
permasalahan secara kuantitatif (Saaty, 1990). Dalam penentuan
bobot masing-masing kriteria dalam AHP dapat digambarkan
sebagai berikut:

Goal
I

Objective Objective Objective

Sub- Sub- Sub- Sub- Sub- Sub-
Objective Objective Objective Objective Objective Objective

Alternatives

Gambar 2.3. Struktur AHP.
Sumber: (Saaty, 1990)

Terdapat 7 pilar yang digunakan dan harus diperhatikan dalam
pemodelan AHP(Saaty, 2003), antaralain:

a.  Skala rasio adalah perbandingan dua nilai (a/b)
dimana nilai a dan b bersamaan jenis (satuan). Skala rasio
adalah sekumpulan rasio yang konsisten dalam suatu
transformasi yang sama (multiplikasi dengan konstanta
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positif). Sekumpulan nilai (dalam satuan yang sama) dapat
distandarnisasi dengan melakukan normalisasi sehingga
satuan tidak diperlukan lagi dan obyek-obyek tersebut
dapat dengan lebih mudah dibedakan satu sama yang
lainnya.

b. Perbandingan berpasangan. Perbandingan
berpasangan dilakukan untuk memberikan bobot relatif
antar Kkriteria dan/atau alternatif, sehingga akan
didapatkan prioritas dari kriteria dan/atau alternatif
tersebut. Ada tiga pendekatan untuk mengurutkan
alternatif atau kriteria yaitu relatif, absolut, dan patok duga
(benchmarking). Pendekatan digunakan untuk Kkriteria-
kriteriaumum yang kritikal. Pendekatan absolut digunakan
pada level bawah dari hirarki dimana biasanya terdapat
keterangan detail yang dapat dikuantifikasikan dari
masing-masing kriteria. Pada pendekatan patok duga,
alternatif-alternatif dibandingkan dengan alternatif
referensi yang sudah diketahui, kemudian alternatif-
alternatif itu diurutkan sesuai dengan hasil
perbandingannya.

c.  Kondisi-kondisi untuk sensitivitas dari vektor eigen
Sensitivitas vektor eigen terhadap perubahan Kkriteria
membatasi jumlah elemen pada setiap set perbandingan.
Hal ini membutuhkan homogenitas dari elemen-elemen
yang bersangkutan. Perubahan haruslah dengan cara
memilih elemen yang kecil sebagai suatu unit dan
menanyakan berapa pengaruhnya terhadap elemen yang
lebih besar.

d. Homogenitas dan Kklusterisasi. Klusterisasi dipakai
apabila perbedaan antar elemen lebih dari satu derajat,
guna melebarkan skala fundamental secara perlahan, yang
pada akhirnya memperbesar skala dari 1 sampai 9 sampai
tak terhingga. Hal ini terutama berlaku pada pengukuran
relatif.

e.  Sintesis. Sintesis diaplikasikan pada skala rasio guna




menciptakan suatu skala unidimensional untuk

merepresentasikan keluaran menyeluruh, dengan

menggunakan pembobotan tambahan.

f. Mempertahankan dan membalikkan urutan

pembobotan dan urutan pada hirarki dipengaruhi dengan

adanya penambahan atau perubahan kriteria atau
alternatif. Seringkali terjadi fenomena pembalikkan
urutan (rank reversal) terutama pada pengukuran relatif.

Pembalikan urutan adalah bersifat intrinsik pada

pengambilan keputusan sedemikian halnya dengan kondisi

mempertahankan urutan.

g.  Pertimbangan kelompok. Pertimbangan kelompok

haruslah diintegrasikan secara hati-hati dan matematis.

Dengan AHP, dimungkinkan untuk mempertimbangkan

pengalaman, pengetahuan dan kekuatan yang dimiliki

individu yang terlibat.

Menurut Saaty (2003), dalam penyusunan prosedur AHP

dapatdikelompokkan kedalam dua langkah:

a. Pembentukan hirarki, (Decomposition). Hirarki

digunakan untuk memperlihatkan pengaruh dan tujuan

tingkat tinggi sampai ke tingkat yang paling rendah.

Sebuah hirarki juga dapat digunakan untuk

mendekomposisi suatu permasalahan yang kompleks

sehingga masalah tersebut menjadi terstruktur dan
sistematis.

b.  Pairwise Comparative. Perbandingan berpasangan

ini digunakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor

keputusan atau tujuan dan alternatif-alternatif dengan
memperhitungkan hubungan antara faktor/sub faktor
yang lainnya ataupun kriteria/sub kriteria.

Secara naluri manusia dapat mengestimasikan besaran
sederhana melalui inderanya. Proses yang paling mudah adalah
membandingkan dua hal dengan keakuratan perbandingan yang
dapat dipertanggung jawabkan. Untuk itu, Saaty (2006)
menetapkan skala-skala kuantitatif 1 sampai dengan 9 untuk
menilai perbandingan tingkat kepentingan suatu elemen lainnya.

Skala perbandingan tersebut dapatdijelaskan sebagaiberikut:

Tabel 2.4. Skala Penilaian AHP.

Skala
Kepenti Definisi Penjelasan
ngan

Sama Dua aktivitas berkontribusi sama kuat

1 Penting terhadapa tujuan

o ., | Salah
Sedlklt_l‘eblh satu aktivitas sedikit lebih penting dari pada
Penting aktivitas lainnya

Salah

Penting satu aktivitas lebih penting dari pada
aktivitas lainnya

Satu

kegiatan sangat penting dibandingkan

Sangat Penti

ng kegiatan lainnya

Satu

kegiatan bersifat amat sangat penting diban-
dingkan kegiatan lainnya

Amat Sangat
Penting

2,4, 6,8 | Nilai tengah
Resipro | Menggambarkan dominasi dari alternatif kedua dibandingkan
kal alternatif pertama

Sumber: (Saaty & Vasgas, 2006)

Terdapat beberapa penelitian evaluasi dengan
menggunakan pendekatan AHP antara lain AHP untuk evaluasi
tentang pengendalian kemacetan lalu lintas di Mashad, Iran
(Kadkhodaei & Shad, 2018). AHP sebagai model evaluasi berbasis
utilitas untuk kinerja manajemen pada dekorasi lingkungan
interior (Chen, et al., 2017). AHP untuk mengevaluasi kinerja
mengajar instruktur HLI (Ramlj, etal., 2017). AHP sebagai model
pengembangan evaluasi proyek dilapangan (Kim, 2018). AHP
sebagai kerangka kerja evaluasi inisiatifsustainability
manufacturing (SM) menggunakan indikator keberlanjutan yang
ditetapkan oleh Institut Standar dan Teknologi Nasional AS (NIST
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AS) (Ocampo & Clark, 2015). AHP untuk mengevaluasi
dampaknya terhadap kinerja organisasi dan untuk mengetahui
pengaruh faktor-faktor pada kinerja organisasi usaha kecil dan
menengah (UKM) di Solapur (Maharashtra) (Dulange, et al.,
2014).

Pada penelitian lain, AHP digunakan untuk identifikasi dan
evaluasi faktor-faktor krisis pada transfer teknologi (Kumar, et
al., 2015). AHP untuk mengevaluasi faktor-faktor sukses kritis
pada sistem intelijensia bisnis (Zaied, et al., 2018). AHP
menyajikan proses untuk mengevaluasi individu yang optimal
dalam memberikan pinjaman kepada pemberi modal (Lin & Lin,
2016). AHP untuk menilai kualitas desain arsitektur dalam
proses desain dari perspektif preferensi pemangku kepentingan,
berangkat dari konsep kualitas desain arsitektur yang ada
(Harputlugil, et al, 2014). AHP untuk mengevaluasi proyek
pelajar pada pembelajaran (Ayca & Hasan,2017).

Pada penelitian ini metode AHP digunakan untuk
memberikan bobot penilaian pada Kkriteri-kriteria evaluasi
kebijakan. Kemudian metode AHP juga digunakan dalam

penentuan pengambilan keputusan rekomendasi hasil evaluasi
kebijakan. Terakhir, metode AHP digunakan untuk memberikan
bobot kriteria-kriteria yang terdapat pada Key Performance
Indicator (KPI). Bobot tersebut digunakan untuk
pengembangan instrumen kebijakan penilaian kinerja hasil
rekomendasi.

3. KeyPerformance Indicator (KPI).

Dalam organisasi industri menengah/besar, evaluasi
kinerja staf yang tepat waktu dan efektif melalui alat strategis,
harus mampu merancang sistem terpadu indikator Kkinerja
utama (KPI), terstruktur secara hierarkis di semua tingkat dan
secara organik terkait dengan tujuan strategis dan organisasi
taktis. Indikator Kinerja Utama (KPI) adalah alat penilaian
kinerja yang mengidentifikasi tingkat pencapaian parameter
yang diinginkan dalam jalur produksi industri, yang sangat
penting untuk keberhasilan perusahaan manufaktur(Stan, et al,,
2012).

Di semua organisasi, karyawan tahu bahwa ada kegiatan
yang sangat penting bagi tim manajemen. Dalam arti
mendefinisikan paket kontrol indikator yang mewakili
keberhasilan beberapa konsepsi bisnis indikator kinerja utama
muncul. Indikator kinerja utama (KPI) adalah indikator
keuangan dan non-keuangan yang digunakan organisasi untuk
memberi kesaksian seberapa sukses mereka dalam pencapaian
tujuan jangka panjang. KPI adalah indikator statis dan stabil
yang membawa lebih banyak makna ketika membandingkan
informasi. Hal tersebut membantu menghilangkan emosi dari
objek bisnis, dan mendapatkan yang terfokus pada hal yang
benar-benar dilakukan oleh pekerjaan, dan itu menghasilkan
keuntungan (Velimirovica, etal.,2011).

KPI mewakili suatu tengara yang membantu karyawan dan
manajer perusahaan untuk memahami relevansi pekerjaan
mereka dan hasil yang ingin dicapai. Mereka dapat ditentukan
sebelumnya atau dipilih oleh manajemen perusahaan untuk
menilai kompetensi dan bagaimana mereka menganggap tujuan
bisnis individu. Jika implementasi diperlukan, bahwa dalam 90%
dari kasus, responden sepenuhnya atau sebagian berkorelasi
imbalan karyawan dengan hasil KPI mereka. Leverage ini
mengarah ke gangguan disiplin dalam tujuan strategis tingkat
departemen, tim dan individu dan untuk memfokuskan upaya
mereka untuk mencapai kinerja aktivitas (Stan, etal., 2012).

Manfaat indikator KPI aplikasi di perusahaan industri
adalah: 1) Mereka menawarkan perspektif tentang dokumentasi
dan indikator kinerja organisasi; 2) Keberhasilan dalam
penggunaannya difasilitasi oleh pemilihan, tingkat keselarasan
dengan tujuan organisasi internal perusahaan dan dokumentasi
rinci memfasilitasi pemahaman mereka dan penggunaan
perusahaan standar; 3) Meningkatkan waktu respon terhadap
perubahan pasar; 4) Mengidentifikasi biaya yang dapat
dihilangkan; 5) Optimasi tenaga kerja; 6) Meningkatkan
keputusan keseluruhan dikompresi menjadi satu dashboard,
interaktif, karena risiko gangguan pasokan; 7) Peningkatan
kemampuan untuk mengelola portofolio pemasok, melalui




identifikasi, evaluasi dan pemantauan berbagai bidang eksposur
risiko yang terkait dengan pemasok; 8) Mengidentifikasi,
memprediksi laba masa depan dan peluang kapitalisasi; 9)
Meminimalkan risiko standar yang tidak dikenakan; 10)
Menciptakan gambaran tentang pasar dengan menggabungkan
risiko manajemen dan strategi manajemen; 11) Mengurangi
downtime produksi; 12) Meningkatkan profitabilitas dengan
mampu mengantisipasi risiko rantai pasokan; 13) Analisis ad-
hoc dari skenario perkiraan yang menentukan dampak
perubahan kontrak pemasok atau perubahan kondisi untuk
pertumbuhan yang menguntungkan; 14) Evaluasi tenaga kerja
melalui dashboard dan laporan data yang terkait dengan personil
dan biaya terkait(Stan, etal., 2012).

Terdapat beberapa literatur penelitian tentang KPI, antara
lain Indikator Kinerja Utama (KPI) untuk fasilitas kelas sekolah.
Ini dimulai dengan identifikasi indikator kinerja utama (KPI)
untuk fasilitas ruang kelas berdasarkan indikator umum yang
dikumpulkan dari tinjauan pustaka (Yusoff, et al, 2017).
Kerangka kerja top-down dimana 15 Indikator Kinerja Utama
(KPI) dikembangkan yang mewakili tingkat keberhasilan proyek
simulasi dari berbagai perspektif(Jahangirian, etal., 2017).

Sistem KPI juga dipakai untuk pertumbuhan kesejahteraan
pemegang saham dan kepuasan Kkepentingan pemangku
kepentingan lainnya (Strelnik, et al., 2015). Key Performance
Indicators (KPI) berbasis konsensus untuk departemen
akademik di universitas dan untuk mengidentifikasi
kekhawatiran dalam mencapainya (Rajkaran & Mammen, 2014).
KPI untuk mengembangkan model baru pengukuran kinerja
untuk sistem pelabuhan-pelabuhan kering (Bentaleb, et al,
2015).

Pada penelitian ini, Key Performance Indicator (KPI)
digunakan untuk memberikan penilaian kunci pada
pengembangan kebijakan yang didapatkan dari rekomendasi
hasil evaluasi kebijakan. Dengan demikian dapat diketahui
perbedaan antara evaluasi kebijakan yang dilakukan baik
sebelum, sesudah maupun tahap setelah evaluasi.

A. Manajemen Logistik.

Logistik adalah manajemen aliran barang antara titik asal dan
titik konsumsi untuk memenuhi beberapa persyaratan, misalnya,
pelanggan atau perusahaan. Sumber daya yang dikelola dalam logistik
dapat mencakup barang-barang fisik, seperti makanan, bahan, hewan,
peralatan, dan cairan, serta barang-barang abstrak, seperti waktu,
informasi, partikel, dan energi. Logistik item fisik biasanya melibatkan
integrasi arus informasi, penanganan material, produksi, pengemasan,
inventaris, transportasi, pergudangan, dan sering keamanan.
Keruwetan logistik dapat dimodelkan, dianalisis, divisualisasikan, dan
dioptimalkan oleh perangkat lunak simulasi khusus. Minimalisasi
penggunaan sumber daya adalah motivasi umum dalam bidanglogistik
untukimpor dan ekspor (Li,2014).

Pada ranah militer, logistik memberikan dasar kekuatan tempur
prajurit. Logistik dapat digambarkan sebagai jembatan yang
menghubungkan ekonomi suatu negara dengan pasukan perang
negara. Logistik adalah proses perencanaan dan pelaksanaan gerakan
dan keberlangsungan pasukan operasi dalam pelaksanaan strategi dan
operasi militer (Joint-PUB, 1995). Seni logistik adalah bagaimana
mengintegrasikan upaya-upaya pendukung strategis, operasional, dan
taktis dalam teater, sementara menjadwalkan mobilisasi dan
penyebaran unit, personel, dan pasokan untuk mendukung konsep
kerjakomandan tempur geografis.

Logistik Ilmu didefinisikan sebagai perencanaan dan
melaksanakan gerakan dan pemeliharaan kekuatan. Dalam arti yang
paling komprehensif, aspek operasi militer yang berhubungan dengan:
1) Desain dan pengembangan, akuisisi, penyimpanan, transportasi,
distribusi, pemeliharaan, evakuasi dan pembuangan material; 2)
Transportasi personil; 3) Akuisisi atau konstruksi, pemeliharaan,
operasi dan disposisi fasilitas; 4) Perolehan atau pemberian layanan;
5) Dukungan layanan medis dan kesehatan(NATO, 2007).

1. Aktifitas Utama SistemLogistik.

Aktifitas utama pada sistem logistik terdiri dari beberapa

bagian, yaitu(USAID, 2011):

a. Pelayanan Pelanggan.
Setiap orang yang bekerja di bidang logistik harus
ingat bahwa mereka memilih, mengadakan, menyimpan,
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2.

atau mendistribusikan produk untuk memenuhi
kebutuhan pelanggan.
b. Pemilihan Produk.

Produk yang dipilih untuk digunakan akan
berdampak pada sistem logistik, sehingga persyaratan
logistik harus dipertimbangkan selama pemilihan produk.
c. Kuantifikasi.

Setelah produk dipilih, kuantitas dan biaya yang
diperlukan untuk setiap produk harus ditentukan.
Kuantifikasi adalah proses memperkirakan kuantitas dan
biaya produk yang diperlukan untuk program kesehatan
tertentu (atau layanan), dan, untuk memastikan pasokan
yang tidak terganggu untuk program, menentukan kapan
produk harus dibeli dan didistribusikan.

d. Pengadaan.

Setelah rencana pasokan telah dikembangkan sebagai
bagian dari proses kuantifikasi, kuantitas produk harus
diperoleh. Bagaimanapun, pengadaan harus mengikuti
serangkaian prosedur khusus yang memastikan proses
yang terbuka dan transparan yang mendukung enam hak.

e. Manajemen Persediaan, Penyimpangan dan Distribusi.

Setelah barang telah diperoleh dan diterima oleh
sistem, barang harus diangkut ke tingkat pengiriman
layanan di mana klien akan menerima produk. Selama
proses ini, produk harus disimpan sampai dikirim ke
tingkat bawah berikutnya, atau sampai pelanggan
membutuhkannya. Hampir semua bisnis menyimpan
jumlah stok untuk kebutuhan pelanggan di masa depan.

Fungsi Logistik
Penting untuk mengenali bahwa berbagai fungsi logistik

bersatu membentuk totalitas dukungan logistik. Seorang ahli
logistik NATO dari satu disiplin akan sering bekerja dengan staf
staf dari disiplin lain dan, sebagai sangat minimum, harus
menghargai tanggung jawab dan masalah orang lain. Sebagai
contoh, perencanaan logistik berasal dari panduan kebijakan
nasional atau NATO dan harus dikoordinasikan dengan semua
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cabang staf terkait, apakah mereka operasional, administratif
atau logistik, militer atau sipil. Persyaratan dukungan tentang
fungsi-fungsi utama logistik terdiri dari enam bidang fungsional
(Defense, 2010) yaitu meliputi:

3.

a. Sistem Penyediaan.

Memperoleh, mengelola, menerima, menyimpan, dan
mengeluarkan materi yang dibutuhkan oleh pasukan
operasi untuk melengkapi dan mempertahankan kekuatan
dari penyebaran melalui operasi tempur dan pengerahan
kembali.

b. Pemeliharaan.

Pemeliharaan termasuk tindakan yang diambil untuk
menyimpan peralatan dalam kondisi yang dapat diperbaiki,
untuk mengembalikannya ke layanan, atau untuk
memperbarui dan meningkatkan kemampuannya.

c. Transportasi.

Transportasi adalah pergerakan unit, personil,
peralatan, dan pasokan dari titik asal ke tujuan akhir.
d. General Engineering.

Penyediaan konstruksi, perbaikan kerusakan, dan
operasi dan pemeliharaan fasilitas atau peningkatan
logistik yang diperlukan oleh komandan kombatan untuk
menyediakan tempat tinggal, pergudangan, rumah sakit,
pengolahan air dan limbabh, serta distribusi penyimpanan
air dan bahan bakar untuk meningkatkan penyediaan
dukungan danlayanan.

e. LayananKesehatan.

Layanan kesehatan termasuk evakuasi, rawat inap,
logistik medis, layanan laboratorium medis, manajemen
darah, pengendalian vektor, layanan pengobatan preventif,
layanan dokter hewan, layanan gigi, dan perintah, kontrol,
dan komunikasiyangdiperlukan.

Prinsip Logistik.
Pada komunitas logistik haruslah menggunakan prinsip

dan imperatif ini sebagai panduan, prinsip logistik tersebut
antaralain(Defense, 2010):




a.  Responsif. Memberikan dukungan yang tepat kapan
dan di mana diperlukan.

b.  Kesederhanaan. Minimal kompleksitas dalam operasi
logistik.

C. Fleksibilitas. Kemampuan untuk berimprovisasi dan
mengadaptasi struktur dan prosedur logistik untuk
mengubah situasi, misi, dan persyaratan operasional.

d. Ekonomi.Jumlah sumber daya yang diperlukan untuk
memberikan hasil yang spesifik.

e. Dapat dicapai. Jaminan bahwa persediaan dan
layanan dasar minimum yang diperlukan untuk
melaksanakan operasi akan tersedia.

f. Keberlanjutan. Kemampuan untuk mempertahankan
tingkat dan durasi kegiatan operasional yang diperlukan
untuk mencapai tujuan militer.

g. Kemampuan Survive. Kapasitas organisasi untuk
menang dalam menghadapi potensi ancaman.

F.  KajianKTritis Penelitian Terdahulu.

Dasar berupa teori-teori atau temuan-temuan sebelumnya
merupakan hal yang relevan dan dapat dijadikan sebagai data
pendukung. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi
dengan penelitian ini baik dari segi obyek studi kasus maupun dari segi
metode perlu dilakukan kritikal review atau kajian Kkritis. Penelitian
terdahulu berguna bagi peneliti sebagai pendukung yang dapat
memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian
terdahulu, terdapatbeberapa penelitian yang relevan, antaralain:

1. Penelitian dengan judul Evaluasi Usabilitas Situs Web

Pemerintah Kabupaten Mojokerto Dengan Menggunakan

Discrepancy Evaluation Model (DEM) (Lestari, et al.,

2018).Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi

perbedaan dari keadaan situs web saat ini (performansi) dengan
standar yang berupa panduan awal. Penelitian ini menggunakan

metode DEM yang menjadi atas empat kategroi variabel yaitu (a)

Content, Organization, and Readability; (b) Navigation and Links;

(c) User Interface Design; (d) Performance and Effectiveness.
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Terdapat 5 tahapan yang nantinya akan dilewati saat
menggunakan model DEM, yaitu: (1) Menetapkan standar untuk
evaluasi; (2) Melakukan perakitan intrumen yang digunakan
dalam proses evaluasi; (3) Melakukan penilaian dan analisis dari
variabel; (4) Membuat suatu kebijakan.

2. Penelitian dengan judul Evaluating School Support Plan: A
Proposed Conceptual Framework Using Discrepancy Evaluation
Model(Rahman, et al.,, 2018).Penelitian ini menyajikan kerangka
kerja evaluasi program in-service, School Support Plan (SSP) di
bawah Program Peningkatan Bahasa Inggris untuk Sekolah
(Program Peningkatan Kemahiran Bahasa Inggeris Di Sekolah -
PPKBIS). Metode DEM digunakan dalam penelitian ini untuk
mengidentifikasi perbedaan yang terjadi dengan
membandingkan standar pemrograman dengan Kkinerja
program. Terdapat lima tahapan evaluasi dalam DEM yaitu
desain program (Tahap I), instalasi program (Tahap II), proses
program (Tahap III), produk program (Tahap IV) dan analisis
biaya-manfaat (Tahap V).

3.  Penelitian dengan judul The Role of Economics Teacher
Forum in Improving Economics Teacher Performance in the City of
Mojokerto (Hardinto, et al, 2018).Penelitian ini Mengevaluasi
tujuan yang diharapkan antara realitas yang ada dalam dan
memandu operasional standar pelaksanaan Musyawarah Guru
Mata Pelajaran dengan menggunakan metode Discrepancy
Evaluation Model (DEM). Evaluasi terdiri dari Input, Proses dan
output dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memberikan
metode sistematis untuk evaluasi program musyawarah guru
mata pelajaran. Pada penelitian ini hanya satu jenis pendekatan,
yaitu kualitatif.

4.  Penelitian dengan judul Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah
Taman Kanak-Kanak Se-Gugug Il Argomulyo (Prabawati,
2017).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
memberikan evaluasi kinerja dari kepala Sekolah TK Segugus
Sedayu, Bantul. Penelitian ini memberikan evaluasi pendekataan
kuantitatif dengan model evaluasi Discrepancy . Dalam penelitian
ini, pendekatan kuantitatif dipilih untuk mengetahui kinerja




kepala sekolah. Pendekatan kuantitatif digunakan karena
analisis data bersifat kuantitatif (angka). Penelitian ini
menggunakan Discrepancy evaluation model. Proses evaluasi
menggunakan model ini adalah mencari kesenjangan antara
standar (keadaan yang seharusnya) dengan kondisi yang
sebenar-benarnya dan kemudian keduanya dibandingkan.

5. Penelitian dengan judul Evaluasi Layanan Bimbingan
Kelompok Di Sekolah Menegah Pertama Berdasarkan Model
Kesenjangan (Discrepancy Model) (Widyastuti, 2017).Penelitian
ini memberikan evaluasi layanan bimbingan kelompok di salah
satu SMP Negeri di Kabupaten Madiun dengan standar Guidelines
for Performance based Professional School Counselor Evaluation.
Metode yang digunakan yaitu Discrepancy Evaluation Model
(DEM) untuk menentukan ada/tidak ada kesenjangan yang
muncul antara performansi dan sejumlah aspek program dan
perangkat standar untuk performansi tersebut. kemudian
menggunakan informasi tentang kesenjangan dalam
memutuskan untuk mengembangkan atau melanjutkan atau
menghentikan program keseluruhan ataupun salah satu aspek
dari program.

6.  Penelitian dengan judul Extent of Compliance of a Higher
Education Institution for a University System (Ambida & Cruz,
2017).Penelitian ini dilakukan untuk menentukan kepatuhan
subjek universitas pada standar tertentu dari sistem universitas
sebagai keselarasan struktur global. Penelitian ini memberikan
analisis perbedaan dan sejauh mana kampus telah memenuhi
dikenakan perbaikan dan akreditasi sebagai diwujudkan
Program Berkelanjutan 5 tahun untuk memenuhi persyaratan.
Penelitian ini memberikan identifikasi KPI pada kuisioner.
Penelitian ini mengintegrasikan analisis SWOT untuk identifikasi
kriteria. Tetapi pada penelitian ini tidak dijelaskan keberlanjutan
program.

7. Penelitian dengan judul Evaluation on Implementation Of
Performance Management in Asuransi Jiwa Bersama (Ajb)
Bumiputera 1912 (Nurcahyati, 2017). Penelitian ini mengevaluasi
pelaksanaan manajemen kinerja di AJB Bumiputera 1912 dengan

menggunakan metode DEM. Penelitian ini menjelaskan tentang:
1) Kualitas dan validitas desain manajemen kinerja jika selaras
dengan tujuan dan kebutuhan organisasi saat ini, 2) efektivitas
instalasi dan ketersediaan infrastruktur pendukung untuk
memfasilitasi pelaksanaan manajemen Kkinerja karyawan.
Penelitian ini juga menerangkan korespondensi antara hasil
pelaksanaan manajemen kinerja dengan hasil yang diharapkan
dari desain manajemen kinerja yang ada dan desain manajemen
kinerjayangideal.

8.  Penelitian dengan judul The Acceleration of Open Defecation
Free Program With Discrepancy Evaluation Model Approach In
Dawuhan, Situbondo, East Java (Nurika, 2017). Penelitian ini
bertujuan untuk merumuskan percepatan program ODF dengan
berfokus pada kesenjangan pelaksanaan program berdasarkan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Dawuhan, Situbondo.
Penelitian ini menggunakan pendekatan DEM. Pada penelitian ini
tidak menjelaskan tentang sejauh mana gap yang didapat dari
hasil evaluasi, tidak dijelaskan perbaikan-perbaikan yang harus
dilakukan.

9.  Penelitian dengan judul Evaluation of 10th Grade
Mathematics Curriculum of General Secondary Education
Institutions (Ozudogru, 2016). Penelitian ini bertujuan
mengevaluasi kurikulum matematika kelas 10 dari Lembaga
Pendidikan Menengah Umum melalui persepsi guru matematika,
siswa, dan observasi kelas. Penelitian ini menggunakan metode
DEM dengan pendekatan penelitian yaitu mix kualitatif dan
kuantitatif dengan mengambil sampel dari dua arah yaitu guru
dan murid. Penelitian ini tidak memasukkan data expert
eksternal dari pemangku kepentingan lain seperti ahli
kurikulum, manajer sekolah dan otoritas Depdiknas., sampel
penelitian terbatas darijumlah responden.

10. Penelitian dengan judul Evaluasi Program Bimbingan
kelompok di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Malang: Model
Kesenjangan (Da-Costa, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui kesenjangan antara performasi penyelenggaraan




layanan bimbingan kelompok di SMA Negeri 6 Malang sesuai
dengan standar yang telah ditentukan dengan menggunakan
Discrepancy  Evaluation Mode (DEM). Evaluasi program
bimbingan kelompok menggunakan standar dan kriteria dari
Guidelines for Performance Based Professional School Counselor
Evaluation. Hasil evaluasi dari penelitian ini dapat dijadikan
sebagai bahan untuk memperbaiki program bimbingan
kelompok yang akan diterapkan.

11.  Penelitian dengan judul Evaluasi Program Konseling Di
Smp Kota Malang: Discrepancy Model (Saputra, 2015). Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui kesenjangan antara performansi
program konseling di SMP Kota Malang dengan standar yang
telah ditentukan. Metode DEM dilakukan dengan pendekatan
sistem yang difokuskan pada perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi program konseling dengan acuan standar yaitu standar
Guidelines for Performance Based professional School Counselor
Evaluation.

12.  Penelitian dengan judul A Conceptual Framework For
Evaluating Professional Upskilling Of English Language Teachers
Programme (Rahman & Ahmad, 2015). Penelitian ini bertujuan
untuk menguraikan kerangka konseptual yang komprehensif
untuk mengevaluasi Program Profesional Upskilling Of English
Language Teachers (Pro-ELT) dengan menggunakan Model
Evaluasi Discrepancy (DEM). Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk menguraikan kerangka kerja konseptual yang
komprehensif untuk mengevaluasi Program Peningkatan
Profesional Guru Bahasa Inggris (Pro-ELT). Penelitian ini
menggunakan metode paralel konvergen. Penggunaan desain
campuran-metode konvergen paralel melalui strategi
transformatif konkruen untuk mengidentifikasi perbedaan
kebijakan.

13. Penelitian dengan judul Evaluation of the Inclusive
Education Implementation in Public Elementary School of DKI
Jakarta Province (Bagaskorowati, 2015). Penelitian ini
memberikan analisis tentang sejauh mana kesesuaian antara
pedoman implementasi pendidikan inklusif dengan

implementasi di lapangan. Metode DEM digunakan untuk
memberikan acuan pedoman implementasi pendidikan inklusif
termasuk panduan identifikasi anak-anak dengan kebutuhan
khusus; panduan pengembangan kurikulum, bimbingan kegiatan
belajar, panduan evaluasi, panduan manajemen sekolah,
panduan pengembangan guru, panduan struktur dan
infrastruktur. Namun pada penelitian ini tidak membahas
evaluasi pada desain kebijakan yang dilakukan dan tidak
membahas pengambilan keputusan rekomendasi hasil evaluasi.
14. Penelitian dengan judul Analysis and Evaluation of Traffic
Congestion Control Methods in Touristic Metropolis Using
Analytical Hierarchy Process (AHP) (Kadkhodaei & Shad, 2018).
Penelitian ini memberikan evaluasi tentang pengendalian
kemacetan lalu lintas di Mashad, Iran. Penelitian ini
menggunakan metode AHP dengan empat kriteria, yaitu lalu
lintas, lingkungan, kesejahteraan sosial, keamanan. Penelitian ini
mengembangkan evaluasi kebijakan pengendalian lalu lintas
terbaik di kota-kota metropolitan dengan mempertimbangkan
kriteria teknis dan ekonomi dan sosial yang efektif dalam menilai
kendala kontrol lalu lintas di daerah metropolitan. Namun,
penelitian ini tidak melakukan rekomendasi hasil evaluasi
sebagai bagian dari dampak kebijakan.

15. Penelitian dengan judul DAHP Expected Utility Based
Evaluation Model for Management Performance on Interior
Environmental Decoration — An Example in Taiwan (Chen, et al.,
2017). Penelitian ini memberikan model evaluasi berbasis
utilitas untuk kinerja manajemen pada dekorasi lingkungan
interior dengan menggunakan pendekatan metode Delphi dan
AHP. Penelitian ini memberikan Pengembangan model berisi
lima langkah dari (1) faktor awal yang disusun dari literatur, (2)
faktor yang diperlukan untuk para ahli Delphi yang
mengkonfirmasikan pemodelan, (3) perhitungan bobot relatif
faktor-faktor dalam AHP, (4) konformasi dan perhitungan fungsi
utilitas dari faktor, dan (5) penyelesaian fungsi utilitas yang
diharapkan DAHP.




16. Penelitian dengan judul Teaching Performance Evaluation
Framework: An Analytic Hierarchy Process Approach (Ramli, et al.,
2017). Penelitian ini memiliki tujuan utama mengusulkan
mekanisme untuk mengevaluasi kinerja mengajar instruktur HLI
dengan menggunakan metode AHP. Pada penelitian ini kriteria
persiapan merupakan aspek yang paling penting untuk
menentukan instruktur IHL yang mengajarkan evaluasi kinerja.
Persiapan meliputi beberapa kegiatan seperti mendiskusikan
rencana kegiatan pengajaran dan penilaian yang jelas, dan
menunjukkan pengetahuan tentang subjek. Penelitian ini
mengembangkan kerangka kerja AHP untuk evaluasi kinerja
pengajaran akan menggunakan faktor-faktor internal yang
mungkin; persiapan, pengorganisasian, pengiriman dan
keefektifan yang dievaluasi sebagai bobot evaluasi pengajaran.
17. Penelitian dengan judulModified analytic hierarchy process
for project proposal evaluation: An alternative method for
practical implementation (Kim, 2017). Penelitian ini membahas
masalah pemodelan evaluasi proyek itu sendiri, atau evaluasi
AHP sebagai metode yang valid untuk evaluasi proyek. Penelitian
ini mengembangkan dan mendemonstrasikan modifikasi AHP
yang mudah digunakan dilapangan dan yang siap digunakan oleh
staf in-house di kota mana pun dan tetap mempertahankan
penalaran ilmiah tanpa melibatkan penghitungan eigenvector.

18. Penelitian dengan judul an An Analytic Hierarchy Process
(AHP) Approach In The Selection Of Sustainable Manufacturing
Initiatives: A Case In A Semiconductor Manufacturing Firm In The
Philippines (Ocampo & Clark, 2015). Penelitian ini mengevaluasi
inisiatif SM yang dikembangkan oleh perusahaan manufaktur
sangat penting untuk alokasi sumber daya, dan memastikan
bahwa investasi meningkatkan kinerja keberlanjutan
perusahaan. Studi kasus perusahaan manufaktur semikonduktor
disajikan untuk menggambarkan kerangka evaluasi yang
diusulkan. Hasil menunjukkan bahwa perusahaan harus
memperkuat basis keuangan mereka melalui program yang
meningkatkan efisiensi, kualitas dan produktivitas sebelum
melaksanakan inisiatif yang menangani lingkungan dan
komunitaslangsung.

19. Penelitian dengan judul Prioritization of factors impacting
on performance of power looms using AHP (Dulange, et al., 2014).
Dalam metodologi yang diadopsi, faktor diidentifikasi melalui
survei literatur dan finalisasi faktor-faktor ini dilakukan dengan
mengambil pendapat para ahli dalam konteks India. Dengan peta
kognitif, hubungan antara faktor-faktor ini (langsung dan tidak
langsung efek) ditentukan dan diagram sebab dan akibat
disiapkan.

20. Penelitian dengan judulldentification and evaluation of
critical factors to technology transfer using AHP approach (Kumar,
et al, 2015).Suatu model konseptual dari interaksi di antara
faktor-faktor kritis ini juga telah disajikan yang selanjutnya
difasilitasi ke: mengusulkan kerangka strategis; mengidentifikasi
implikasi praktis dan strategis; dan menyimpulkan rencana aksi
strategis untuk proses transfer teknologi. Makalah ini dapat
membantu manajer / praktisi untuk mengevaluasi faktor-faktor
penting dari proses transfer teknologi untuk mencapai
implementasi TT yang efektif biaya dan manajemen sumber daya
yang efisien.

21. Penelitian dengan judul An Application of AHPTOPSIS Model
for Evaluating the Optimal Individual of Extending Loan in SCF
Ecosystem (Lin & Lin, 2016). Penelitian ini menyajikan proses
untuk mengevaluasi individu yang optimal dalam memberikan
pinjaman kepada pemberi modal dengan pendekatan AHP
-TOPSIS. Tahap pertama, membangun kriteria dan subkriteria
dengan memodifikasi metode Delphi. Tahap kedua, AHP
digunakan dalam memperoleh bobot kriteria dan subkriteria.
Tahap ketiga, pendekatan TOPSIS untuk menentukan peringkat
individu yang optimal dalam memberikan pinjaman secara
keseluruhan dalam beberapa kriteria evaluasi. Selanjutnya,
penelitian ini menerapkan studi kasus industri smartphone SC
untuk menilai alternatif yang optimal.

22. Penelitian dengan judul Architectural design quality
assessment based on analytic hierarchy process: A case study
(1) (Harputlugil, et al, 2014). Penelittian ini bertujuan untuk
menilai kualitas desain arsitektur dalam proses desain dari
perspektif preferensi pemangku kepentingan, berangkat dari
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konsep kualitas desain arsitektur. Pendekatan AHP untuk
mengumpulkan dan mengkategorikan berbagai perspektif
keputusan dari masing-masing pemangku kepentingan untuk
pengambilan keputusan dan peramalan yang lebih baik, yang
bertujuan untuk meningkatkan kualitas desain arsitektur.
Pendekatan ini dimaksudkan untuk digunakan untuk berbagai
proses desain, mulai dari pra-desain hingga desain akhir.

23. Penelitian dengan judul An application of fuzzy analytic
hierarchy process (FAHP) for evaluating students project(Ayca &
Hasan, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja
siswa dengan fuzzy analytic hierarchy process (FAHP), salah satu
metode pengambilan keputusan multi-kriteria berdasarkan
pendekatan logika fuzzy. Pembentukan sistem yang diusulkan
atas dasar teori set fuzzy menentukan bahwa itu dapat
memberikan manfaat dalam pemodelan ambiguitas ini dalam
proses mental manusia dan juga dapat mencapai hasil yang lebih
adil, lebih sensitif dan obyektif. Penelitian ini digunakan
terutama dalam membuat keputusan penting di perusahaan dan
dalam mengembangkan kendaraan pintar di bidang teknik.

24. Penelitian dengan judul The Development Of The Key
Performance Indicators For School Classroom Facilities (Yusoff, et
al, 2017). Penelitian ini menyajikan studi awal mengidentifikasi
Indikator Kinerja Utama (KPI) untuk fasilitas kelas sekolah. Ini
dimulai dengan identifikasi indikator kinerja utama (KPI) untuk
fasilitas ruang kelas berdasarkan indikator umum yang
dikumpulkan dari tinjauan pustaka. Selain diskusi tentang
pengembangan kuesioner serta membahas hasil survei. Latar
belakang responden, hasil analisis deskriptif mengenai pendapat
siswa tentang fasilitas kelas, dan peringkat KPI untuk fasilitas
ruang kelas adalah salah satu fokus utama analisis. KPI ini dapat
digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan kinerja
manajemen fasilitas di sekolah. Peningkatan kinerja manajemen
fasilitas pada gilirannya akan meningkatkan kinerja fasilitas.

25. Penelitian dengan judul Key performance indicators for
successful simulation projects (Jahangirian, et al., 2017).
Penelitian ini mengusulkan kerangka kerja top-down dimana 15

Indikator Kinerja Utama (KPI) dikembangkan yang mewakili
tingkat keberhasilan proyek simulasi dari berbagai perspektif.
Hal tersebut terkait dengan satu set Critical Success Factors (CSF)
seperti yang dilaporkan dalam literatur simulasi. Ukuran tunggal
yang disebut Ukuran Keberhasilan Proyek (PSM), yang mewakili
tingkat keberhasilan total proyek, diusulkan. Temuan penelitian
menyoroti beberapa pola tentang pentingnya CSF individu, dan
bagaimana KPI digunakan untuk mengidentifikasi area masalah
dalam proyek simulasi.

26. Penelitian dengan judul Key Performance Indicators in
Corporate Finance (Strelnik, et al, 2015). Pelevansi penelitian
disebabkan oleh kebutuhan untuk menilai dampak sistem KPI
untuk pertumbuhan kesejahteraan pemegang saham dan
kepuasan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Konsep
KPI menunjukkan meluasnya penggunaan faktor-faktor ini
sebagai ukuran efisiensi internal dan eksternal, serta insentif
bagi manajemen untuk memenuhi tujuan strategis perusahaan.
Artikel ini meneliti pengaruh indikator kinerja utama pada nilai
perusahaan Rusia. Penelitian ini menggunakan alat-alat
penelitian ekonometrik berikut: analisis isi dan pemodelan
ekonometrik.

27. Penelitian dengan judul Identifying Key Performance
Indicators for Academic Departments in a
Comprehensive (Rajkaran & Mammen, 2014). Penelitian ini
merumuskan Key Performance Indicators (KPI) berbasis
konsensus untuk departemen akademik di universitas dan untuk
mengidentifikasi kekhawatiran dalam mencapainya. Penelitian
ini melibatkan baik kuantitatif (kuesioner) dan desain kualitatif
(wawancara). Data yang dianalisis berfungsi sebagai penunjuk ke
KPI optimum untuk departemen. Pada peneltiian ini termasuk
tingkat kelulusan yang direkomendasikan untuk sertifikat,
diploma dan gelar, tingkat throughput; evaluasi departemen dan
tinjauan program; dan tingkat minimum kualifikasi staf per
program (satu kualifikasi lebih tinggi dari yang ia ajarkan).
Rekomendasi mencakup langkah-langkah jangka pendek dan
menengah untuk mencapai KPL.




28. Penelitian dengan judul Key Performance Indicators
Evaluation and Performance Measurement in Dry Port-Seaport
System: A Multi Criteria Approach (Bentaleb, et al, 2015).
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan
kinerja yang diperlukan dalam mencapai daya saing pada
layanan pelabuhan kering dari transportasi multimodal. Dalam
makalah ini, kerangka model multi-kriteria hirarkis pada KPI
digunakan untuk mengembangakan sistem port-pelabuhan
kering. Kerangka kerja ini dapat digunakan oleh manajer pada
berbagai tingkat sistem.

29. Penelitian dengan judul Evaluasi Kebijakan Penilaian
Kinerja Perwira Staf Logistik di Lingkungan TNI. Penelitian ini
bertujuan untuk memberikan evaluasi kebijakan dengan
pendekatan Discrepancy Evaluation Model (DEM), Analytical
Hierarchy Process (AHP) dan Key Performance Indicator (KPI).
Metode DEM digunakan untuk identifikasi kriteria dan analisis
gap antara kondisi yang relevan dengan kondisi yang diharapkan,
metode AHP digunakan untuk memberikan bobot pada kriteria
dan penentuan rekomendasi hasil penelitian, KPI digunakan
untuk identifikasi indikator kunci pada pengembangan
instrumen kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan
mix (kualitatif dan kuantitatif) yang terdiri dari lima tahap
identifikasi standar kriteria, penentuan instrumen penilaian,
pembobotan kriteria dan analisis gap, rekomendasi hasil,
pengembangan/revisi kebijakan. Terdapat empat obyek yang
akan dievaluasi yaitu evaluasi desain, evaluasi instalasi, evaluasi
implementasi dan evaluasi hasil kebijakan.

30. Penelitian dengan judul The Impact of Soldier Quality on
Army Performance, David K. Horne (2018), yang membahas
tentang evaluasi kinerja dan dampaknya terhadap kualitas
kinerja personel militer dengan meggunakan evaluasi AFQT skor,
yang dapat memprediksi secara kualitatif nilai kinerja tentara.
Secara khusus, sebagai daftar kriteria, untuk memberikan
informasi tambahan tentang kinerja independen prajurit.
Artinya penilaian kinerja prajurit militer harus secara khusus
padaleveljob diskripsinya.

31. Penelitian Denys Amos et al (2000) dalam penelitiannya
dengan judul Physiological and Cognitive Performance of Soldiers
Conducting Routine Patrol and Reconnaissance Operations in the
Tropics, yang meneliti tentang evaluasi penilaian kinerja militer
yang secara khusus dikaitkan dengan kinerja fisiologis dan
psikologis prajurit infantri yang melakukan seksi operasi patroli
dan pengintaian di Australia utara. Penelitian ini langsung
memberikan evaluasi bahwa penilaian kinerja prajurit militer
harus secara khusus pada job diskripsi dan tugas di lapangan
yang diembannya, bukan pada fungsi penilaian militer secara
umum.

32. Penelitian Aharon S. Finestone (2014) berjudul Evaluation
of the Performance of Females as Light Infantry Soldiers yang
membahas tentang evaluasi kinerja prajurit infantri. Penelitian
ini juga memberikan evaluasi bahwa penilaian kinerja prajurit
militer dilakukan dengan melihat secara khusus pada job
diskripsi dan tugas di lapangan yang diembannya, bahkan bisa
berdasarkan jenis kelaminnya, artinya penilaian prajurit pria dan
wanita mempunyai indikator yang berbeda, selain nilai
perbedaan pada tugasjobnya dan bukan penilaian kinerjaumum.

Adapun critical review yang didapat dari penelitian-penelitian
terdahulu yang terkait khususnya penilaian kinerja prajurit militer
adalah bahwa penilaian kinerja militer di negara luar negeri adalah
harus bersifat Spesifik dan Khusus sesuai dengan Job Deskripsi dan
tugas Prajurit militer di lapangan, sesuai yang disampaikan oleh para
peneliti di atas. Hal ini sangat berbeda dengan penilaian kinerja
prajurit perwira TNI yang masih bersifat umum. Hal inilah yang
mendasari dan menjadi gap pada penelitian Disertasi ini, untuk
melakukan pengembangan model evaluasi kinerja Perwira TNI secara
spesifik lagi berdasarkan evaluasi Discrepancy Evaluation Model
(DEM) yang dikembangkan dengan mengintegrasikan pada model
Analytical Hierarchy Proess (AHP) dan Key Performance Indicator (KPI),
yang menghasilkan penilaian kinerja yang bersifat spesifik dan khusus
sesuai job deskripsinya. Integrasi tersebut menjadi hal pengembangan
model dan sebagai hal keterbaharuan. Secara parsial model dan




metode ini sudah sering banyak dilakukan oleh para peneliti-peneliti
sebelumnya, namun penggunaan model dan metode tersebut secara
terintegrasi belum pernah dilakukan.




BAB 3
METODE PENELITIAN

A. Tempat, Waktu dan Subyek Penelitian.

Tempat atau lokasi dalam penelitian difokuskan pada satuan
kerja yang merepresentasikan kondisi kinerja TNI, khususnya satuan
logistik TNI yang secara keseluruhan berperan dalam melakukan
proses evaluasi kebijakan penilian kinerja perwira staf. Subyek
penelitian dipilih secara purposive sesuai kebutuhan di Komando
Utama (Kotama) TNIyang menjadi tempat penelitian ini, yang meliputi
Kotama-Kotama TNI yang menjadi bagian fungsi-fungsi logistik, mulai
dari penentuan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan
sampai dengan penghapusan. Kotama-Kotama Operasi TNI terutama
Staf logistik yang terlibat dalam aliran distribusi bekal logistik di
lingkungan TNI dijadikan sebagai tempat penelitian. Kotama-Kotama
TNI tersebut, meliputi : Staf Logistik Panglima TNI, Badan Pembekalan
TNI, Dinas/Satuan Perbekalan TNI.Dipilihnya Staf Logistik Panglima
TNI, Badan Perbekalan TNI dan Dinas/Satuan Perbekalan TNI sebagai
obyek penelitian adalah karena satuan kerja tersebut sangat terkait
erat dengan sistem logistik rekam jejak penugasan dan tempat para
stakeholder memberikan kontribusi dalam bidang logistik mulai dari
perencanaan sampai dengan penghapusan material logistik.

Penelitian dilaksanakan mulai bulan Oktober 2018 sampai
dengan April 2019 melibatkan Kotama-Kotama terutama Staf logistik
sebagai stakeholder yang berperan dibidang logistik perbekalan.
Pengambilan data berupa kuesioner terbuka dan wawancara
mendalam yang dilakukan selama kurun waktu tersebut. Untuk data-
data variabel dan kriteria kebijakan peniliaian kinerja yang bersifat
kualitatif dan memiliki nilai preferensi, diambil dari para narasumber
expertsebagaiinforman atau narasumber penelitian.

Tiap - tiap Kotama yang terlibat dalam bidanglogistik dipilih
sebagai narasumber expert yang merupakan informan penelitian
diambil secara purposive sesuaidengan kebutuhan. Mereka yang
terpilih sebagai subyek penelitian merupakan expert yang terkait erat
denganlogistik secaralangsung.




B. Pendekatan danDesain Peneltian.
1. Pendekatan Penelitian.

Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian, maka penelitian ini
menggunakan pendekatan Mixed methods research yaitu gabungan
pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Mixed methods
research adalah suatu desain penelitian yang didasari asumsi filosofis
dalam menunjukkan arah atau memberi petunjuk cara
pengumpulan data dan menganalisis data serta perpaduan
pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui beberapa fase proses
penelitian. Sebagai sebuah metoda, Mixed methods research berfokus
pada pengumpulan dan analisis data serta memadukan antara data
kuantitatif dan data kualitatif. Premis sentral yang dijadikan dasar
Mixed methods research adalah menggunakan kombinasi pendekatan
kuantitatif dan kualitatif untuk membandingkan dari beberapa
perspektiftemuan penelitian.

Jenis desain penelitian pada penelitian mixed methods dibagi
menjadi tiga yaitu sequential explanatory, sequential exploratory, dan
concurrent triangulation designs. Pada proses sequential explanatory,
proses simultansi pengumpulan data kuantitatif dilakukan terlebih
dahulu kemudian dilanjutkan data kualitatif. Sedangkan pada proses
sequential exploratory, pengumpulan data kualitatif dilakukan terlebih
dahulu dan dianalisis, kemudian data kuantitatif dikumpulkan dan
dianalisis. Ketiga adalah concurrent triangulation design, pada proses
ini peneliti secara bersamaan atau simultan mengumpulkan data
kuantitatif dan kualitatif, menggabungkan dalam satu analisis metode
kuantitatif dan kualitatif, dan kemudian menafsirkan hasilnya bersama
sama untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dari fenomena
yang menarik (Hancock, 1998).

Penelitian ini menggunakan pendekatan Mixed methods,
dengan menggunakan prosedur Concurrent Triangulation Designs.
Dalam prosedur ini peneliti mengumpulkan, mengolah dan
menganalisa data metode kuantitatif dan kualitatif secara bersama
sama atau simultan, kemudian kedua metode data tersebut
ditriangulasikan digabungkan untuk menghasilkan analisa dan
pembahasan hasil penelitian.

2. Desain Model Penelitian.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan bahwa
sistem penilaian kinerja yang ada di lingkungan TNI masih bersifat
umum dan belumspesifik, artinya penilaian kinerja perwira TNI belum
merepresentasikan secara detail kriteria-kriteria yang spesifik dari
penilaian kinerja perwira staf TNI, sehingga sistem penilaian yang ada
masih memerlukan pengembangan lagi berdasarkan dinamika yang
terjadi. Didasarkan pada hasil pemetaan tersebut maka perlu dibuat
suatu pengembangan model instrumen pada evaluasi penilaian kinerja
bagi perwira staflogistik di lingkungan Mabes TNI. Pengambangan dan
hal keterbaruan berupa tahapan proses yang terintegrasi antara data
kualitatif dengan kuantitatif serta pembobotan kriteria penilaian yang
menghasilkan model instrumen penilaian kinerja baru, yang
sebelumnya belum pernah dilakukan.

Adapun Desain Model yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode penelitian evaluatif dengan mengintegrasikan Model
evaluasi Discrepancy Evaluation Model (DEM) yang berintegrasi
dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Desain model
penelitian dibentuk untuk mengevaluasi setiap tahapan dan
keterkaitan antar tahapan evaluasi dengan dengan metode DEM.
Proses evaluasi dimulai dari pengumpulan data dari setiap tahapan
model evaluasi DEM yang menghasilkan kriteria evaluasi.

Desain evaluasi penilaian kinerja menggunakan integrasi dari
empat aspek dengan fungsinya masing-masing. Proses penentuan
kebijakan, strategi dan upaya, tetap mengacu pada asas-asas
pencapaian tujuan dan sasaran dengan dihadapkan kepada landasan
pemikiran, berupa peraturan perundang-undangan di tingkat
Nasional dan kebijakan pembangunan kekuatan Minimum Esensial
Force TNI. Adapun desain model evaluasi dari penelitian ini dapat
disajikan sebagai berikut:
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Gambar 3.1. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi obyek penelitian yaitu
pengembangan instrumen penilaian evaluasi kinerja perwira staf
logistik sesuai kebijakan Panglima TNI tentang penilaian kinerja
Perwira TNI. Kemudian dijabarkan menjadilima tahap penelitian yaitu
:a) Evaluasi desain dan instalasi kebijakan, b) Evaluasi proses program
kebijakan, c) Analisis gap pada kebijakan, d) Rekomendasi hasil
evaluasi kebijakan, dan e) Pengembangan program kebijakan.

Dari aspek desain penelitian diharapkan penelitian ini
memberikan kebaharuan tentang pengembangan metode evaluasi
penilaian kinerja di lembaga nirlaba seperti TNI yakni melaksanakan
evaluasi kebijakan menggunakan integrasi Metode DEM yang
digunakan untuk identifikasi kriteria dan analisis gap antara kondisi
yang relevan dengan kondisi yang diharapkan, metode AHP digunakan
untuk memberikan bobot pada kriteria dan penentuan rekomendasi
hasil penelitian, dan KPI digunakan untuk identifikasi indikator kunci
pada pengembangan instrumen kebijakan, sehingga memberikan
integrasi evaluasi kebijakan penilaian kinerja dengan pengambilan
keputusan dan pengembangan/revisi kebijakan. Integrasi model-
model tersebut diharapkan menjadi hal kebaikan model dan sebagai
hal keterbaharuan. Secara parsial model dan metode ini sudah sering

banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, namun penggunaan
model model tersebut secara terintegrasi belum pernah dilakukan.

3. KerangkaKonsep tual Evaluasi Kebijakan.
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Gambar 3.2. Kerangka Konseptual Evaluasi Kebijakan
berbasis AHPDEM.

Penelitian ini memiliki beberapa tahapan. Pertama, tahap
identifikasi kriteria. Kedua, tahap analisis dan pembobotan kriteria.
Ketiga, tahap analisis hasil evaluasi dan perbandingan gap antara hasil
evaluasi. Keempat, tahap rekomendasi hasil. Kelima, tahap
pengembangan hasil rekomendasi.

Tahap Kesatu, terdiri dari identifikasi atau tanggapan berupa
kriteria-kriteria dengan pendekatan aspek evaluasi. Dalam
mengidentifikasi kriteria, digunakan studi literatur dari penelitian
sebelumnya serta menggunakan angket berupa wawancara kepada
expert terpilih sejumlah enam orang. Kriteria tersebut merupakan
observasi awal dari elemen-elemen model aspek evaluasi Discrepancy
(DEM). Kemudian melaksanakan standarisasi obyek dari kriteria
tersebut. Hasil dari identifikasi kriteria tersebut merupakan langkah
awal dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan.

Tahap kedua, memberikan analisis dan pembobotan
dari kriteria-kriteria yang didapatkan pada tahap pertama.
Selanjutnya, menentukan obyek dari kriteria pengukuran. Kriteria-
kriteria tersebut selanjutnya diberikan bobot nilai untuk memberikan
analisis kuantitatif pada kerangka evaluasi yang terdiri dari lima aspek
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yaitu Desain (D), Instalasi (I), Proses (P), Hasil (H), Manfaat (M). Pada
tahap ini pembobotan Kkriteria menggunakan metode Analytical
Hierarchy Process (AHP). Selanjutnya dilaksanakan kuisioner untuk
memberikan tanggapan dari masing-masing Kriteria yang telah
didapatkan dengan memberikan skor. Kuisioner dilaksanakan oleh
responden dari penelitian.

Tahap ketiga, analisis hasil evaluasi dan perbandingan gap antara
hasil evaluasi dan tujuan kebijakan dari tahap kedua. Hasil evaluasi
kebijakan tersebut merupakan model kuantitatif yang berasal dari
jawaban responden. Hasil evaluasi tersebut dikomparasi dengan nilai
linguistik yang telah ditentukan, sehingga perhitungan gap evaluasi
dapat diketahui. Dalam tahap ini digunakan pendekatan
metodeDiscrepancy Evaluation Model (DEM).

Tahap keempat, tahap rekomendasi hasil (Gambar 3.3). Dalam
model evaluasi Discrepancy terdapat empat alternatif yang dapat
dilakukan dari hasil evaluasi, yaitu : a) menghentikan program(H-I), b)
merevisi program (H-II), c) melanjutkan program (H-III), d) menyebar
luaskan program (H-1V). Kegiatan evaluasi tentu sangat berguna bagi
pengambilan keputusan, oleh karena itu para pengambil keputusan
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Gambar 3.3. Model Hirarki Pengambilan Keputusan
Rekomendasi Hasil.
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akan menentukan program keberlanjutan program tersebut. Dalam
tahap ini menggunakan metode AHP sebagaimana kelanjutan tahap I
yang berasal dari enam expert terpilih sebagai narasumber.

Tahap Kelima, tahap pengembangan hasil rekomendasi. Hasil dari
rekomendasi tersebut, apakah dihentikan atau dikembangkan
kembali, jika perlu dikembangkan maka diperlukan proses selanjutnya
yaitu pengembangan kebijakan yang telahada dengan merevisi,

melanjutkan atau menyebarluaskan.

4. Identifikasi Kriteria Evaluasi Kebijakan Penilaian Kinerja.

Berikut ini identifikasi kriteria evaluasi kebijakan penilaian

kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1. Kriteria Evaluasi Kebijakan Penilaian Kinerja TNI.

Aspek

G Evaluasi

Kriteria

Key Performance
Indicator

Kode

1. Desain/
Definition

Tujuan Kebijakan
penilaian kinerja

Persentase desain
pembuatan tujuan
kebijakan

D-1

Dasar hukum
pembuatan
kebijakan
penilaian kinerja

Kekuatan dasar
hukum kebijakan

Waktu penilaian
evaluasi

Rencana waktu
pelaksanaan
kebijakan

Obyek evaluasi

Ruang lingkup
obyek evaluasi
kebijakan

Personel yang
dinilai

Keterlibatan
personel yang
dinilai

Personel penilai

Keterlibatan
personel penilai

Sarana/Prasarana

Desain
penggunaan
sarana dan
prasarana

Finansial yang
digunakan

Rencana dukungan
finansial

Instalasi/
Installation

Instrumen
penilaian kinerja

Nilai Persentase
bobot instrumen

Metode penilaian

Nilai Persentase
metode

Sarana/prasarana

Nilai Persentase
sarana/prasarana

Prosedur
pencapaian

Nilai Persentase
prosedur
pencapaian
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Aspek Evaluasi

Kriteria

Key Performance
Indicator

pencapaian

Sistem pelaporan

Nilai Persentase
sistem pelaporan

Proses/ Process

Sosialisasi
program
kebijakan

Nilai Persentase
sosialisasi
program

Pelaksanaan
program
kebijakan

Nilai Persentase
pelaksanaan
program

SDM yang terlibat

Nilai Persentase
Kemampuan SDM
yang terlibat

Pemanfaatan
sarana dan
prasarana
(teknologi)

Nilai
pemanfaatan
sarana dan
prasarana

Jumlah data
evaluasi yang
terkumpul

Persentase
jumlah data
evaluasi

Hasil/ Product

Performa
organisasi

Nilai Persentase
performa
organisasi

Ketercapaian
tujuan dari hasil
yang ditetapkan

Nilai Persentase
ketercapaian
tujuan

Jumlah unit kerja

yang
melaksanakan

Persentase
jumlah unit kerja

Tingkat
kepuasaan
stakeholder

Nilai tingkat
kepuasan
stakeholder

Jumlah aspek
evaluasi yang
dilaksanakan

Persentase

jumlah aspek
evaluasi yang
dilaksanakan

AnalisisManfaat

Dampak
kebijakan

Nilai dampak
kebijakan evaluasi

Keberlanjutan
kebijakan

Nilai keberlanjutan
kebijakan

Instrumen Penelitian.
Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk
mengumpulkan data penelitian, baik data yang kualitatif maupun
kuantitatif. Data kualitatif dapat berupa gambar, kata, dan atau benda
lainnya yang non angka, sedangkan data kuantitatif adalah data yang
bersifat atau berbentuk angka. Dalam penelitian kualitatif instrumen
utamanya adalah peneliti sehingga yang dimaksud dengan instrumen
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penelitian dalam kesempatan ini adalah instrumen penelitian
kualitatif.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat
penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai
instrumen juga harus “divalidasi”atau  yang disebut dengan internal
validity seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian
yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi pada peneliti sebagai
instrumen meliputi: pemahaman metode kualitatif, kesiapan peneliti
memasuki obyek penelitian kualitatif, monitoring dan observasi
terhadap bidang yang diteliti, dan yang melakukan validasi adalah
peneliti sendiri, melalui evaluasi internal pada komponen-komponen
evaluasi (Zohrabi, 2013).

Penetapan instrumen pengumpulan data, meliputi: berupa
dokumentasi, observasi, kuesioner, dan observasi berkaitan dengan
perencanaan program, laporan, pedoman observasi, pedoman
wawancara, rekaman dan fotografi. Khusus untuk instrumen yang
bersifat kuantitatif menggunakan tiga pendekatan (Stufflebeam,
2001), meliputi:

1. Pendekatan yang mengacu pada kriteria eksternal, untuk
validitas empirik.

2. Pendekatan yang mengacu pada reperesentasi domain isi,
untuk validitasisi.

3. Pendekatanyang mengacu padarepresentasi konstruk untuk
validitas konstruk.

Data kuantitatif itu sendiri dapat dikelompokkan menjadi
dua, yaitu: data nominal dan data kontinum. Data dikatakan pada
tingkat nominal atau berskala nominal apabi laangka tersebut
berfungsi untuk identifikasi, yaitu membedakan jenis subyek yang
lainnya. Perbedaan angka hanya menunjukkan adanya obyek atau
subyek yang terpisah dan tidak sama.Sementara itu data yang
kontinum terdiri data yang berskala ordinal, interval, danrasio.

Pada penelitian ini digunakan dua pendekatan instrumen
penelitian yaitu, kualitatif dan kuantitatif. Instrumen kualitatif
digunakan untuk mendapatkan kriteria-kriteria evaluasi dan hasil
Discrepancy dari konsep DEM, sedangkan instrumen kuantitatif
digunakan untuk mendapatkan nilai pembobotan Kkriteria serta
mengetahui performansi dari kebijakan yang telah diselenggarakan.
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Tabel 3.2.Rancangan Instrumen DEM.

STAND

ASPEK | KRITERIA | BOBOT | SKOR | PERFORMA AR

1 2 3 4 5 6
DESAIN D1
D2
INSTALAS| -
-2
PROSES P-1
P2
HASIL H-1
H-2
ANALISIS O-1
MANFAAT | 02

Rancangan instrumen penelitian untuk menentukan
nilai Discrepancy tertuang pada Tabel 3.2 diatas. Intrumen terdiri dari
sembilan kolom. Kolom pertama yaitu aspek,kolom ini merupakan
obyek yang menjadi bagian dari model dari studi literatur dan
pandangan pada expert. Kolom ketiga yaitu bobot, kolom ini menilai
hasi bobot kriteria yang didapat dari perhitungan metode AHP. Kolom
empat yaitu skor, kolom ini menilai kriteria dari penilaian reponden
untuk mengetahui performa kebijakan. Kolom kelima yaitu performa,
kolom ini didapat dari hasil perkalian antara bobot dan skor. Kolom
keenam yaitu standar, kolom ini merupakan acuan dari nilai mutlak
kriteria. Kolom tujuh yaitu comparison, kolom ini sebagai pembanding
untuk mengetahui nilai Discrepancy. Pada kolom keterangan
merupakan kolom nilai secara linguistik. Kolom sembilan,
merupakan kolom penilaian Discrepancy secara kualitatif. valuasi.
Kolom kedua yaitu kriteria, kolom ini merupakan bagian dari aspek
penilaian, kriteria tersebut didapat dari studi literatur dan pandangan
pada expert. Kolom ketiga yaitu bobot, kolom ini menilai hasil bobot
kriteria yang didapat dari perhitungan metode AHP. Kolom empat yaitu
skor, kolom ini menilai kriteria dari penilaian reponden untuk
mengetahui performa kebijakan. Kolom kelima yaitu performa, kolom
ini didapat dari hasil perkalian antara bobot dan skor. Kolom keenam
yaitu standar, kolom ini merupakan acuan dari nilai mutlak kriteria.
Kolom tujuh yaitu comparison, kolom ini sebagai pembanding untuk
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mengetahui nilai Discrepancy. Pada kolom keterangan merupakan
kolom nilai secara linguistik. Kolom sembilan, merupakan kolom
penilaian Discrepancy secara kualitatif.

Tabel 3.3. Nilai Linguistik pada Penelitian

Nilai AHP Skor | Hasil (%) Kategori
9 91-100 SangatBagus (SB)

7-8 81-90 Bagus (B)

5-6 71-80 Cukup (C)

3-4 61-70 Kurang (K)
1-2 0-60
Sumber: (Hossain, et al., 2014); (Zardasti, et al.,, 2018) ;

(Zaman, et al., 2017); (Siswanto, et al., 2018)

Sangat Kurang (SK)

Berdasarkan Tabel 3.3 diatas, kolom nilai AHP merupakan
panduan penilaian untuk kriteria pada kuisioner metode AHP. Kolom
skor merupakan nilai pada dasar penilaian responden. Kolom hasil
merupakan penilaian kuantitatif hasil dari performa kriteria. Kolom
kategori merupakan nilai linguistik yang diisikan pada kolom
keterangan (Tabel 3.2).

Pemberian skor pada setiap kriteria menggunakan skala 1-5
dengan keterangan sebagai berikut:

1. Skor 5. Deskripsi Sangat Baik (SB), dengan keterangan jika
kriteria tersebut sangat relevan dengan item indikator yang
diteliti.

. Skor 4. Deskripsi Baik (B), dengan keterangan jika kriteria
tersebut sesuai dengan item indikator.

. Skor 3. Deskripsi Cukup (C), dengan keterangan jika kriteria
tersebut cukup relevan dengan item indikator.

. Skor 2. Deskripsi Kurang (K), dengan keterangan jika kriteria
tersebutkurangrelevan dengan item indikator.

. Skor 1. Deskripsi Sangat Kurang (SK), dengan keterangan jika
kriteriatersebuttidak relevan dengan item indikator.

D. TeknikPengumpulanData.

Data utama merupakan data primer sedangkan data suplemen
merupakan data sekunder. Data primer merupakan sumber data
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penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa
melalui perantara) untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data
primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individu maupun
kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian, kegiatan
dan hasil pengujian. Sedangkan data sekunder merupakan sumber
yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,
misalnya melalui orang lain atau melalui suatu dokumen(Imas & Rist,
2009).

Data utama dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata
kata wawancara dan survei. Selebihnya merupakan data
tambahan atau data sekunder seperti dokumen, dll. Sumber data
sekunder dapat dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan
berupa buku-buku, kertas kerja konferensi, lokakarya, seminar, dan
simposium, laporan-laporan penelitian, majalah dan sebagainya yang
erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan, guna mendapatkan
landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan
formal dan melalui naskah resmi yang ada. Penulusuran data sekunder
dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penulusuran secara manual
untuk data dalam format kertas hasil cetakan dan penulusuran dengan
komputer untuk data dalam format elektronik, berupa file/ soft copy,
program dan data base(Flick, 2009).

Proses pengumpulan data primer dan data sekunder dalam
penelitian ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut
(Sani, 2013).

1. Dokumentasi.

Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi dilakukan
untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi data serta informasi
yang ada pada sumber data, yang dianggap dapat menjawab
pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini studi
dokumen dilakukan untuk mempelajari aspek regulasi/hukum,
biodata SDM, capaian prestasi, posisi/jabatan, perencanaan dan
realisasi program.

2. Angket.

Angket merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data
secara tidak langsung. Instrument atau alat pengumpulan datanya
juga berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus
dijawab atau direspon oleh responden. Tujuan penyebaran angket
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Tabel 3.4. Rencana Instrumen Penelitian.

Aspek Narasumber Metode

2 3 4

Identifikasi Kkriteria, . E001 . Wawancara.
standar penilaian, dan . E002 . Observasi.
pembobotan. . E003 . Kuisioner.

. E004 . Analisis

. E005 Data.

. E006

Skor penilaian kriteria | Responden . Kuisioner.

. Observasi.

. Analisis
Data.

Penilaian performa Analisis data
kebijakan

E001 . Wawancara.
E002 . Observasi.
E003 . Kuisioner.
E004 . Analisis
E005 Data.

E006

Rekomendasi hasil
evaluasi

E001 . Wawancara.
E002 . Observasi.
E003 . Kuisioner.
E004 . Analisis
E005 Data.

E006

Pengembangan
rekomendasi hasil

ol W R W

ialah untuk mencari sebuah informasi yang lengkap mengenai
suatu masalah dari responden tanpa merasa khawatir bila
responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan
kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan. Disamping itu,
responden mengetahui informasi tertentu yang diminta. Teknik
angket ini terutama difokuskan untuk menjaring data tentang:
requirement stakeholder, sarana-prasarana, kepuasan kerja/user.
Angket dibedakan menjadi dua jenis yaitu: angket terbuka
dan angket tertutup. Angket Terbuka berisi sebuah pertanyaan
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atau pernyataan yang dapat diisi oleh responden dengan jawaban
yang bebas tanpa ada unsur paksaan. Dalam soal angket, tidak ada
anak pertanyaan ataupun sebuah rincian yang mengarahkan
responden pada sebuah jawaban.

3.  Observasi.

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan
melalui pengamatan langsung terhadap obyek atau sampel
penelitian. Observasi memberikan gambaran sistematis mengenai
peristiwa, tingkah laku, atau karya yang dihasilkan dan peralatan
yang digunakan. Kegiatan observasi pada penelitian ini dilakukan
untuk menjaring data: sarana-prasarana, aktifitas SDM, teknik
penilaian kinerja, instrumen, dan capaian prestasi pada program
kebijakan penilaian kinerja staf organisasi.

Tabel 3.5. Contoh Panduan Observasi Responden Penelitian

Skor
SK | K| C| B |[sB

No Kriteria Pernyataan

ASPEK DESAIN
1 |Dasar
hukum kebijakan penilaian kinerja

Tujuan dari kebijakan penilaian
kinerja

3
ASPEK INSTALASI

4 |Intrumen Penilaian kinerja
Kriteria

5 |Metode penilaian kinerja

6
ASPEK PROSES

7 |Sosialisasi program kebijakan

8 |Pelaksanaan program

9
ASPEK HASIL

10 |Performa organisasi.

11 |Ketercapaian tujuan/hasil yang
ditetapkan.

12
ASPEK DAMPAK/MANFAAT

13 |Dampak Kebijakan

14 |Keberlanjutan kebijakan

15

4. Wawancara.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang
dilakukan melalui dialog langsung antara peneliti dengan
informan/sumber data yang dianggap dapat memberi informasi/data
tentang keadaan, opini, maupun sikap yang relevan dengan capaian
prestasi tingkat nasional dan internasional, posisi dan jabatan,
realisasi perencanaan program kerja serta keinginan dari stakeholder
untuk kebaikan organisasi.

Teknik wawancara dapat dilakukan dengan tiga macam
pendekatan yaitu: 1) dalam bentuk percakapan informal, 2)
menggunakan panduan berisi garis besar pokok-pokok, topik atau
masalah yang dijadikan pegangan dalam perbincangan, 3)
menggunakan daftar pertanyaan yang lebih terinci, namun bersifat
terbuka yang telah disiapkan (Alshenqeeti, 2014). Dalam penelitian ini
teknik wawancara dilakukan kepada Stakeholder yang terlibat dalam
sistem kerja TNI.

Tabel 3.6. Contoh Pedoman Wawancara Narasumber.

No. Pertanyaan Jawaban

Menurut Saudara, Bapak/Ibu, apakah dasar
hukum kebijakan penilaian kinerja sudah
sesuai dengan kondisi saat ini ?

Menurut Saudara, Bapak/Ibu, apakah
Petunjuk Teknis Penilaian kinerja di
Lingkungan TNI saat ini berpengaruh
terhadap profesionalisme prajurit ?

Menurut Saudara, Bapak/Ibu, apakah
Petunjuk Teknis Penilaian kinerja di
Lingkungan TNI saat ini berpengaruh yang
besar terhadap aspek pelayanan terhadap
prajurit TNI?

E. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan proses pencandraan/description dan
penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah
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terkumpul. Analisis kualitatif merupakan suatu analisis yang
digunakan untuk membahasdan menerangkan hasil penelitian
mengenai berbagai gejala atau kasus yang dapat diuraikan dengan
menggunakan kata-kata yang tidak dapat diukur dengan angka-angka
tetapi memerlukan penjabaran uraian yang jelas (Morra Imas & Rist,
2009). Data yang diperoleh hanya bersifat memberikan keterangan
dan penjelasan. Tahap analisis data dan pengolahan data dalam
penelitian ini ditunjukkan Gambar 3.4. yang meliputi:

1. Pemahaman kompleksitas dalam sistem evaluasi penilaian
kinerja.

2. ldentifikasi dan pendefinisian masalah dalam sistem evaluasi
penilaian kinerja.

3. Konseptualisasisistem evaluasi penilaian kinerja.

4. Penyusunan formulasi model evaluasi dan kebijakan dalam
sistem evaluasi penilaian kinerja.

5. Melakukan brainstorming dan validasi stakeholder.

6. Menganalisis dan mengevaluasi kebijakan serta perbaikan.

7. Mengimplementasikan kebijakan evaluasi penilaian yang
Implementasi Kebijakan Pemahaman Sistem Identifikasi dan
Defenisi Masalah Konseptualisasi Sistem Analisis Kebijakan
dan Perbaikan Simulasi dan Validasi Formulasi Model terbaik.

Pemahaman

Sistem

AAA A A
Implementasi 7 § i | G -
Kebijakan /| ! i - Identifikasi dan

Defenisi Masalah

Analisis Kebijakan"
dan Perbaikan

Brain stroming& =i Konseptualisasi
Validasi Sistem

\ Fomulasi Model /

Penilaian Kinerja

Gambar 3.4. Diagram Tahapan Analisis Data Penelitian
(Sumber : Olahan data Peneliti, 2018)
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Proses analisis data didasarkan pada penyederhanaan dan
interpretasi Proses analisis data didasarkan pada penyederhanaan
daninterpretasi data yang dilaksanakan sebelum, selama dan sesudah
proses pengumpulan data. Proses ini terdiri dari tiga sub proses yang
saling berkaitan yaitu data reduction, data display, dan conclusion
drawing/verification. Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan
secara kontinyu, yaitu selama berlangsungnya penelitian dan sesudah
penelitian di lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk menyeleksi data-
data yang benar-benar diperlukan dan mendukung permasalahan
serta topik yang dijadikan fokus penelitian.

1. Data Reduction. Data merupakan proses pemilahan,
penyederhanaan, transformasi data mentah yang diperoleh dari
berbagai sumber. Langkah-langkah yang dilakukan yakni
menajamkan sebuah analisa, menggolongkan kedalam tiap
permasalahan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu serta
mengordinasikan data sehingga dapat diverifikasikan. Pada
penelitian ini reduksi data dilakukan pada setiap komponen
dari tahapan evaluasi desain, instalasi program kebijakan
penilian kinerja, proses program kebijakan, hasil dari kebijakan.
Hasil penyederhanaan, pengelompokkan, dan pemberian
makna dari data selanjutnya dikonfirmasikan kelayakannya
berdasarkan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan pada
tahapan konteks, input, proses, produk, dan outcome pada
proses penilaian kinerja perwira staf logistik.

2. Data Display. PenyajianData berfungsi untuk melihat gambaran
keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian ini, data yang
diperoleh dituangkan dalam bentuk grafik, tabel, dan atau teks
naratif. Melalui penyajian data ini, memudahkan untuk
memahami apa yang terjadi pada program, kemudian
merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan pemahaman itu.
Pada penelitian ini penyajian data dilakukan pada setiap
komponen dari tahapan evaluasi desain, instalasi program
kebijakan, proses program kebijakan, hasil dari kebijakan.
Penyajian data hasil evaluasi digambarkan dalam bentuk tabel
yang memuat komponen evaluasi, temuan, kategori temuan, dan
hasil keputusan evaluasi pada proses penilaian kinerja.
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3. Conclusion/verification. Kesimpulan/verifikasi adalah
upaya untuk memaknai data yang telah dikumpulkan
dengan mencari pola, hubungan, persamaan dari hal-hal
yang sering timbul.

Proses ini dilakukan proses interpretasi data dengan
melakukan sintesis terhadap data yang telah dikumpulkan sambil
terus melakukan proses verifikasi terhadap kesimpulan yang telah
dibuat secara tentatif, yang kemudian dapat dirumuskan kesimpulan
yang lebih tepat.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data.

Pada penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi sebagai
pemeriksaan keabsahan data. Triangulasimerupakan salah satu teknik
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di
luar data, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding
terhadap data yang telah diperoleh. Terdapat empat tipe dasar
triangulasi: 1) triangulasi data, 2) triangulasi investigator, 3)
triangulasi teori, dan 4) triangulasi metodologis (Unaids, 2010).
Selanjutnya dilakukan dua jenis triangulasi yaitu triangulasi teknik dan
triangulasi sumber. Triangulasi teknik dapat diartikan bahwa peneliti
menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk
mendapatkan data dari sumber yang sama, sedangkan triangulasi
sumber diartikan bahwa untuk mendapatkan data dari sumber yang
berbeda-beda dengan teknik yang sama.

G. Diagram Alir Penelitian.

Berdasarkan Gambar 3.5. Penelitian ini diawali dengan
identifikasi studi literatur, observasi awal untuk mengidentifikasi
rumusan masalah dan fokus penelitian. Pada tahap evaluasi,
dilaksanakan identifikasi dan pembobotan serta penentuan nilai
standar kriteria. Kemudian dilaksanakan penilaian atau skoring pada
kriteria yang telah ditentukan dalam memberikan evaluasi terhadap
program kebijakan penilaian kinerja hingga didapatkan sebuah gap
atau Discrepancy. Hasil dari evalausi tersebut akan dibuat
rekomendasi untuk menentukan keberlanjutkan dari program
kebijakan. Dalam tahap evaluasi ini digunakan pendekatan metode
evaluasi DEM dan metode pembobotan AHP dengan analisis data
instrumen pada Excel.

Gambar 3.5. Diagram Alir Penelitian.

Studi literatur,
observasi awal

penelitian

Identifikasi
Rumusan Masalah

!

Identifikasi Fokus
Penelitian

Tahap Awal

v

A

v

Penentuan Standar
Variabel & Validasi
Instrumen

Pengumpulan dan
penilaian data
lapangan

Identifikasi
kesenjangan antara
Performa & Standar

| v

Perumusan

Rekomendasi
I Tahap Evaluasi
v

Pengembangan
Instrumen Penilaian
Kinerja Baru

\ 4
Analisis data dan

pembahasan
I | Tahap Pengembangan

Penarikan
kesimpulan

Tahap Akhir

Tahap pengembangan dilakukan setelah didapat rekomendasi
hasil dari evaluasi kebijakan apakah program kebijakan tersebut
dihentikan atau dikembangkan kembali. Jika perlu dikembangkan
maka diperlukan proses selanjutnya yaitu pengembangan kebijakan
yang telah ada dengan merevisi, melanjutkan atau menyebarluaskan.
Pada tahap ini digunakan integrasi metode DEM sebagai metode
utama penelitian, AHP dan KPI sebagai metode pendukung.
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PEMBAHASAN

BAB 4
PEMBAHASAN

Pada Bab ini membahas mengenai analisis dari hasil penelitian
dan pembahasannya melalui proses tahapan-tahapan yang telah
dilakukan beserta temuan-temuan yang didapat. Data yang dihasilkan
dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif dan kualitatif. Data
kuantitatif diperoleh dari hasil kuisioner oleh beberapa epxert dan
responden yang ditenukan. Sedangkan data kualitatif diperoleh dari
hasil data wawancara mendalam pada lembar observasi. Data yang
diperoleh ini selanjutnya akan dianalisis untuk menguji hasil dari
penelitian yang telah dilaksanakan. Adapun penghitungan pengolahan
data dalam penelitian ini menggunakan bantuan software Super
Decision, Microsoft Excel.

A. EvaluasiKebijakan Penilaian Kinerja.

Evaluasi program kebijakan penilaian kinerja Perwira staf logistik
TNI harus sesuai dengan Visi dan Misi Kebijakan Penilaian Kinerja,
yang meliputi enam aspek visi dan misi antara lain Desain (D), Instalasi
(I), Proses (P), Hasil (H), Manfaat (M), dan ditambah dengan
keberlanjutan program.

1. Analisis Aspek Desain

Dalam tahap ini, dirumuskan Tujuan kebijakan penilaian
kinerja (D-1), Dasar hukum pembuatan kebijakan (D-2), Rentang
waktu penilaian (D-3), Obyek evaluasi (D-4), Personel yang dinilai
(D-5, Personel penilai (D-6), Sarana/prasarana (D-7) serta
Finansial yang digunakan (D-8) dalam pelaksanaan program
kebijakan penilaian kinerja perwira staflogistik.

Berdasarkan hasil analisis dan kuisioner terhadap responden
expert, maka didapatkan nilai evaluasi penilaian kinerja perwira
staf logistik pada aspek Desain secara urutan dari Discrepancy
tertinggi ke terendah, sebagai berikut:




Tabel 4.1. Nilai Hasil Evaluasi Aspek Desain
(Discrepancy dari terendah ke tertinggi)

Aspek Evaluasi Kriteria Comp (%) Discrepancy (%)
D-4 88,99 11,01
D-6 83,34 16,66
D-5 79,21 20,79
D-2 78,35 21,65
D-8 77,92 22,08
D-3 76,37 23,63
D-7 75,31 24,69
D-1 69,60 30,40
Nilai Akhir 78,64 21,36

Desain/ Design

KRITERIA ASPEK DESAIN KET

S

|

Obyek evaluasi Baik

Personel penilai Baik
Personel yang dinilai Cukup
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Sarana/ Prasarana Cukup
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Gambar 4.1. Hasil Model Evaluasi Aspek Desain.

Berdasarkan Tabel 4.1 dan Gambar 4.1 diatas terlihat bahwa,
Evaluasi aspek Desain pada kebijakan penilaian kinerja perwira
logistik mendapat nilai total discrepancy sebesar 21,36% dengan
keterangan Cukup, artinya pada aspek Desain sudah cukup memenuhi
kebutuhan untuk dilaksanakan evaluasi kebijakan. Secara lebih
terperinci, aspek Desain yang memiliki delapan kriteria dengan Urutan
nilai discrepancysbb.: 1) Kriteria obyek evaluasi (D-4) mendapat nilai
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discrepancy sebesar 11,01% dengan keterangan baik; 2) Kriteria
personel penilai (D-6) mendapat nilai discrepancy sebesar 16,66%
dengan keterangan baik; 3) Kriteria personel yang dinilai (D-5)
mendapat nilai discrepancy sebesar 20,79% dengan keterangan cukup;
4) Kriteria dasar hukum pembuatan kebijakan penilaian kinerja (D-2)
mendapat nilai discrepancy sebesar 21,65% dengan keterangan cukup;
5) Kriteria finansial (D-8) mendapat nilai discrepancy sebesar 22,08%
dengan keterangan cukup. 6) Kriteria waktu penilaian evaluasi (D-3)
mendapat nilai discrepancy sebesar 23,63% dengan keterangan cukup;
7) Kriteria Sarana/Prasarana (D-7) mendapat nilai discrepancy
sebesar 24,69% dengan keterangan cukup; 8) Kriteria Tujuan
Kebijakan penilaian kinerja (D-1) memiliki nilai evaluasi discrepancy
sebesar 30,40% dengan keterangan kurang.

Berdasarkan hasil urutan ranking tersebut di atas maka menjadi
suatu temuan bahwa kriteriaTujuan Kebijakan Penilaian Kinerja (D-
1)memiliki nilai Kurang dengan discrepancy tertinggi yaitu 30,40%.Hal
ini disebabkan karena pada kriteria Tujuan Kebijakan berdasarkan
pengisian kuisioner, dan wawancara yang mendalam dengan para
expert dianalisa bahwa saat ini Tujuan Kebijakan Penilaian Kinerja
belum sepenuhnya tersusun secara sistematis dengan baik, artinya
bahwa kriteria Tujuan Kebijakan Penilaian Kinerja memiliki
kesenjangan yang tinggi terhadap standar penilaian kinerja. Hal ini
berdampak atau mempunyai implikasi pada Tujuan Kebijakan masih
bias dan belum terfokus, sehingga aspek-aspek utama pada kriteria
Tujuan Kebijakan masih belum bisa tercapai, sehingga perlu mendapat
perhatian khusus dan menjadi prioritas dalam revisi kebijakan
penilaian kinerja. Maka rekomendasi yang dapat dilakukan adalah
dengan melakukan Revisi secara Fokus dan Terstruktur pada aspek
Tujuan Kebijakan Penilaian Kinerja (D-1) untuk mendapatkan hasil
yang baik dan mendekati standar evaluasi yang diharapkan pada
model. Sedangkan pada kriteria Obyek Evaluasi (D-4) memiliki nilai
Baik dengan discrepancy terendah 11,01% menghasilkan nilai evaluasi
kebijakan yang semakin mendekati standar model penilaian yang
diharapkan. Namun demikian secara umum pada aspek Desain, perlu
dilakukan Revisi pada kriteria berdasarkan prioritas dari urutan nilai
discrepancy yang didapatkan.




2. Analisis Aspek Instalasi.

Tabel 4.2. Nilai Hasil Evaluasi Aspek Instalasi
(Discrepancy dari terendah ke tertinggi)

Aspek Evaluasi Kriteria Comp (%) | Discrepancy (%)
Instalasi/ Installation -3 79,64 20,36
I-5 66,37 33,13
-2 61,71 38,29
I-4 60,82 39,18

I-1 49,81 50,19
Nilai Akhir 63,77 36,23

KRITERIA ASPEK INSTALASI Disc;;;;ancy

Sarana/prasarana 20,36 Cukup

Sistem Pelaporan 33,13 Kurang

Metode penilaian 38,29 Kurang

Kinerja Staf Logistik
(Aspek Instalasi)

Prosedur pencapaian 39,18 Kurang

Evaluasi Kebijakan Penilaian

Instrumen penilaian kinerja 50,19 Kurang

Gambar 4.2. Hasil Model Evaluasi Aspek Instalasi.

Berdasarkan hasil dari Tabel 4.2 dan Gambar 4.2 diatas terlihat
bahwa, Evaluasi aspek Instalasi pada kebijakan penilaian kinerja
perwira logistik mendapat nilai total discrepancy sebesar 36,23%
dengan keterangan Kurang. Artinya pada aspek Instalasi sudah harus
memenuhi kebutuhan untuk dilaksanakan Evaluasi kebijakan. Aspek
Instalasi memiliki lima kriteria dengan urutan nilai discrepancydari
terendah ke tertinggi sebagai berikut: 1) Kriteria Sarana/Prasarana (I-
3) mendapat nilai hasil discrepancy sebesar 20,36% dengan
keterangan cukup; 2) Kriteria Sistem Pelaporan (I-5) mendapat nilai
hasil discrepancy sebesar 33,13% dengan keterangan kurang. 3)
Kriteria Metode Penilaian Kinerja (I-2) mendapat nilai hasil
discrepancy sebesar 38,29% dengan keterangan kurang; 4) Kriteria
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Prosedur Pencapaian(I-4) mendapat nilai hasil discrepancy sebesar
39,18% dengan keterangan kurang; 5) Kriteria Instrumen Penilaian
Kinerja (I-1) memiliki nilai hasil evaluasi discrepancy sebesar 50,19%
keterangan kurang.

Berdasarkan hasil urutan ranking tersebut di atas maka menjadi
suatu temuan bahwa kriteria Instrumen Penilaian Kinerja (I-1)
memiliki nilai Kurang dengan discrepancy tertinggi yaitu 50,19%. Hal
ini disebabkan karena pada Kriteria Instrumen Penilaian Kinerja
berdasarkan pengisian kuisioner, dan wawancara yang mendalam
dengan para expert dianalisa bahwa Instrumen Penilaian Kinerja
belum sepenuhnya tersusun secara sistematis dengan baik dan sesuai
prosedur, artinya bahwa kriteria Instrumen Penilaian Kinerja memiliki
kesenjangan yang tinggi terhadap standar penilaian kinerja. Hal ini
berdampak atau mempunyai implikasi Instrumen Penilaian Kinerja
yang masih belum terfokus pada bidang tugas keahlian, sehingga
aspek-aspek utama pada Instrumen Penilaian Kinerja masih belum
bisa tercapai. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dan menjadi
prioritas dalam revisi kebijakan penilaian kinerja. Maka rekomendasi
yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan Revisi secara
sistematis dan mendalam pada aspek Instrumen Penilaian Kinerja (I-
1) untuk mendapatkan hasil yang baik dan mendekati standar evaluasi
yang diharapkan pada model. Sedangkan pada kriteria Sarana
Prasaran (I-3) nilai Cukup, dengan discrepancy terendah 20,36%
yang menghasilkan nilai evaluasi kebijakan yang semakin mendekati
standar model penilaian yang diharapkan, namun belum sempurna.
Sehingga pada aspek Instalasi, perlu dilakukan Revisi pada kriteria
berdasarkan prioritas nilai discrepancy yang didapatkan.

3. Analisis Aspek Proses.

Tabel 4.3. Nilai Hasil Evaluasi Aspek Proses
(Discrepancy dari terendah ke tertinggi)

Aspek evaluasi Kriteria Comp (%) Discrepancy
P-3 85,11 14,89
P-1 80,44 19,56
Proses/ Process P-2 68,97 31,03
P-5 67,40 32,60
P-4 65,65 34,35
Nilai Akhir 73,52 26,48

93




KRITERIA ASPEK PROSES KET
]

SDM yang terlibat 14,89
Sosialisasi program kebijakan 19,56

Pelaksanaan program kebijakan 31,03 Kurang

Jumlah data evaluasi 32,60
Pemanfaatan sarana dan prasarana 34,35 Kurang

Gambar 4.3. Hasil Model Evaluasi Aspek Proses.

Evaluasi Kebijakan Penilaian
Kinerja Staf Logistik
(Aspek Proses)

Berdasarkan hasil dari Tabel 4.3 dan Gambar 4.3 diatas terlihat
bahwa, Evaluasi aspek Proses pada kebijakan penilaian kinerja
perwira logistik mendapat nilai discrepancy sebesar 26,48% dengan
keterangan Cukup. Artinya pada aspek Proses dapat memenuhi
kebutuhan untuk dilaksanakan Evaluasi kebijakan. Secara lebih
terperinci, aspek proses memiliki lima kriteria dengan urutan nilai
discrepancy dari terendah ke tertinggi sebagai berikut: 1) Kriteria SDM
yang terlibat (P-3) mendapat nilai hasil discrepancy sebesar 14,89%
dengan keterangan baik; 2) Kriteria Sosialisasi Program Kebijakan
penilaian kinerja (P-1) memiliki nilai hasil evaluasi discrepancy
sebesar 19,56% dengan keterangan baik; 3) Kriteria Pelaksanaan
Program kebijakan penilaian kinerja (P-2) mendapat nilai hasil
discrepancy sebesar 31,03% dengan keterangan kurang; 4) Kriteria
Jumlah Data Evaluasi yang terkumpul (P-5) mendapat nilai hasil
discrepancy sebesar 32,60% dengan keterangan kurang. 5) Kriteria
Pemanfaatan Sarana/Prasarana (P-4) mendapatnilai hasil discrepancy
sebesar 34,35% dengan keterangan kurang.

Berdasarkan hasil urutan ranking tersebut di atas maka menjadi
suatu temuan bahwa kriteria Pemanfaatan Sarana/Prasarana (P-4)
memiliki nilai Kurang dengan discrepancy tertinggi yaitu 34,35%. Hal
ini disebabkan karena pada kriteria Pemanfaatan Sarana/Prasarana
berdasarkan pengisian kuisioner, dan wawancara yang mendalam
dengan para expert, dapat dianalisa bahwa Pemanfaatan
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Sarana/Prasarana belum sepenuhnya dimanfaatkan secara
terstruktur dengan baik, artinya bahwa kriteria Pemanfaatan
Sarana/Prasarana memiliki kesenjangan yang tinggi terhadap
standart penilaian kinerja. Hal ini berdampak atau mempunyai
implikasikriteria Pemanfaatan Sarana/Prasarana masih belum
terfokus digunakan, sehingga aspek-aspek utama pada Instrumen
Penilaian Kinerja masih belum bisa tercapai.Hal ini perlu mendapat
perhatian khusus dan menjadi prioritas dalam revisi kebijakan
penilaian kinerja. Maka rekomendasi yang dapat dilakukan adalah
dengan melakukan Revisi secara sistematis dan mendalam pada
kriteria Instrumen Pemanfaatan Sarana/Prasarana untuk
mendapatkan hasil yang baik dan mendekati standart evaluasi yang
diharapkan pada model. Sedangkan pada kriteria SDM yang terlibat
(P-3) memiliki nilai Baik dengan discrepancy terendah 14,89%,
artinya menghasilkan nilai evaluasi kebijakan yang semakin
mendekati standart model penilaian yang diharapkan. Namunsecara
umum pada aspek Proses, tetap perlu dilakukan Revisi pada kriteria-
kriteria tersebut berdasarkan prioritas nilai discrepancy yang
didapatkan.

4. Analisis Aspek Hasil dan Aspek Manfaat.

Tabel 4.4. Nilai Hasil Evaluasi Aspek Hasil dan Manfaat
(Discrepancy dari terendah ke tertinggi)

Aspek evaluasi Kriteria Comp (%) Discrepancy Ket

H-2 73,81 26,19 Cukup
H-3 73,76 26,24 Cukup
Hasil/ Product H-5 71,07 28,93 Cukup
H-4 70,86 29,14 Cukup
H-1 46,03 53,97 Kurang
Nilai Akhir 67,11 32,89 Kurang

Tabel 4.5. Nilai Hasil Evaluasi Aspek Analisis Manfaat
(Discrepancy dari terendah ke tertinggi)

Aspek evaluasi Kriteria Comp (%) Discrepancy
M-2 79,24 20,76
M-1 69,29 30,71
Nilai Akhir 74,26 25,74

Analisis Manfaat
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Ketercapaian tujuan 26,19 Cukup

Jumlah unit kerja 26,24 Cukup

Jumlah aspek evaluasi 28,93 Cukup

Tingkat kepuasaan stakeholder 29,14 Cukup

Logistik
(Aspek Hasli & Manfaat)

Performa organisasi 53,97 Kurang

Keberlanjutan kebijakan 20,76 Cukup

Evaluasi Kebijakan Penilaian Kinerja Staf

Dampak Kebijakan 30,71 Kurang

Gambar 4.4. Hasil Model Evaluasi Aspek Hasil dan Analisis Manfaat

Berdasarkan hasil dari Tabel 4.4; Tabel 4.5 dan Gambar 4.4
diatas terlihat bahwa, evaluasi aspek Hasil, dan aspek Manfaat pada
kebijakan penilaian kinerja perwira logistik masing-masing memiliki
nilai discrepancy sebesar 32,89% dengan keterangan kurang dan
aspek Analisis manfaat sebesar 25,74% dengan keterangan Cukup.
Artinya pada aspek Hasil dan Manfaat sudah cukup memenuhi
persyaratan kebutuhan untuk dilaksanakan Evaluasi Kebijakan pada
aspek-aspektersebut.

Secara lebih terperinci, aspek Hasil memiliki lima aspek kriteria
dengan urutan nilai discrepancy dari terendah ke tertinggi sebagai
berikut: 1) Kriteria Ketercapaian tujuan dari hasil penilaian kinerja (H-
2) mendapat nilai hasil discrepancy sebesar 26,19% dengan
keterangan cukup; 2) Kriteria Jumlah unit yang melaksanakan
penilaian evaluasi kinerja (H-3) mendapat nilai hasil discrepancy
sebesar 26,24% dengan keterangan cukup; 3) Kriteria Jumlah aspek
evaluasi yang dilaksanakan (H-5) mendapat nilai hasil discrepancy
sebesar 28,93% dengan keterangan cukup; 4) Kriteria Tingkat
kepuasan Stakeholder (H-4) mendapat nilai hasil discrepancy sebesar
29,14% dengan keterangan cukup; 5) Kriteria Performa Organisasi (H-

1) memiliki nilai hasil evaluasi discrepancy sebesar 53,97% dengan
keterangan kurang;

Selanjutnya secara lebih terperinci, pada aspek Manfaat memiliki
dua kriteria dengan urutan nilai discrepancy dari terendah ke tertinggi
sebagai berikut: 1) Kriteria Keberlanjutan Kebijakan (M-2) mendapat
nilai hasil discrepancy sebesar 20,76% dengan keterangan cukup.2)
Kriteria Dampak kebijakan (M-1) mendapat nilai hasil discrepancy
sebesar 30,71% dengan keterangan kurang.

Berdasarkan hasil urutan ranking tersebut di atas, menjadi suatu
temuan bahwa pada aspek Hasil, kriteria Performa Organisasi (H-1)
memiliki nilai Kurang dengan discrepancy tertinggi yaitu 53,97% dan
pada aspek Manfaat kriteria Dampak Kebijakan (M-1) memiliki
nilai Kurang dengan discrepancy tertinggi 30,71%. Hal ini disebabkan
karena pada kriteria Performa Organisasi dan kriteria Dampak
Kebijakan berdasarkan pengisian kuisioner, dan wawancara yang
mendalam dengan para expert, belum sepenuhnya memiliki struktur
performa organisasi dan memberikan dampak yangbaiksesuai yang
diharapkan, artinya bahwa kriteria Performa Organisasi dan kriteria
Dampak Kebijakan memiliki kesenjangan yang tinggi terhadap standar
penilaian kinerja. Hal ini berdampak atau mempunyai implikasi bahwa
kriteria Performa Organisasi dan kriteria Dampak Kebijakan masih
belum terfokus digunakan, sehingga aspek-aspek utama pada
Instrumen Penilaian Kinerja masih belum bisa tercapai. Selanjutnya
hal ini perlu mendapat perhatian khusus dan menjadi prioritas dalam
revisi kebijakan penilaian kinerja. Maka rekomendasi yang dapat
dilakukan adalah dengan melakukan Revisi secara sistematis dan
mendalam pada kriteria Performa Organisasi dan kriteria Dampak
Kebijakan untuk mendapatkan hasil yang baik dan mendekati standar
evaluasi yang diharapkan pada model. Sedangkan pada kriteria
Ketercapaian Tujuan (H-2) memiliki nilai Cukup dengan discrepancy
terendah26,19% dan kriteria Keberlanjutan Kebijakan (M-2)juga
memiliki nilai Cukup dengan discrepancy terendah 20,76%
menghasilkan nilai evaluasi kebijakan yang cukup mendekati standar
penilaian yang diharapkan namun belum sempurna. Sehingga pada aspek
Hasil dan aspek Manfaat, perlu dilakukan Revisi berdasarkan prioritas dari
urutan nilai kesenjangan atau discrepancy yang dihasilkan berdasarkan
temuan disertasi ini.




5. Analisis Hasil Evaluasi Program kebijakan penilaian kinerja.

Tabel 4.6. Nilai Hasil Evaluasi Keseluruhan Program Kebijakan
Penilaian Kinerja Perwira Staf Logistik TNI

Aspek evaluasi Kriteria | Comp (%) | Discrepancy (%)

Desain/ Design 78,64 21,36
Instalasi/ Installation 63,77 36,23
Proses/ Process 73,52 26,48
Hasil/ Product 67,11 32,89
Analisis Manfaat 74,26 25,74
Nilai Total 71,46 28,54

(Discrepancy dari terendah ke tertinggi)

Desain/ Design 78,64
Analisis Manfaat 74,26
Proses/ Process 73,52
Hasil/ Product 67,11
Instalasi/ Installation 63,77
Nilai Total 71,46

0,908 21,36 Cukup
MANFAAT 0,906
PROSES 0 ,670
(P) ‘ ‘
HASIL 0,525 -
(H) - il
INSTfn"LASI 0 360 36,23 Kurang

Gambar 4.5. Hasil Model Evaluasi Keseluruhan
Program Kebijakan Penilaian Kinerja

®
i
@
£
4
c
o
©
=
o 0
o's
c0
g4

A
=3
am
@
X
7
@
2
[}
>
w

Berdasarkan hasil dari Tabel 4.6 dan Gambar 4.5 diatas terlihat
bahwa, evaluasi kebijakan penilaian kinerja perwira logistik memiliki
nilai discrepancy total sebesar 28,54% dengan keterangan Cukup.
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Artinya pada seluruh aspek Program Kebijakan penilaian Kinerja
mulai dari Desain, Instalasi, Proses, Hasil dan Manfaat dapat
memenubhi krietria kebutuhan untuk dilaksanakan Evaluasi kebijakan
dengan skala cukup. Secara terperinci, kebijakan penilaian kinerja
perwira logistik memiliki lima aspek kriteria dengan urutan nilai
discrepancy dari terendah ke tertinggi sebagai berikut: 1) Kriteria
Desain penilaian kinerja (D) memiliki nilai hasil evaluasi discrepancy
sebesar 21,36% dengan keterangan cukup;2) Kriteria Manfaat
penilaian kinerja (M) mendapat nilai hasil discrepancy sebesar
25,74% dengan keterangan cukup. 3) Kriteria Proses penilaian kinerja
(P) mendapat nilai hasil discrepancy sebesar 26,48% dengan
keterangan cukup; 4) Kriteria Hasil Penilaian Kinerja (H) mendapat
nilai hasil discrepancy sebesar 32,89% dengan keterangan kurang;5)
Kriteria Instalasi penilaian kinerja (I) mendapat nilai hasil discrepancy
sebesar 36,23% dengan keterangan nilai kualitatif kurang.

Berdasarkan hasil urutan ranking tersebut di atas maka didapatkan
suatu temuan bahwa DEM pada kriteria Instalasi (I)dan Hasil/Product
(H)memiliki nilai Kurang dengan discrepancy yaitu 36,23% dan 32,89%.
Hal ini disebabkan karena pada kriteria Instalasi dan Hasil/Product
berdasarkan analisa dan hasil pengisian kuisioner, dan wawancara
yang mendalam dengan para expert, belum sepenuhnya dapat
merepresentasikan Instalasi dam Hasil pada Instrumen penilaian
kinerja secara terstruktur dengan baikdan analisa hasil/product yang
belum sesuai diharapkan,artinya bahwa DEM pada kriteria Instalasi
dan Hasil/Product memiliki kesenjangan yang tinggi terhadap
standart penilaian kinerja. Hal ini berdampak bahwa kedua kriteria
tersebut masih belum terfokus digunakan dan belum mencapai hasil
yang maksimal, sehingga aspek-aspek utama pada Instrumen
Penilaian Kinerja masih belum bisa tercapai. Hal ini perlu mendapat
perhatian khusus dan menjadi prioritas dalam revisi kebijakan
penilaian kinerja. Maka rekomendasi yang dapat dilakukan adalah
dengan melakukan Revisi secara sistematis dan mendalam pada
kriteria DEM pada aspek Instalasi dan Hasil/Product untuk
mendapatkan hasil yang baik dan mendekati standart evaluasi yang
diharapkan pada model.




Sedangkan pada kriteria DEM untuk Desain (D) dengan
discrepancy terendah 21,36% memilik nilai Baik, menghasilkan nilai
evaluasi kebijakan yang sudah semakin mendekati standart model
penilaian yang diharapkan. Namun secara umum pada seluruh kriteria
DEM, perlu dilakukan Revisi pada kriteria-kriteria tersebut
berdasarkan prioritas nilai rangkingdiscrepancy yang didapatkan.

6. Analisis Implementasi Keberlanjutan Program Kebijakan.

Implementasi keberlanjutan program kebijakan penilaian kinerja
perwira logististik dilingkungan TNI berdasarkan hasil evaluasi
memiliki keterangan cukup. Beberapa aspek kriteria telah memiliki
keterangan nilai baik, namun demikian terdapat beberapa aspek yang
memiliki kriteria cukup atau bahkan pada level kurang. Sehingga,
diperlukan pengambilan keputusan terhadap keberlanjutan dari
program kebijakan penilaian kinerja.

Terdapat empat alternatif keberlanjutan program penilaian
kinerja yaitu 1) program kebijakan dihentikan (H-I); 2) program
kebijakan direvisi (H-II); 3) program kebijakan dilanjutkan (H-III); 4)
program kebijakan disebarluaskan (H-IV). Dalam penelitian ini, aspek

DEM menjadi kriteria dalam penentuan pengambilan keputusan
rekomendasi hasil evaluasi kebijakan program penilaian kinerja.
Kelima aspek kriteria tersebut yaitu Desain, Instalasi, Proses, Hasil, dan
Manfaat.Penentuan proses hirarki keberlanjutan program penilaian
kineria disusun sebagaimana Gambar 4.6 berikut ini.

Evaluasi Program
Kebijakan Penilaian
Kinerja

Evaluasi Evaluasi Evaluasi Evaluasi
Desain (D) Instalasi (1) Hasil (H) Manfast (M)

Gambar 4.6. Model Hirarki keberlanjutan penilaian kinerja.
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Proses pengambilan keputusan tentang keberlanjutan program
kebijakan penilaian kinerja menggunakan metode Analytical Hierarchy
Process (AHP). Pengambilan data dilakukan dengan melakukan survei
kepada 6 (enam) pakar yang telah ditentukan. 5 (lima) elemen utama
yang mempengaruhi penentuan keberlanjutan kebijakan penilaian
kinerja.

Tabel 4.7. Nilai bobot Aspek kriteria Penentuan Program Kebijakan

Aspek Bobot Rank
Desain 0,2281 2

Instalasi 0,1647 4

Proses 0,1989 3

5

1

Hasil 0,1565
Manfaat 0,2439

Berdasarkan nilai bobot hasil perhitungan tersebut pada Tabel 4.7
tampak bahwa aspek desain (D) memiliki bobot sebesar 0,2281; aspek
Instalasi (I) memiliki bobot sebesar 0,1647; aspek Proses (P) memiliki
bobot sebesar 0,1989; aspek hasil (H) memiliki bobot sebesar 0,1656;
aspek manfaat (M) memiliki bobot sebesar 0,2439. Berdasarkan
pendapat dari para pakar, maka aspek yang paling berpengaruh dalam
pengambilan keputusan penentuan keberlanjutan program kebijakan
adalah aspek manfaat (M).

Tabel 4.8. Hasil Pembobotan Keputusan Keberlanjutan Kebijakan.

Alternatif Bobot Rank
Program kebijakan dihentikan (H-I) 0,1196 4
Program kebijakan direvisi (H-1I) 0,3873 1
Program kebijakan dilanjutkan (H-III) 0,2710 2
Program kebijakan disebarluaskan (H-IV) 0,2220 3




Keberlanjutan Program Kebijakan

H-2 H-3 H-4

Gambar 4.7. Histogram Keputusan Keberlanjutan
Program Kebijakan.

Berdasarkan perhitungan dengan metode AHP padaTabel 4.8

dan Gambar 4.7, didapatkan nilai consistency ratio sebesar 0,036
(lebih kecil dari 0,1) sehingga dapat dikatakan bahwa keseluruhan
model hirarki adalah konsisten. Hasil dari pembobotan kriteria
menurut tingkat kepentingan pengambilan keputusan
keberlanjutan kebijakan didapatkan bahwa aspek kebijakan
penilaian kinerja dihentikan (H-I) memperoleh bobot 0,1196; aspek
kebijakan penilaian kinerja direvisi (H-II) memperoleh bobot
0,3873; aspek kebijakan penilaian kinerja dilanjutkan (H-III)
memperoleh bobot 0,271; aspek kebijakan penilaian kinerja
disebarluaskan (H-IV) memperoleh bobot 0,222.

Berdasarkan hasil dari pendapat para pakar, maka kebijakan
program penilaian kinerja perwira logistik di lingkungan TNI perlu
dilakukan revisi atau kaji ulang. Berdasarkan hasil analisis evaluasi,
terdapat beberapa sub aspek pada kriteria yang perlu dilaksanakan
revisi. Hal tersebut tentu menjadi kajian lebih lanjut dalam rangka
merivisi dan mengembangkan program kebijakan penilaian kinerja
baru bagi perwira logistik di lingkungan TNI. Mengingat pentingnya

program kebijakan tersebut, maka diperlukan sebuah tim perevisi
program kebijakan guna mempercepat proses pengembangan
selanjutnya. Sehingga dapat digunakan kembali sebagai instrumen
dalam mengidentifikasi kemampuan para perwira logistik
dilingkungan TNI.

A. Pembahasan Evaluasi Kebijakan Penilaian Kinerja.

Pada sub bab pembahasan ini akan disajikan analisis temuan
penelitian studi evaluasi kebijakan penilaian kinerja staf logistik
dilingkungan TNI. Sebelumnya dilakukan analisis hasil dengan
menggunakan data-data primer kuantitatif dari para narasumber
expert yang berjumlah enam personel. Selanjutnya, membahas
evaluasi implementasi kebijakan penilaian kinerja tersebut serta
bagaimana hasil implementasi yang telah dilaksanakan:

1. Evaluasi Kebijakan Penilaian Kinerja Aspek Desain.
a. Tujuankebijakan penilaian kinerja.

Tujuan penilaian kinerja individu sebagaimana diatur
dalam keputusan Panglima TNI adalah untuk menilai dan
mengukur Kkinerja setiap personel TNI sehingga dapat
menentukan tingkat pencapaian kinerja individu yang
berkaitan langsung dengan pemberian tunjangan Kkinerja
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi pada Tabel 4.1, Kkriteria
tujuan penilaian mendapatkan hasil discrepancy sebesar
30,4% dengan kategori kurang. Sedangkan menurut hasil
wawancara kualitatif, para ekspert menilai bahwa tujuan
kebijakan penilaian kinerja sudah baik dan sesuai dengan
perundangan yang berlaku. Disatu sisi, tujuan kebijakan
penilaian kinerja memerlukan penyempurnaan.

Selanjutnya berdasarkan wawancara mendalam dan hasil
pendapat obyektif Expert 1, 2, 3, 4 dan 5, maka secara
Operasional ditarik kesimpulan bahwa tujuan kebijakan
penilaian kinerja sudah baik dan sudah ditentukan oleh
organisasi namun masih memerlukan sebuah tahap
penyempurnaan sehingga tujuan program kebijakan tersebut
dapatditerima dan dipahamioleh individu terkait.
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b. Dasar hukum penilaian kinerja.

Dasar hukum penilaian kinerja prajurit diatur dalam
keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1081/XI1/2015 tanggal
21 Desember 2015 bahwa dibutuhkan adanya piranti lunak
berupa petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Individu untuk
digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi
satuan kerja.

Berdasarkan hasil observasi pada Tabel 4.1, kriteria dasar
hukum penilaian kinerja prajurit mendapatkan hasil
discrepancy sebesar 21,65% dengan kategori cukup.
Sedangkan menurut hasil wawancara kualitatif, para ekspert
menilai bahwa dasar hukum kebijakan penilaian kinerja sudah
baik dan sesuai dengan perundangan yang berlaku. Disatu sisi,
dasar hukum kebijakan penilaian Kkinerja memerlukan
penyempurnaan.

Selanjutnya berdasarkan wawancara mendalam dan hasil
pendapat obyektif Expert 1, 2, 3, 4 dan 5, maka secara
Operasional ditarik kesimpulan bahwa dasar hukum
kebijakan penilaian kinerja sudah ada dan kuat sesuai dengan

perundangan yang berlaku, namum demikian masih perlu
adanya penyempurnaan dengan perkembangan situasi
sehingga akan lebih baik kedepannya

c. Waktu penilaian kinerja.

Waktu yang dilaksanakan penilaian kinerja prajurit diatur
dalam keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1081/XI1/2015
tanggal 21 Desember 2015 bahwa penilaian kinerja individu
dilakukan setiap 1 (satu) bulan. Berdasarkan hasil observasi
pada Tabel 4.1, kriteria waktu penilaian kinerja prajurit
mendapatkan hasil discrepancy sebesar 23,63% dengan
kategori cukup. Sedangkan menurut hasil wawancara
kualitatif, para ekspert menilai bahwa kriteria waktu penilaian
kinerja prajurit staflogistik TNI, antaralain:

Selanjutnya berdasarkan wawancara mendalam dan hasil
pendapat obyektif Expert 1, 2, 3, 4 dan 5, dapat ditarik
kesimpulan bahwa waktu penilaian kinerja prajurit adalah

setiap 1 (satu) bulan sekali, tetapi stakeholder yang ada
mengetahui waktu penilaian kinerja adalah setiap enam bulan
sekali

d. Obyekevaluasi.

Obyek penilaian kinerja prajurit diatur dalam keputusan
Panglima TNI Nomor Kep/1081/XII/2015 tanggal 21
Desember 2015 yaitu penilaian kinerja individu prajurit.
Berdasarkan hasil observasi pada Tabel 4.1, kriteria obyek
penilaian kinerja prajurit mendapatkan hasil discrepancy
sebesar 11,01% dengan kategori baik.

Selanjutnya berdasarkan wawancara mendalam dan hasil
pendapat obyektif Expert 1, 2, 3, 4 5, dan 6 maka secara
Operasional ditarik kesimpulan bahwa obyek evaluasi
kebijakan penilaian kinerja staf logistik sudah ada obyek yang
telah ditentukan namun masih bersifat umum dan tidak
mendetail sehingga perlu dikaji kembali.

e. Personel Penilai dan yangdinilai.

Personel yang dinilai dalam pelaksanaan penilaian kinerja
prajurit diatur dalam keputusan Panglima TNI Nomor
Kep/1081/X11/2015 tanggal 21 Desember 2015 bahwa
personel yang dinilai memerlukan standar dan perangkat
penilaian kelengkapan. Persyaratan personel yang dinilai
antara lain: 1) Personel yang menduduki jabatan sesuai
TOP/DSP; 2) Sehat jasmani dan rohani; 3) Tidak sedang
menjalani proses hukum dan/atau sedang menjalani hukuman
sesuai putusan pengadilan militer dan pengadilan umum; 4)
Tidak sedang melaksanakan schorsing/dinonaktifkan; 5)
Personel yang tidak sedang menjalani pendidikan selama 6
bulan atau lebih; 6) Personel yang sedang menunggu
jabatan/LF; dan 7) personel yang tidak bisa melaksanakan
tugas karena sakit menahun.

Personel yang menilai dalam penilaian kinerja prajurit
diatur dalam keputusan Panglima TNI Nomor
Kep/1081/XI1/2015 tanggal 21 Desember 2015 bahwa syarat




personel yang menilai memerlukan standar dan perangkat.
Persyaratan penilai tersebut, antaralain: 1) Tim penilai terdiri
dari dua orang Perwira yang menduduki jabatan sesuai
TOP/DSPP yaitu atasan langsung dan atasan penilai; 2)
Memiliki integritas moral yang baik, jujur, adil dan terbuka; 3)
Menguasai tata cara penilaian; 4) Sehat jasmani dan rohani; 5)
Tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau sedang
menjalani hukuman sesuai putusan pengadilan militer dan
pengadilan umum; dan 6) Tidak sedang melaksanakan
skorsing/dinonaktifkan.

Berdasarkan hasil observasi pada Tabel 4.1, kriteria
personel yang dinilai pada penilaian Kkinerja prajurit
mendapatkan hasil discrepancy sebesar 20,79% dengan
kategori cukup. Kriteria penilai pada kebijakan penilaian
kinerja prajurit mendapatkan hasil discrepancy sebesar
16,66% dengan kategori baik. Sedangkan menurut hasil
wawancara kualitatif, para ekspert menilai bahwa kriteria
personel penilaian dan yang dinilai pada penilaian kinerja
prajurit staf logistik TNI, Berdasarkan hasil tersebut dapat

ditarik kesimpulan bahwa kebijakan penilaian kinerja prajurit
Staf logistik TNI telah memiliki SDM penilai dan juga yang
dinilai sebagai obyek penilaian kinerja.

f.  Sarana/prasarana.

Dalam penilaian kinerja individu ini diperlukan
sarana/prasarana yang memadai untuk mendukung
pelaksanaan kegiatannya, antara lain: 1) Peranti lunak sebagai
dasar penyelenggaraan penilaian kinerja individu; 2)
Perangkat lunak berupa sistem dan aplikasi yang dapat
melakukan perhitungan dan analisa secara cepat dan tepat; 3)
Perangkat keras untuk mendukung proses pelaksanaan
penilaian kinerja individu; 4) Formulir kuesioner dengan
menggunakan model skala likert.

Berdasarkan hasil observasi pada Tabel 4.1, kriteria
Sarana dan prasaranapada program penilaian kinerja prajurit
mendapatkan hasil discrepancy sebesar 24,69% dengan
kategori cukup.

2.

Selanjutnya berdasarkan wawancara mendalam dan hasil
pendapat obyektif Expert 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, dapat ditarik
kesimpulan bahwa sarana dan prasarana keberadaannya
diperlukan dalam membantu pelaksanaan program penilaian
kinerja, namum demikian pada beberapa hal sarana dan
prasarana yang ada masih belum mencukupi jika dikaitkan
dengan standar yang ditentukan.

g Finansial.

Dukungan finansial yang dilaksanakan penilaian kinerja
prajurit diatur dalam keputusan Panglima TNI Nomor
Kep/1081/XI1/2015 tanggal 21 Desember 2015. Berdasarkan
hasil observasi pada Tabel 4.1, kriteria finansial penilaian
kinerja prajurit mendapatkan hasil discrepancy sebesar
22,08% dengan kategori cukup. Selanjutnya berdasarkan
wawancara mendalam dan hasil pendapat obyektif Expert 1, 2,
3, 4, 5 dan 6, dapat ditarik kesimpulan bahwa dukungan
finansial bagi penyelenggaraan program penilaian kinerja
belum ada dalam surat keputusan, dukungan yang ada masih
sebatas menggunakan dukungan rutin personalia.

Evaluasi Kebijakan Penilaian Kinerja Aspek Instalasi.
a. Instrumen penilaiankinerja.

Instrumen penilaian kinerja individu merupakan format
penilaian kinerja individu sesuai dengan pangkat dan
golongan. Berdasarkan hasil observasi padaTabel 4.2, kriteria
instrumen penilaian kinerja prajurit mendapatkan hasil
discrepancy sebesar 50,19% dengan kategori kurang.

Selanjutnya berdasarkan wawancara mendalam dan hasil
pendapat obyektif Expert 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, maka secara
Operasional ditarik kesimpulan bahwa instrumen kebijakan
penilaian kinerja sudah ada dan terintal sesuai dengan
ketentuan namun masih diperlukan revisi secara umum serta
dalam hal materi.

b. Metode penilaiankinerja.
Metode penilaian kinerja prajurit diatur dalam keputusan




Panglima TNI Nomor Kep/1081/XI1/2015 tanggal 21
Desember 2015 untuk efektifitas dan efisiensi kinerja prajurit.
Berdasarkan hasil observasi pada Tabel 4.2, kriteria metode
penilaian kinerja prajurit mendapatkan hasil discrepancy
sebesar 38,29% dengan kategori kurang.

Selanjutnya berdasarkan wawancara mendalam dan hasil
pendapat obyektif Expert 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, dapat ditarik
kesimpulan bahwa metode penilaian kinerja yang ada saat ini
sudah terinstal sesuai ketentuan pada sistem organisasi,
namun demikian masih diperlukan untuk dilaksanakan
pengembangan sesuai dengan situasi.

c. Sarana/prasarana.

Sarana dan prasarana pada penilaian kinerja individu
diatur dalam keputusan Panglima TNI Nomor
Kep/1081/X11/2015 tanggal 21 Desember 2015 untuk
membantu terlaksananya program kebijakan tersebut.
Berdasarkan hasil observasi padaTabel 4.2, kriteriaSarana dan
prasarana pada penilaian kinerja prajurit mendapatkan hasil
discrepancy sebesar 20,36% dengan kategori cukup.

Selanjutnya berdasarkan wawancara mendalam dan hasil
pendapat obyektif Expert 1, 2, 3, 4, 5 dan 6dapat ditarik
kesimpulan bahwa Sarana dan prasarana terkait kebijakan
penilaian kinerja belum terinstal sesuai dengan ketentuan,
sehingga dalam mendukung kebijakan tersebut dirasa belum
optimal. Namun demikian, masih dapat didukung dari sarana
dan prasarana dari satuan kerja terkait.

d. Prosedurpencapaian.

Berdasarkan hasil observasi pada Tabel 4.2, kriteria
prosedur pencapaian terkait penilaian kinerja prajurit
mendapatkan hasil discrepancy sebesar 39,18% dengan
kategori kurang.

Selanjutnya berdasarkan wawancara mendalam dan hasil
pendapat obyektif Expert 1, 2, 3, 4 5 dan 6dapat ditarik
kesimpulan bahwaprosedur pencapaian penilaian kinerja
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telah disesuaikan dengan kebijakan yang ada dalam upaya
mewujudkan tujuan organisasi, namun pada beberapa bagian
masih belum sesuai dengan apa yag diharapkan.

e. Sistem pelaporan.

Berdasarkan hasil observasi pada Tabel 4.2, kriteria
sistem pelaporan penilaian kinerja prajurit mendapatkan
hasil discrepancy sebesar 33,13% dengan kategori kurang.

Selanjutnya berdasarkan wawancara mendalam dan hasil
pendapat obyektif Expert 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, dapat ditarik
kesimpulan bahwa Sistem pelaporan kebijakan penilaian
kinerja yang ada masih belum sesuai ketentuan sehingga
diperlukan proses penyempurnaan dikarenakan tingkat risiko
yang berbeda dari masing-masing unit kerja.

Evaluasi Kebijakan Penilaian Kinerja Aspek Process.
a. Sosialisasi program kebijakan.

Berdasarkan hasil observasi pada Tabel 4.3, kriteria
instrumen penilaian kinerja prajurit mendapatkan hasil
discrepancy sebesar 19,56% dengan kategori baik.

Selanjutnya berdasarkan wawancara mendalam dan hasil
pendapat obyektif Expert 1, 2, 3, 4, 5 dan 6dapat ditarik
kesimpulan bahwa Sosialisasi program kebijakan penilaian
kinerja sudah berjalan sesuai dengan ketentuan, namun masih
perlu dilakukan improvisasi dalam pelaksanaan karena masih
banyak unitkerjayang belum mengetahui.

b. Pelaksanaan program kebijakan.

Berdasarkan hasil observasi pada Tabel 4.3, Kkriteria
pelaksanaan program kebijakan penilaian kinerja prajurit
mendapatkan hasil discrepancy sebesar 31,03% dengan
kategori kurang.

Selanjutnya berdasarkan wawancara mendalam dan hasil
pendapat obyektif Expert 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, maka secara
Operasional ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program
kebijakan penilaian kinerja masih belum memenuhi standar




kesimpulan jumlah unit kerja yang melaksanakan pada
kebijakan penilaian kinerja masih terbatas dan belum sesuai
dengan standar yang diharapkan terutama pada keseluruhan
unit kerja. Hal tersebut diakibatkan sosialisasi pada tiap unit
kerja yang masih belum merata.

d. Tingkatkepuasan stakeholder.

Berdasarkan hasil observasi pada Tabel 4.4, kriteria
tingkat kepuasan stakeholder pada penilaian kinerja prajurit
mendapatkan hasil discrepancy sebesar 29,14% dengan
kategori cukup.

Selanjutnya berdasarkan wawancara mendalam dan hasil
pendapat obyektif Expert 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, dapat ditarik
kesimpulan bahwa tingkat kepuasan stakeholderpada
kebijakan penilaian kinerja perlu ditingkatkan dan dilakukan
improvisasi kembali dikarenakan tingkat kepuasan yang ada
saatini masih belum sesuai yang diharapkan.

e. Jumlahaspekevaluasiyangdilaksanakan.

Berdasarkan hasil observasi pada Tabel 4.4, kriteria
jumlah aspek evaluasi yang dilaksanakan pada penilaian
kinerja prajurit mendapatkan hasil discrepancy sebesar
28,93% dengan kategori cukup.

Selanjutnya berdasarkan wawancara mendalam dan hasil
pendapat obyektif Expert 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, dapat ditarik
kesimpulan bahwa jumlah aspek evaluasi yang dilaksanakan
pada kebijakan penilaian kinerjayang ada perlu ditambah
karena dirasa masih belum lengkap terutama pada unit kerja
khusus, spesifik dan unite kerja yang memiliki risiko tinggi.

Evaluasi Kebijakan Penilaian Kinerja Aspek Manfaat.
a. Dampakkebijakan.

Berdasarkan hasil observasi pada Tabel 4.5, Kkriteria
dampak kebijakan pada penilaian kinerja prajurit
mendapatkan hasil discrepancy sebesar 30,71% dengan
kategori kurang.

Selanjutnya berdasarkan wawancara mendalam dan hasil
pendapat obyektif Expert 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, dapat ditarik
kesimpulan bahwa dampak kebijakan penilaian kinerja cukup
memberikan pengaruh terhadap Kkinerja prajurit, namun
dirasa belum signofikan dan belum memenuhi standar dan
tujuan yang direncanakan.

b. Keberlanjutan program kebijakan.

Berdasarkan hasil observasi pada Tabel 4.4, kriteria
keberlanjutan program kebijakan pada penilaian kinerja
prajurit mendapatkan hasil discrepancy sebesar 20,76%
dengan kategori cukup. Selanjutnya berdasarkan wawancara
mendalam dan hasil pendapat obyektif Expert 1, 2, 3,4, 5dan 6,
maka secara Operasional ditarik kesimpulan bahwa
keberlanjutan program kebijakan pada kebijakan penilaian
kinerja perlu dilaksanakan evaluasi sebelum dilakukan
keberlanjutan program kebijakan. Hal tersebut dilakukan
guna meningkatkan dan mengembangkan program kebijakan
yangada.

6. Keberlanjutan Implementasi Kebijakan Penilaian Kinerja.

Keberlanjutan implementasi kebijakan merupakan sebuah hal
sangat menentukan bagi implementasi sebuah kebijakan.
Keberlanjutan yang secara konsisten mengelola risiko demi
keunggulan kompetitif, menjawab ekspektasi para pemangku
kepentingan dengan sebuah kebijakan yang menciptakan
pertumbuhan nilai yang efisien dan sesuai dengan nilai-nilai yang
diharapkan. Melihat aspek-aspek yang diperhatikan dalam
kebijakan penilaian kinerja prajurit dilingkungan staf logistik TNI,
maka kelanjutan pogram tersebut menjadi penting untuk
digalakkan, terutama dalam menghadapi permasalahan dinamika
perkembangan lingkungan yang ada dari dulu, sekarang dan yang
akan datang.

Berdasar pada hasil evaluasi yang telah dilakukan, sejauh ini
sudah terlihat adanya beberapa permasalahan yang muncul
adanya kebijakan penilaian kinerja prajurit tersebut terutama




yang ditentukan dikarenakan belum adanya penentuan
tingkat risiko dari setiap unit kerja sehingga secara tidak
langsung masih belum berjalan efektif.

c. SDMyangterlibat.

Berdasarkan hasil observasi pada Tabel 4.3, kriteria
SDM yang terlibat penilaian kinerja prajurit mendapatkan
hasil discrepancy sebesar 14,89% dengan kategori baik.

Selanjutnya berdasarkan wawancara mendalam dan
hasil pendapat obyektif Expert 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, dapat ditarik
kesimpulan bahwa SDM yang terlibat kebijakan penilaian
kinerja sudah memenuhi standar yang ditentukan, namun
dmikian perlu adanya peningkatan baik dari jumlah maupun
kualitas.

d. Pemanfaatansaranadan prasarana.

Berdasarkan hasil observasi pada Tabel 4.3, kriteria
Pemanfaatan sarana dan prasarana penilaian Kinerja
prajurit mendapatkan hasil discrepancy sebesar 34,35%

dengan kategori kurang.

Selanjutnya berdasarkan wawancara mendalam dan
hasil pendapat obyektif Expert 1, 2, 3,4, 5 dan 6, dapat ditarik
kesimpulan bahwa Pemanfaatan sarana dan prasarana
kebijakan penilaian kinerja masih belum maksimal
dikarenakan ketersediaan sarana/prasarana masih minim.
Untuk saat ini masih menggunakan sarana/prasarana yang
ada padatiap unitkerja.

e. Jumlahdataevaluasiyangterkumpul.

Berdasarkan hasil observasi pada Tabel 4.3, kriteria
jumlah data yang terkumpul pada kebijakan penilaian
kinerja prajurit mendapatkan hasil discrepancy sebesar
32,60% dengan kategori kurang.

Selanjutnya berdasarkan wawancara mendalam dan
hasil pendapat obyektif Expert 1, 2, 3,4, 5 dan 6, dapat ditarik
kesimpulan bahwa jumlah data yang terkumpul pada

kebijakan penilaian kinerja untuk saat ini masih kurang dan
belum memenuhi standar yang ditentukan, sehingga
menghambat proses selanjutnya.

Evaluasi Kebijakan Penilaian Kinerja Aspek Hasil.
a. Performaorganisasi.

Berdasarkan hasil observasi pada Tabel 4.4, kriteria
Performa organisasi dalam penilaian kinerja prajurit
mendapatkan hasil discrepancy sebesar 53,97% dengan
kategori kurang.

Selanjutnya berdasarkan wawancara mendalam dan hasil
pendapat obyektif Expert 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, dapat ditarik
kesimpulan bahwa performa organisasi pada kebijakan
penilaian kinerja sudah mengalami peningkatan, namun
pencapaian yang ada saat ini belum sesuai yang diharapkan
sehingga masih perlu ditingkatkan kembali.

b. Ketercapaian tujuandarihasil yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil observasi pada Tabel 4.4, kriteria
ketercapaian tujuan dari hasil yang ditetapkan pada penilaian
kinerja prajurit mendapatkan hasil discrepancy sebesar
26,19% dengan kategori cukup.

Selanjutnya berdasarkan wawancara mendalam dan hasil
pendapat obyektif Expert 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, dapat ditarik
kesimpulan bahwa ketercapaian tujuan dari hasil yang
ditetapkan pada kebijakan penilaian kinerja Saat ini masih
belum memenuhi standar oganisasi atau mencapai standar
yang diinginkan, sehingga perlu pengembangan lebih detail
tujuan dan inovasi tambahan.

c. Jumlahunitkerjayang melaksanakan.

Berdasarkan hasil observasi pada Tabel 4.4, kriteria
Jumlah unit kerja yang melaksanakan pada penilaian kinerja
prajurit mendapatkan hasil discrepancy sebesar 26,24%
dengan kategori cukup.

Selanjutnya berdasarkan wawancara mendalam dan hasil
pendapat obyektif Expert 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, dapat ditarik
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dilingkungan staf logistik TNI. Permasalahan waktu penilaian,
performa organisasi yang belum tercapai sesuai standar
ketentuan, sosialisasi kebijakan yang masih kurang, dukungan
sarana dan prasarana, aspek evaluasi yang masih besifat umum,
sertaaspeklainnya.

Walaupun belum secara keseluruhan permasalahan tersebut
terselesaikan, paling tidak telah mampu memberikan gambaran
adanya upaya dalam peningkatan kinerja prajurit staf logistik TNI
ke arah berkelanjutan. Keputusan Panglima nomor
Kep/1081/XI1/2015 merupakan sebuah piranti lunak untuk
digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi satuan
kerja dilingkungan TNI dalam rangka peningkatan Kkinerja
prajurit/perwira staflosgistik dilingkungan TNI. Sering kali dalam
proses pelaksanaan kebijakan tersebut dihadapkan pada
beberapa masalah. Maka, dalam proses perumusan kebijakan dan
pelaksanaannya diperlukan adanya hubungan timbal balik antara
unsur-unsur, aktor/pelaku kebijakan, stakeholder, kelompok
sasaran, kebijakan publik yang isinya terkait hubungan antara
keputusan-keputusan dengan tindakan yang dilakukan dalam hal
ini adalah dari perumusan kebijakan ke pelaksanaan kebijakan.
Sebagai salah satu kebijakan yang dibuat untuk peningkatan
kinerja prajurit, tentu saja kebijakan tersebut memiliki sasaran
program kebijakan. Keberhasilan prosesnya dapat diukur dari
hasil kebijakan yang terlihat, yaitu 1) Terwujudnya penilaian
kinerja individu yang objektif dan menyeluruh dan memenuhi
ketentuan dari reformasi birokrasi; 2) Terwujudnya penyaluran
tunjangan kinerja yang sesuai dengan pencapaian kinerja dan
kompetensi personel; 3) Terwujudnya personel TNI yang
profesional yang didukung tingkat kesejahteraan yang memadai.

Suatu program tidak dapat terpisahkan pada indikator input,
proses, output dan outcome yang dihasilkan. Sebab, keempatnya
dapat dijadikan ukuran-ukuran dalam menghasilkan kriteria
kebijakan yang berkelanjutan. Beberapa subsistem yang dapat
digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan yang
berkelanjutan adalah sistem manusia (human system), sistem
pendukung (support system), dan sistem alamiah (natural

system). Terdapat empat alternatif keberlanjutan program
penilaian kinerja yaitu 1) program kebijakan dihentikan (H-I); 2)
program kebijakan direvisi (H-II); 3) program kebijakan
dilanjutkan (H-III); 4) program kebijakan disebarluaskan (H-1V).
Proses pengambilan keputusan tentang keberlanjutan program
kebijakan penilaian kinerja menggunakan metode Analytical
Hierarchy Process (AHP). Pengambilan data dilakukan dengan
melakukan survei kepada 6 (enam) pakar yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil dari pendapat para Pakar/Expert, maka
secara Operasional kebijakan program penilaian kinerja perwira
logistik di lingkungan TNI perlu dilakukan revisi atau kaji ulang.
Berdasarkan hasil analisis Operasional evaluasi Expert, terdapat
beberapa sub aspek pada kriteria yang perlu dilaksanakan revisi.
Hal tersebut tentu menjadi kajian lebih lanjut dalam rangka
merevisi dan mengembangkan program kebijakan penilaian
kinerja baru bagi perwira logistik di lingkungan TNI. Mengingat
pentingnya program kebijakan tersebut, maka diperlukan sebuah
tim perevisi program kebijakan guna mempercepat proses
pengembangan selanjutnya. Sehingga dapat digunakan kembali
sebagai instrumen dalam mengidentifikasi kemampuan para
perwira logistik dilingkungan TNI.

B. Pengembangan Key Performance Indicator (KPI) Staf Logistik.

Berdasarkan analisis dari evaluasi kebijakan, program penilaian
kinerja individu berdasarkan Keputusan nomor Kep/1081/XI1/2015
tanggal 21 Desember 2015, masih bersifat umum, sedangkan pada unit
kerja tertentu tidak dapat menjabarkan secara detail sesuai dengan
fungsi dan tugas dari unit kerja tersebut. Pada unit kerja staf logistik di
Lingkungan Mabes TNI juga masih belum ditentukan kriteria secara
spesifik sesuai dengan tugas unit kerja termasuk dilingkungan staf
logistik TNI. Berdasarkan hal tersebut perlu dikembangkan lagi
kriteria penilaiann sesuai dengan unit kerja staf logistik lingkungan
TNL

Identifikasi kriteria tambahan bagi staf logistik TNI dilakukan
dengan mempertimbangkan aspek-aspek manajemen logistik.
Berdasarkan hasil telaah penelitian, baik berupa studi literatur




maupun brainstroming dan wawancara mendalam dengan pihak
narasumber expert, maka aspek-aspek dalam manajemen logistik
militer dapat dibagi menjadi 3 aspek besar, yaitu 1) aspek Aktifitas
utama sistem logistik; 2) aspek Fungsi logistik; 3) aspek Prinsip

Aspek Kriteria Indikator

Aktifitas Kemampuan memilih, mengadakan, menyimpan,
Logistik PelayananPelanggan| atau mendistribusikan produk untuk memenuhi kebutuhan
pelanggan

A

Kemampuan untuk memilih produk yang digunakan dalam

PemilihanProduk .
mendukung tugas operasi

Kemampuan memperkirakankuantitas dan biayaproduk

Kuantifikasi yang diperlukan

Pengadaan Prosespengadaan kuantifikasi dan kuantitas

Proses penyimpanan dan distribusi
Manajemen
Persediaan

Memperoleh, mengelola, menerima, menyimpan, dan
mengeluarkanmateri yang dibutuhkan oleh pasukanoperasi

Fungsi

Logistik Sistem Penyediaan

tindakan yan

(F) Pemeliharaan diambil u};ltu{g( menyimpan peralatan dalam kondisi yang
dapat diperbaiki, untuk mengembalikannya kelayanan,
atau untuk memperbarui dan meningkatkan kemampuannya.
pergerakan unit, personil, peralatan, dan

pasokan dari titik asal ketujuan akhir

Transportasi

Penyediaan konstruksi, perbaikan kerusakan, dan operasi
danpemeliharaan fasilitas atau peningkatan logistik yang
diperlukan

General
Engineering

Layanan kesehatan termasuk evakuasi, rawat inap,

Layanan Kesehatan logistik medis

Memberikan dukungan yang tepat kapan dan di mana

Responsif diperlukan

Logistik

Kesederhanaan Minimal kompleksitas dalam operasi logistik

(L)

Kemampuan untuk berimprovisasi dan mengadaptasi

Fleksibilitas struktur dan prosedur

Ekonomi Jumlah sumber daya yang diperlukan

Jaminan bahwa persediaan dan layanan

Pencapaian L .
p dasar minimum yang diperlukan

Kemampuan untuk mempertahankan dan

Keberlanjutan durasi kegiatan operasional

Kemampuan Kemampuan logistik dalam menghadapi satuan tugas
Survive

Tabel 4.9. Indentifikasi Key Performance Indicator (KPI)
unit kerja Staf logistik.
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logistik. Setiap aspek memiliki sub-sub aspek yang dapat dijadikan
pertimbangan dalam penilaian kinerja perwira staflogistik TNI. Hal ini
dapat disintesa bahwa penilaian kinerja perwira staflogistik berkaitan
erat dengan fungsi dan tanggung jawab perwira tersebut pada
kegiatan-kegiatan manajemen logistik militer. Berikut ini adalah Tabel
4.9 Indentifikasi Key Performance Indicator (KPI) unit kerja Staf
logistik, yang dapat merepresentasikan penilaian kinerja perwira staf
logistik pada aktifitas dan manajemen logistik secara detail.
Berdasarkan Tabel 4.9, maka dapat dianalisa bahwa pada
impelementasi model pengembangan Key performance Indicator
(KPI)aktfitas perwira logistik TNI dapat diidentifikasi 39 performance
indicators yang dapat menggambarkan kondisi kinerja staf logistik
dilingkungan TNI secara terintegrasi dan terstruktur. Pencapaian dari
masing-masing kriteria kinerja dengan menggunakan kriteria awal
dengan hasil kriteria aktifitas logistik (A) terdiri dari 5 KPI (A1-A5),
kriteria fungsi logistik (F) terdiri dari 5 KPI (F1-F5), kriteria prinsip
logistik (L) terdiri 7 KPI (L1-L7), sehingga total terdiri dari 17 KPI
tambahan. Selanjutnya berdasarkan Tabel 4.9 tersebut maka dapat
dijadikan sebagai masukan tambahan Kkriteria penilaian pada
Instrumen Penilaian Kinerja sebagai output dari hasil penelitian, yaitu
berupa Rekonstruksi dan Pengembangan Instrumen Penilaian
Penilaian Kinerja Perwira Staf Logistik TNI. (Secara lebih detail, output
penelitian berupa hasil Pengembangan Instrumen Penilaian Kinerja
Perwira Staf Logistik TNI dapatdilihat pada Lampiran Disertasi ini).

C. Kebaruandan Novelty Hasil Penelitian.

Evaluasi kebijakan penilaian kinerja perwira TNI, khususnya
perwira staf logistik TNI adalah suatu proses evaluasi dan
pengambilan keputusan dengan banyak variabel dan kriteria, yang
melibatkan unsur-unsur obyektifitas dan subyektifitas, juga
melibatkan data-data/variabel yang bersifat kualitatif dan kuantitatif.
Kompleksnya variabel dan hubungan ketergantungan antar variabel
dalam sistem, serta subyektifitas para decision maker membuat suatu
evaluasi penilaian kinerja perwira staf logistik TNI menjadi hal yang
penting. Selanjutnya keputusan evaluasi penilaian kinerja perwira TNI,
khususnya perwira staf logistik TNI adalah bukan hanya untuk saat ini
saja akan tetapijuga harus dipertimbangkan keberlanjutannya di masa
yang akan datang.
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Dengan dasar itu maka peneliti mengusulkan adanya suatu teknik
evaluasi yang sangat spesifik berbeda dengan teknik evaluasi
kebijakan penelitian sebelumnya, menjadi suatu teknik atau metode
evaluasi yang telah diperbarui sebagai novelty penelitian. Teknik dan
metoda evaluasi yang diusulkan peneliti adalah Model Evaluasi
Berbasis Integrasi DEM, AHP dan KPI. Model evaluasi yang diusulkan
ini merupakan pengembangan dari teori dan konsep metode evaluasi
DEM (Provus, 1972)

Adapun penelitian sejenis dari segi cakupan bahasan dan metode
yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya adalah oleh DaCosta (2016),
Ozudogru (2016), Prabawati (2017), Widyastuti (2017), Ambida &
Cruz (2017), , Rahman et al (2018) seerta Lestari et al (2018) telah
melakukan penelitian dan membahas model dengan DEM pada
seluruh aspek, variabel dan kriteria yang mendekati sama sesuai
lingkup masing-masing, namun demikian nilai discrepancy antar
aspek, variabel dan kriteria masih bersifat kualitatif dan belum dinilai
secara kuantitatif sebagai suatu variabel. Hal ini disempurnakan
dengan model AHP yang memberikan penilaian setiap kriteria secara
kuantitatif yang melengkapi penilaian kualitatif dari metode DEM yang
secara robust dapat memperkuat hasil evaluasi secara lengkap dan
valid (baik secara kualitatif maupun kuantitatif). Adapun
penyempurnaan model DEM selanjutnya selain AHP adalah dengan
analisis model KPI yang berfungsi untuk menyusun kriteria tambahan
penilaian yang lebih fokus bagi perwira staf logistik TNI, pada aspek-
aspek manajemen sistem logistik, yaitu: 1) aspek aktifitas utama
sistem logistik; 2) aspek fungsi logistik; 3) aspek prinsip logistik. Hal
inilah yang membedakan penelitian ini terhadap penelitian
sebelumnya, dan selanjutnya menjadi gap atau perbedaan, serta
memperbaiki model evaluasi peneliti sebelumnya.

Kebaruan yang dapatdiperoleh adalah adanya temuan Alur Model
Evaluasi Kebijakan penilaian kinerja Perwira TNI sesuai Gambar 4.8.
berikutini:

1. Desain (D) # Sub aspek desain
2, lation (I} Sub aspek i HASIL EVALUASI
3. Process (P) e« Sub aspek Process # KEBLUAKAN PENILAIAN

4. Product (H) o Sub aspek Product KINERJA PERWIRA ’

5. Manfaat (M) , 5ub aspek Manfaat STAF LOGISTIK
KEBIAKAN —

A

PENILAIAN KINERJA
PERWIRA STAF
LOGISTIK

| Pembobotandan |

! Penilaian Skor | KEBERLANJUTAN

KEBIJAKAN PENILAIAN
KINERJA

! 1. DIHENTIKAN.
\ 2. DIREVISI.
Skala Likert Analytical H(I:Laghy Process 5 DITERUSKAN.
4. DISEBARLUASKAN
PROSES PENGAMBILAN
KEPUTUSAN KEBERLANJUTAN
KEY PERFORMANCE SEBUAKAN

INDICATOR (KP1) § ii
1: Penambahan Aspek : HASIL KEPUTUSAN
) Indikator Logistik !

MODEL KEBIJAKAN :
PENILAIAN KINERJA INDIKATOR TAMBAHAN

PERWIRA STAF LOGISTIK h T
_ VANGDHARAPKAN |

Gambar 4.8. Alur Model Kebijakan Penilaian Kinerja
Perwira Staf Logistik.

Pada Gambar 4.8. Alur Model Kebijakan Penilaian Kinerja Perwira
Staf Logistik, merupakan novelty penelitian Disertasi ini. Adapun
penjelasannya adalah sebagai berikut: (I), Tahap identifikasi kriteria
dengan DEM. (II) Tahap analisis dan pembobotan kriteria evaluasi
yang terdiri dari lima aspek yaitu Desain, Instalasi, Proses, Hasil,
Manfaat dengan AHP. (III) Tahap analisis hasil evaluasi dan
perbandingan gap hasil evaluasi dengan integrasi DEM dan AHP. (IV),
Tahap rekomendasi hasil penilaian dengan metode AHP. (V), Tahap
pengembangan hasil rekomendasi dengan model KPI, seperti yang
ditunjukkan pada Bab III Sub Bab IL.b. Tentang tahapan Desain Model
Evaluasi.

Kebaruan berikutnya yang diperoleh adalah Model Evaluasi
Kebijakan Penilaian Kinerja berbasis Model integrasiDEM, AHP dan
KPL. Model ini merupakan Model Kebijakan Penilaian Kinerja berbasis
penilaian secara kuantitatif yang melengkapi penilaian kualitatif DEM
pada seluruh aspek, kriteria dan variabel yang dilengkapi dengan
metode AHP untuk pembobotan, serta KPI untuk menambahkan
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sistem penilaian kinerja perwira staf logistik TNI berdasarkan bidang
tugas yang diemban, dengan bentuk Model Kebijakan Awal sesuai

Gambar 4.9 berikut:
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Gambar 4.9. Model Kebijakan Penilaian Kinerja
Perwira Staf Logistik

Selanjutnya setelah dilakukan penelitian, maka terjadi perubahan
hasil urutan Kriteria pada setiap Aspek-aspek DEM, yang
dirangking berdasarkan nilai desperancy atau kesenjangan yang
menghasilkan Temuan Model Kebijakan yang lebih optimal,
yang merupakan pengembangan dari model DEM-AHP-KPI pada
penelitian ini, seperti pada Gambar 4.10. berikut ini

Pada Model di atas, Gambar 4.10 setiap Kriteria pada semua
Aspek DEM diuraikan dan dirangking bobot kepentingannya
berdasarkan nilai discrepancyyang didapatkan, sehingga lebih
sistematismembentuk sistem penilaian kinerja yang valid dan
robust. Perbaikan pada metode DEM dilakukan dengan cara
penilaian kepentingan kriteria secara kuantitatif dengan AHP
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- NILA! HASIL EVALUASI KEBIJAKAN PENILAIAN KINERJA PERWIRA STAF LOGISTIK ‘|"

MODEL KEBIJAKAN KPI

PENILAIAN KINERJA INDIKATOR TAMBAHAN
PERWIRA STAF LOGISTIK KEBLIAKAN PENILAIAN
YANG DIHARAPKAN KINERIA STAF LOGISTIK

Gambar 4.10. Model Kebijakan Penilaian Kinerja
Perwira Staf Logistik
(kondisi optimal setelah dilakukan penelitian)

serta memfokuskan aspek penilaian sesuai bidang penugasan
pada fungsi manajemen logistik berdasarkan KPI.

Pada Gambar 4.10. Model Evaluasi Kebijakan Penilaian
Kinerja Perwira Staf Logistik yang lebih Optimal, dapat diuraikan
secara detail setiap Kriteria Aspek Penilaian Kinerja pada Model
DEM yangdiintegrasikan dengan AHP dan KPI:

a. Aspek Desain, Tahap penyusunan Desain,dari
discrepancyyang terendah hingga tertinggi dengan urutan : -
Obyek evaluasi,yaitu obyek atau satuan kerja yang dinilai ; -
Personil yang menilai, yaitu perwira atasan penilai ; - Personil
yang dinilai, yaitu perwira staf yang dinilai ; - Dasar hukum, yaitu
peraturan, juknis dan juklak sebagai dasar penilaian ; - Waktu
penilaian, yaitu rentang waktu kinerja personel yang dinilai ; -
Sarana prasarana, yaitu fasilitas yang mendukung proses
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penilaian ; - Finansial, yaitu kondisi keuangan yang mendukung
proses penilaian ; dan Tujuan kebijakan, yaitu pencapaian hasil
optimal proses penilaian kinerja yang diharapkan.

b. Aspek Instalasi, Tahap Instalasi program, dari discrepancy
yang terendah hingga tertinggi dengan urutan :- Sarana
prasarana, yaitu fasilitas yang mendukung proses penilaian ; -
Sarana pelaporan, yaitu fasilitas pelaporan penilaian kinerja ;-
Metode penilaian, yaitu : sistem dan cara yang digunakan dalam
penilaian ; -Prosedur pencapaian, yaitu urutan proses penilaian
yang dicapai, dan Instrumen penilaian kinerja, yaitu instrumen
atau form penilaian kinerja.

c. Aspek Proses, Tahap proses pelaksanaan, dari discrepancy
yang terendah hingga tertinggi dengan urutan :- SDM terlibat,
yaitu sumber daya personil yang terlibat pada proses penilaian ;-
Sosialisasi, yaitu proses penginformasian penilaian ; -
Pelaksanaan program, yaitu proses pelaksanaan penilaian, -
Jumlah data evaluasi yaitu banyaknya data penilaian ;-
Pemanfaatan sarana prasarana, yaitu fasilitas penilaian.

d. Aspek Hasil, Tahap penilaian hasil, dari discrepancy yang
terendah hingga tertinggi dengan urutanmeliputi: - Ketercapaian
tujuan,yaitu visi dan misi program yang tercapai dengan baik ; -
Jumlah unit kerja, yaitu banyaknya unit kerja yang dinilai ;-
Jumlah aspek evaluasi, yaitu banyaknya kriteria evaluasi ; -
Tingkat kepuasan stakeholder, yaitu tingkat kesesuaian harapan
satker terhadap kinerja SDM ; dan- Performa organisasi, yaitu
kinerja total organisasi sesuai tugas pokoknya.

e. Aspek Manfaat, Tahap penilaian manfaat, dari discrepancy
yang terendah hingga tertinggi dengan urutan :- Keberlanjutan
kebijakan, yaitukeberlangsungan penilaian kinerja perwira staf
logistik yang sustainable; dan - Dampak kebijakan, yaitu
pengaruh yang dihasilkan berdampak baik pada pengembangan
organisasi.

Kebaruan atau Novelty sebagai hasil penelitian
berikutnya adalah tersusunnya pengembangan Instrumen
Penilaian Kinerja Perwira Logistik TNI yang baru yang dapat
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merepresentasikan penilaian dari seluruh aktifitas perwira
logistik TNI, yang mencakup standar kerja kegiatan manajemen
logistik, berdasarkan penerapan pengembangan Key performance
Indicator (KPI)yang dapat diidentifikasi 17performance indicators
yang dapat merepresentasikan kondisi kinerja perwira staf
logistik TNI secara terintegrasi, yang dapat presentasikan sesuai
Tabel 4.10 berikut ini

Aspek Penilaian Kinerja
Kriteria KPI
Perwira Staf Logistik

1. PelayananPelanggan Al
Aktifitas Logistik 2. PemilihanProduk A2
A) 3. Kuantifikasi A3

4. Pengadaan A4

5. ManajemenPersediaan AS

6. SistemPenyediaan F1

Fungsi Logistik 7. Pemeliharaan F2

F) 8. Transportasi F3

9. General Engineering F4

10. Layanan Kesehatan F5

11. Responsif L1

Prinsip Logistik 12. Kesederhanaan L2
(L) 13. Fleksibilitas L3
14. Ekonomi L4

15. Pencapaian L5

16. Keberlanjutan L6

17. Kemampuan Survive L7

Tabel 4.10. Tambahan 17 KPI pada Instrumen Penilaian
Kinerja Perwira Staf Logistik TNI

Pencapaian dari masing-masing kriteria Kinerja Perwira Staf
Logistik dengan menggunakan kriteria manajemen logistik sebagai
hasil penelitian, yaitu: (1) Kriteria Aktifitas logistik (A) terdiri dari 5 KPI
(A1-A5), (2) Kriteria Fungsi logistik (F) terdiri dari 5 KPI (F1-F5), dan
(3) Kriteria Prinsip logistik (L) terdiri 7 KPI (L1-L7), sehingga total ada
17 Key performance Indicator (KPI) tambahan yang melengkapi dan
menyempurnakan penilaian kinerja perwiralogistik sebelumnya.
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PENUTUP

BAB 5
PENUTUP

Kesimpulan.

1. Berdasarkan hasil penelitian, maka evaluasi aspek Desain
pada kebijakan penilaian kinerja perwira logistik dengan
triangulasi data kuantitatif dan kualitatif yang obyektif nilai total
discrepancy21,36% dengan keterangan cukup. Artinya pada aspek
Desain dapat memenuhi kebutuhan untuk dilaksanakan evaluasi
kebijakan. Aspek Desain yang memiliki delapan kriteria dengan
urutan discrepancy sbb.: 1) Kriteria obyek evaluasi (D-4)
discrepancy 11,01% dengan keterangan baik; 2) Kriteria personel
penilai (D-6) discrepancy 16,66% dengan keterangan baik; 3)
Kriteria personel yang dinilai (D-5) discrepancy 20,79% dengan
keterangan cukup; 4) Kriteria dasar hukum pembuatan kebijakan
penilaian kinerja (D-2) discrepancy 21,65% dengan keterangan
cukup; 5) Kriteria finansial (D-8) discrepancy 22,08% dengan
keterangan cukup. 6) Kriteria waktu penilaian evaluasi (D-3)
discrepancy 23,63% dengan keterangan cukup; 7) Kriteria
Sarana/Prasarana (D-7) discrepancy 24,69% dengan keterangan
cukup; 8) Kriteria Tujuan Kebijakan penilaian kinerja (D-1)
discrepancy 30,40% dengan keterangan kurang.

Hal ini menunjukkan bahwa bahwa kriteria Tujuan (D-1)
discrepancy tertinggi perlu mendapat perhatian prioritas dalam
perbaikan kebijakan penilaian kinerja, sedangkan kriteria Obyek
Evaluasi (D-4) discrepancy terendah menghasilkan nilai evaluasi
kebijakan yang semakin mendekati standart penilaian yang
diharapkan. Sehingga pada aspek Desain ini, revisi perlu
dilakukan berdasarkan prioritas dari urutan nilai discrepancy.

2. Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi aspek Instalasi
program kebijakan penilaian kinerja perwira logistik dengan
triangulasi data kuantitatif dan kualitatif yang obyektif memiliki
nilai discrepancy sebesar total 36,23% dengan keterangan kurang.
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Artinya pada aspek Instalasi harus memenuhi kebutuhan untuk
dilaksanakan Evaluasi kebijakan. Aspek instalasi memiliki lima
kriteria dengan urutan nilai discrepancy dari terendah ke tertinggi
sebagai berikut : 1) Kriteria Sarana/Prasarana (I-3) discrepancy
sebesar 20,36% dengan keterangan cukup; 2) Kriteria Sistem
Pelaporan (I-5) discrepancy sebesar 33,13% dengan keterangan
kurang. 3) Kriteria Metode Penilaian Kinerja (I-2) discrepancy
sebesar 38,29% dengan keterangan kurang; 4) Kriteria Prosedur
Pencapaian (I-4) discrepancy sebesar 39,18% dengan keterangan
kurang; 5) Kriteria Instrumen Penilaian Kinerja (I-1) discrepancy
sebesar 50,19% dengan keterangan kurang.

Hal ini menunjukkan bahwa bahwa kriteria Instrumen
Penilaian Kinerja (I-1) dengan discrepancy tertinggi perlu
mendapat perhatian prioritas dalam perbaikan kebijakan
penilaian kinerja, selanjutnya kriteria Sarana Prasaran (I-3)
dengan discrepancy terendah menghasilkan nilai evaluasi
kebijakan yang cukup mendekati standart penilaian yang
diharapkan. Sehingga pada aspek Instalasiperlu dilakukan
revisi berdasarkan prioritas dari urutan nilai discrepancy.

3. Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi aspek Proses
Implemantasi pada kebijakan penilaian kinerja perwira logistik
dengan triangulasi data kuantitatif dan kualitatif yang obyektif
memiliki discrepancytotal sebesar 26,48% dengan keterangan
cukup. Artinya pada aspek Proses dapat memenuhi kebutuhan
untuk dilaksanakan Evaluasi kebijakan. Aspek proses memiliki
lima kriteria dengan urutan nilai discrepancy dari terendah ke
tertinggi sebagai berikut : 1) Kriteria SDM yang terlibat (P-3)
discrepancy sebesar 14,89% dengan Kketerangan baik; 2)
Kriteria Sosialisasi Program Kebijakan penilaian kinerja (P-1)
discrepancy sebesar 19,56% dengan keterangan baik; 3)
Kriteria Pelaksanaan Program kebijakan penilaian kinerja (P-2)
discrepancy sebesar 31,03% dengan keterangan kurang;
4)Kriteria Jumlah Data Evaluasi yang terkumpul (P-5)
discrepancy sebesar 32,60% dengan keterangan kurang. 5)
Kriteria Pemanfaatan Sarana/Prasarana (P-4) discrepancy
sebesar 34,35% dengan keterangan kurang.
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Hal ini menunjukkan bahwa bahwa Kkriteria
Pemanfaatan Sarana/Prasarana (P-4) dengan discrepancy
tertinggi perlu mendapat perhatian prioritas dalam perbaikan
kebijakan penilaian kinerja, dan kriteria SDM yang terlibat (P-
3) dengan discrepancy terendahmenghasilkan nilai evaluasi
kebijakan yang cukup mendekati standart penilaian yang
diharapkan. Sehingga pada aspek Proses, perlu dilakukan
Revisi berdasarkan prioritas kriteria dari urutan nilai
discrepancy.

4.  Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi pada aspek Hasil
Program, dan aspek Manfaat kebijakan pada penilaian kinerja
perwira logistik dengan triangulasi data kuantitatif dan
kualitatif yang obyektif memiliki nilai discrepancy sebesar
32,89% dengan keterangan kurang, selanjutnya aspek Manfaat
sebesar 25,74% dengan keterangan cukup. Artinya pada aspek
Hasil dan Manfaat, dapat dan harus memenuhi kebutuhan
untuk dilaksanakan Evaluasi kebijakan. Aspek Hasil memiliki
lima aspek kriteria dengan urutan nilai discrepancy dari
terendah ke tertinggi sebagai berikut: 1) Kriteria Ketercapaian
tujuan dari hasil penilaian kinerja (H-2) mendapat nilai hasil
discrepancy sebesar 26,19% dengan keterangan cukup; 2)
Kriteria Jumlah unit yang melaksanakan penilaian evaluasi kinerja
(H-3) mendapat nilai hasil discrepancy sebesar 26,24% dengan
keterangan cukup; 3) Kriteria Jumlah aspek evaluasi yang
dilaksanakan (H-5) mendapat nilai hasil discrepancy sebesar
28,93% dengan keterangan cukup; 4) Kriteria Tingkat kepuasan
Stakeholder (H-4) mendapat nilai hasil discrepancy sebesar
29,14% dengan keterangan cukup; 5) Kriteria Performa
Organisasi (H-1) memiliki nilai hasil evaluasi discrepancy
sebesar 53,97% dengan keterangan kurang. Aspek Manfaat
memiliki dua kriteria dengan urutan nilai discrepancy dari
terendah ke tertinggi sebagai berikut: 1) Kriteria Keberlanjutan
Kebijakan (M-2) mendapat nilai hasil discrepancy sebesar
20,76% dengan keterangan cukup. 2) Kriteria Dampak
kebijakan (M-1) mendapat nilai hasil discrepancy sebesar




30,71% dengan keterangan kurang.Sehingga pada aspek Hasil
dan aspek Manfaat, perlu dilakukan Revisi berdasarkan
prioritas urutan nilai discrepancy.

5. Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi pada aspek
kebijakan penilaian kinerja perwira logistik dengan triangulasi
data kuantitatif dan kualitatif yang obyektif memiliki nilai
discrepancy sebesar 28,54% dengan keterangan cukup. Artinya
pada seluruh aspek Program Kebijakan penilaian Kinerja mulai
dari Desain, Instalasi, Proses, Hasil dan Manfaat dapat
memenuhi krietria kebutuhan untuk dilaksanakan Evaluasi
Kebijakan. Adapun Kebijakan penilaian kinerja perwira logistik
memiliki lima aspek kriteria dengan urutan nilai discrepancy
dari terendah ke tertinggi sebagai berikut: 1) Kriteria Desain
penilaian kinerja (D) discrepancy sebesar 21,36% dengan
keterangan cukup; 2) Kriteria Manfaat penilaian kinerja (M)
discrepancy sebesar 25,74% dengan keterangan cukup. 3)
Kriteria Proses penilaian kinerja (P) discrepancy sebesar
26,48% dengan keterangan cukup; 4) Kriteria Hasil Penilaian

Kinerja (H) discrepancy sebesar 32,89% dengan keterangan
kurang; 5) Kriteria Instalasi penilaian kinerja (I) discrepancy
sebesar 36,23% dengan keterangan kurang.Sehingga pada
seluruh aspek Program Penilaian Kinerja, perlu dilakukan
Revisiberdasarkan prioritas dari urutan nilai discrepancy.

6. Hasil dari pembobotan Kkriteria menurut tingkat
kepentingan pengambilan keputusan keberlanjutan kebijakan
didapatkan bahwa aspek kebijakan penilaian kinerja Direvisi
(H-IT) denngan bobot 0,3873, Dilanjutkan (H-III) dengan bobot
0,271; Dsebarluaskan (H-IV) dengan bobot 0,222, Dihentikan
(H-I) dengan bobot 0,1196.Dan Berdasarkan hasil dari
pendapat kualitatif para pakar, maka kebijakan program
penilaian kinerja perwira logistik di lingkungan TNI perlu
dilakukan revisiatau kaji ulang.

Penerapan metode pengembangan Key performance
Indicator (KPI)diidentifikasi 39 performance indicators yang

dapat menggambarkan kondisi kinerja staf logistik
dilingkungan TNI secara terintegrasi. Pencapaian dari masing-
masing kriteria kinerja dengan menggunakan Kkriteria awal
dengan hasil kriteria aktifitas logistik (A) terdiri dari 5 KPI (A1-
A5), kriteria fungsi logistik (F) terdiri dari 5 KPI (F1-F5),
kriteria prinsip logistik (L) terdiri dari 7 KPI (L1-L7), sehingga
total terdiri dari 17 KPI tambahan. Selanjutnya 17 KPI
tambahan tersebut dapat dijadikan sebagai masukan tambahan
kriteria penilaian pada Instrumen Penilaian Kinerja sebagai
output dari hasil penelitian, yaitu berupa Rekonstruksi dan
Pengembangan Instrumen Penilaian Penilaian Kinerja Perwira
Staf Logistik TNI.

Saran.

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dilakukan,
maka disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kebijakan penilaian kinerja secara keseluruhan perlu
dilaksanakan revisi dan penambahan Key Performance
Indicator (KPI) pada tiap-tiap unit kerja sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab.

2. Dalam penelitian selanjutnya, dapat dilakukan
identifikasi pengaruh tiap-tiap kriteria terhadap kinerja
masing-masing individu.

3. Dalam penelitian selanjutnya, dapat ditingkatkan lagi
dengan model pengembangan penilaian kinerja pada unit
organisasi terkait.

4, Pada penelitian ini belum dilaksanakan pembobotan
dan skoring pada indikator aspek logistik, selanjutnya dapat
ditentukan penilaian bobot pada kriteria logistik yang terdiri
dari17indikator. Padapenelitian selanjutnya, dapat
dikembangkan pengukuran kinerja dengan menggunakan
model Objective Matrix (OMAX). Objective Matrix (OMAX)
adalah suatu sistem pengukuran produktivitas parsial yang
dikembangkan untuk memantau produktivitas di setiap bagian
organisasi atau perusahaan dengan Kriteria produktivitas yang
sesuai dengan keberadaan bagian tersebut (objektif).




Rekomendasi.

Pada kondisi awal penilaian Kinerja Perwira Logsitik TNI sesuai
Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/1081/XI1/201 tentang
Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Individu dengan lingkup
penilaian masih bersifat umum, tidak khusus berdasarkan
spesialisasi bidang kerja, serta belum adanya pembobotan pada
kriteria-kriteria nilai.

Setelah melakukan penelitian disertasi ini, beberapa
rekomendasi dan usulan tindak lanjut yang dihasilkan untuk
perbaikan ke depan, diantaranya sebagai berikut:

1. Rekomendasi Umum

Berdasarkan hasil penelitian maka didapatkan Alur
Tahapan Model Evaluasi Kebijakan Penilaian Kinerja yang
merupakan pengembangan dari Model DEM yang
diintegrasikan dengan metode AHP dan KPI, pada Gambar 5.1
berikutini:

PENILAIAN KINERJA

1. Desain (D) #5ub aspek desain
2. Instalation (1) Sub aspek Instalation HASIL EVALUASI
3. Process {P) e Sub aspek Process KEBUAKAN PENILAIAN

4. Product(H)  «Sub aspek Product KINERJA PERWIRA .
5. Manfaat (M) 4 syb aspek Manfaat STAF LOGISTIK
KEBIJAKAN A

f /hi
" ' Pembobotan dan |
LOGISTIK 7 | E Penilaian Skor ! o KEBERLANJUTAN
Y I

PERWIRA STAF
KEBIJAKAN PENILAIAN
KINERJA

f SkoF METODE M 1. DIHENTIKAN,
2. DIREVISI,
SkalaLikert | Analytical "[';'L“;;hy Ripcess 3. DITERUSKAN.
4. DISEBARLUASKAN
: PROSES PENGAMBILAN
KEPUTUSAN KEBERLANJUTAN

KEY PERFORMANCE / L5 2T L]

INDICATOR (KPI) ¥ @

| penambahan Aspek | | HASILKEPUTUSAN |
Indikator Logistik

MODEL KEBWAKAN INDIKATOR TAMBAHAN

PENILAIAN KINERJA KEBLAKAN PENILAIAN
PERWIRA STAF LOGISTIK KINERIA STAF LOGISTIK
YANG DIHARAPKAN

Gambar 5.1. Alur Model Evaluasi Kebijakan Penilaian Kinerja
Perwira Staf Logistik TNI

Menghasilkan Rekomendasi Umum sebagai berikut:
a. Rekomendasi perlu adanya revisi pada Keputusan
Panglima TNI Nomor KEP/1081/XII/2015 tanggal 21
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Desember 2015 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja
Individu. Indikator pada instrumen penilaian kinerja perwira
TNI, khususnya perwira staf yang mempunyai ruang lingkup
penilaian masih bersifat umum yang berlaku bagi semua
golongan prajurit, sehingga diperlukan revisi Penilaian Kinerja
berdasarkan spesifikasi Profesi dan Bidang Kerja Perwira Staf
TNL

b.  Adapun rekomendasi usulan revisi pada Keputusan
Panglima TNI Nomor KEP/1081/XI1/2015 tanggal 21
Desember 2015 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja
Individu dapat dilakukan terlebih dahulu pada penilaian kinerja
Profesi Perwira Staf Logistik sebagaimana temuan pada
penelitin ini. Sehingga selanjutnya dengan konsep yang sama
maka dapat dilakukan juga revisi peniaian pada Profesi Perwira
Staf TNI yang lain, seperti pada Profesi Perwira Staf Operasi,
Profesi Perwira Staf Intelijen, Profesi Perwira Staf Personel,
Profesi Perwira Staf Perencana dan Profesi-Profesi perwira Staf
lainnya. Tentunya dengan dasar dan skala penilaian standart yang
sama namun berbeda dalam instrumen dan kriteria penilaian
berdasarkan Profesi dan Bidang kerja masing masing.

C. Rekomendasi perlu adanya Rumusan Kebijakan Strategis
TNI tentang Standarisasi Penilaian Kinerja Prajurit TNI
berdasarkan penggolongan Profesi dan Bidang Kerja
Penugasan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
(KKNI) danjuga berdasarkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(BNSP). Sehingga perlu juga rekomendasi pembentukan Badan
Sertifikasi Profesi Prajurit TNI sebagai dasar dan tolak ukur
dalam penilaian Kinerja Prajurit TNI. Rumusan Kebijakan
Strategis Standarisasi Penilaian Kinerja berdasarkan Profesi
Prajurit TNI harus juga mengacu pada aspek KKNI dan BNSP,
sehingga dapat direkomendasikan sebagai Revisi pada
Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/1081/XI1/2015 tanggal
21 Desember 2015 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja
Individu Perwira Staf.




KEBIJAKAN PENILAIAN

PROSES
KINERJA PERWIRA STAF -
konisTac EVALUASI ‘
—

MODEL EVALUASI DISCREPANCY (DEM) |
DESAIN INSTALASI | PROSES PRODUK | MANFAAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN
I e i = KEBERLANJUTAN PROGRAM
o Tujuan Kebijakan o Instrumen penilaian | o Sosialisasi program o Performa organisasl | - Dampak Kebijakan KEBLIAKAN
o Dasar hukum kinerja o i o K r
pembuatan © Metode penilaian | program tujuan | kebijakan
o Waktu penilaian o Saranafprasarana o SDM yang terlibat o Jumlah unit kerja yg |
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MODEL KEBIJAKAN kPl

PENILAIAN KINERJA { INDIKATOR TAMBAHAN
PERWIRA STAF LOGISTIK KEBIJAKAN PENILAIAN
YANG DIHARAPKAN KINERIA STAF LOGISTIK

Gambar 5.2. Model Evaluasi Kebijakan Penilaian Kinerja
Perwira Staf Logistik TNI

2.  Rekomendasi Khusus

Temuan Penelitian tentang Model DEM yang telah
dikembangkan dengan AHP dan KPI selanjutnya menghasilkan
Action Plan berupa Rekomendasi khusus hasil penelitian, yaitu
RevisiPenilaian Kinerja Perwira Staf TNI sesuai Keputusan
Panglima TNI Nomor KEP/1081/XII/2015 tentang Petunjuk
Teknis Penilaian Kinerja Individupada tahapan aspek DEM,
dengan menguraikan setiap Kriteria DEM sesuai Gambar 5.2.
berikutini

Menghasilkan Rekomendasi Khusus yang merupakan uraian
detail setiap Kriteria Aspek Penilaian Kinerja pada Model DEM
yang diintergrasikan dengan AHP dan KPI sebagai berikut:

a. Aspek Desain, Tahap penyusunan Desain Instrumen

Penilaian Kinerja berdasarkan Spesialisasi bidang tugas
Perwira TNI secarakhusus.
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b. Aspek Instalasi, Tahap instalasi kebijakan pemimpin.
Pada tahap ini disusun semua Instrumen kebijakan mulai dari
Peraturan-peraturan, baik tingkat Mabes TNI maupun tingkat
matra, Petunjuk pelaksanaan (Juklak) hingga Petunjuk teknis
(Juknis)pada kebijakan pelaksanaan model evaluasi ini.

C. Aspek Proses, Tahap proses pelaksanaan dan
implementasi Instrumen Penilaian Kinerja Perwira Staf TNI
yang dikembangkan sebagai proses penyempurnaan
InstrumenPenilaian Kinerjaberdasarkan hasil penelitian ini.

d. AspekHasil, Tahap penilaian hasil output dari Instrumen
Penilaian Kinerja Perwira Staf TNI, termasuk verifikasi dan
validasi hasil outputpada Penilaian Kinerja secara obyektif.

e. Aspek Manfaat, Tahap penilaian manfaat dan kontribusi
dari output dan outcame Instrumen Penilaian Kinerja Perwira
Staf TNI bagi Kemajuan Pembinaan Personil TNI.
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